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PUTUSAN
No. 716 K/Pid/2006
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikutdalam perkara Terdakwa :
Nama : DRS.YUSRAN SHARIF;
tempat lahir : Padang;
umur/ tanggal lahir: 65 Tahun /10 Maret 1940 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal JI. Tosiga V  M-5, RT.010, RW.004,
Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat ;
agama :lIslam;
pekerjaan : Karyawan/Bendahara Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia (APHI) Tahun 1998 sampai
dengan Tahun 2003;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidiksejak tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan tanggal 10 Januari
2005;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2005 sampai
dengan tanggal 21 April 2005 ;

3. PenuntutUmum sejak tanggal 14 April 2005 sampai dengan tanggal 03 Mei 2005;
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan
tanggal 21 Juni 2005 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni
2005 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2005;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus
2005 sampai dengan tanggal 19 September 2005 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September
2005 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2005 ;

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2005 sampai dengan
tanggal 15 November 2005;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November
2005 sampai dengan tanggal 14 Januari 2006 ;

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 200/2006/S.147.TAH/PP/2006/MA tanggal 2 Maret 2006 Terdakwa
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diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 9 Februari 2006 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.
201/2006/S.147. TAH/PP/2006/MA tanggal 14 Maret 2006 Terdakwa
diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak
tanggal 31 Maret 2006 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
karena didakwa :
PRIMAIR :
Bahwa Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF selaku Bendahara APHI tahun 1998
sampai dengan tahun 2005, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama
dengan H. ZAIN MASYHUR selaku Wakil Bendahara APHI tahun 1998 sampai
dengan tahun 2003, Ir. H. FATTAH DS selaku Wakil Ketua Umum APHI tahun
1998 sampai dengan tahun 2003 masing-masing diangkat berdasarkan
Keputusan MUNAS IV APHI No. XI/MUNAS/1998 tanggal 28 Juli 1998 yang
kemudian disempurnakan dengan Keputusan Dewan Pengurus APHI No.
420/APHI/Pusat/1998 tanggal 6 Oktober 1998 serta dengan Ir. ADIWARSITA
ADINEGORO selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesai (APH]I)
tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan
MUNAS IV APHI No. VIIIMUNAS/1998, (masing-masing dalam berkas perkara
terpisah), pada waktu antara tanggal 12 September 1999 sampai dengan
tanggal 14 Nopember 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam
bulan September 1999 sampai dengan bulan Nopember 2003, bertempat di
Kantor Pusat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Gedung Manggala
Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, di Kantor PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti,
Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

1. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADISWARSITA ADINEGORO
telah menggunakan dana APHI sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar

tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada PT. Bangun Prajanusa
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Persada dengan cara Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
menandatangani Cek No. CJ.824755 tanggal September 2001 senilai
Rp.1.300.000.000,- ( satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang didebet dari
rekening APHI pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti. Pengeluaran dana
tersebut dibukukan sebagai Pinjaman dengan Bukti Pengeluaran No. Reff.
2.14-09.4101 tanggal 12 September 2001.

2. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
telah menggunakan dana APHI sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus
tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Ir. Zulkarnaen dengan
cara Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO menandatangani memo
tertanggal 15 Februari 2002 yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk
menyiapkan dana sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima
juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
menandatangani Cek No. CN. 308165 tanggal 14 Febuari 2002 senilai
Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang didebet
dari rekening APHI pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti. Pengeluaran dana tersebut
dibukukan sebagai bantuan pengamanan Jakarta dengan kwitansi tanda
terima tanggal 14 Februari 2002 dan Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14-
02.4902 tanggal 15 Febuari 2002.

3. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
serta dengan H. Zain Masyhur telah menggunakan dana APHI sebesar
Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan
kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA
ADINEGORO menandatangani memo tanggal 18 Februari 2002 yang
ditujukan kepada Terdakwa dan H. Zain Masyur, untuk menyiapkan dana
sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian
Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO menandatangani Cek No.
CN. 508174 tanggal Februari 2002 senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua
puluh lima juta rupiah) yang didebet dari rekening APHI pada PT. Bank
Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Manggala
Wanabakti. Pengeluaran dana tersebut dibukukan sebagai biaya
pengurusan Surat Keputusan Bersama 2 (dua) Menteri menjadi Keppres
dengan bukti pengeluaran No. Reff. 2. 14-02.5502 tanggal 18 Februari
2002.
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4. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
telah mengunakan dana APHI sebesar US$ 500.000,00 (lima ratus ribu
dollar USA) yang ditransferkan ke rekening PT. Bangun Prajanusa Persada
No. Rek.102.0001063545, dengan cara Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA
ADINEGORO menandatangani Nota Pembelian Valuta Asing tertanggal 25
Februari 2002 senilai US$ 500.000,00 (lima ratus ribu dollar USA), yang
didebet dari rekening APHI pada Bank Mandiri Cabang Kehutanan Jakarta
No. Rekening: 102-0099534817 Giro Perusahaan-USD bulan Februari
2002. Pengeluaran dana tersebut dibukukan sebagai pinjaman dengan
tanda terima tertanggal 25 Februari 2002 atas nama PT. Bangun Prajanusa
Persada yang ditandatangani oleh Robert Sianturi dan Angga Adi
Pratama A.

5. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
serta dengan Ir. H.A Fattah DS telah menggunakan dana APHI sebesar
Rp. 1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluhjutarupiah)yang
dipindahbukukan ke rekening Ir. ADIWARSITA ADINEGORO pada PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
Manggala Wanabakti, dengan cara Ir. ADIWARSITA ADINEGORO,
menyetujui pengeluaran dana APHI sebesar Rp.1.580.000.000,- (satu
milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman pribadi Ir.
ADIWARSITA ADINEGORO, sesuai Surat Perjanjian Utang Piutang No.
721/Keu-APHI/Pusat/1103 tanggal 5 November 2003, kemudian Terdakwa
dan Ir. H.A Fattah DS menandatangani Bilyet Giro No. GR.986069 tanggal
10 November 2003 senilai Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluhjuta
rupiah) dan Bilyet giro No. GX.999851 tanggal 14 November 2004 senilai
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didebet dari rekening APHI
pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti.

Perbuatan Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro,

H. Zain Masyhur dan Ir. H. A Fattah DS sebagaimana diuraikan pada butir 1

sampai butir 5 diatas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam:

A. 1. Surat Keputusan Direktorat Jendral Pengusahaan Hutan Departemen
Kehutanan R.I Nomor: 167/Kpts/IV-Prog/1986 tanggal 21 Mei 1986
tentang kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk
pengadaan foto udara;

2. Hasil pertemuan pada pemegang HPH ke-IV tanggal 22 Agustus 1988,
antara lain:
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a. Untuk keseragaman dan penghematan biaya penataan hutan,
pengadaan foto udara dan peta foto udara yang diwajibkan kepada
para pemegang HPH dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral
Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan R.I Nomor:
167/Kpts/IV-Prog/1986 tanggal 21 Mei 1986 dilaksanakan oleh
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

b. Untuk keperluan pengadaan foto udara dan peta foto udara tersebut
para pemegang HPH sepakat untuk menyerahkan dana sebesar
US$1,-/m3 kayu log dan US$ 2,-/m3 kayu olahan kepada APHI.

c. Pemanfaatan danayang dikumpulkan oleh APHI selain untuk potret
udara, tata batas serta keperluan tata hutan yang lain, juga
diperuntukkan mendukung upaya pencegahan kebakaran dan upaya
penelitian dalam meningkatkan stabilitas pengusahaan hutan dan
kelestarian.

3 Surat Ketua Harian APHI Nomor: 749/APHI/Pusat/1192 tanggal 27
November 1992 bahwa setoran dana inventarisasi hutan diperhitungkan
dengan biaya pemotretan udara dan pemetaan areal HPH.

Karena berdasarkan ketentuan tersebut huruf A angka 1 sampai angka 3

diatas, Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro,

H. Zain Masyhur dan Ir. H.A Fattah DS seharusnya melaksanakan

pengadaan pemotretan udara dan pemetaan areal HPH, namun

kenyataannya tidak dilaksanakan.

B. Pasal 2 ayat 3 Anggaran Dasar APHI antara lain “Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia bertujuan meningkatkan dan mengembangkan
pengusahaan hutan untuk tercapainya hasil yang optimal dalam rangka
mendukung terwujudnya kemakmuran dan kesejahterahan masyarakat
serta melindungi kelestarian hutan”; karena kenyataannya penggunaan
dana APHI tidak sesuai dengan tujuan APHI tersebut.

C. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) APHI antara lain:

1. Menjaga agar Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia mentaati peraturan
perundangan Pemerintah R.lyang berlaku ;

2. Mengatur agar dana untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan Rencana
Kerja dan Anggaran Organisasi ;

3. Mengatur penerimaan Anggaran Belanja dan Anggaran Pengeluaran
yang benar ;

Namun kenyataannya Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir.

Adiwarsita Adinegoro, H. Zain Masyhur dan Ir. HA Fattah DS telah
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menggunakan dana APHI tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ART APHI
tersebut.
Perbuatan Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro,
H. Zain Masyhur dan Ir. HA Fattah DS tersebut, telah memperkaya diri
Terdakwa sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu:
1. PT. Bangun Prajanusa Persada sebesar Rp.1.300.000.000,- US$500,000.-

2. Ir. Zulkarnaien sebesar Rp. 675.000.000,-
3. Terdakwa Drs. Yusran Sharif sebesar Rp. 525.000.000,-
4. Ir. Adiwarsita Adinegoro sebesar Rp. 1.580.000.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar
Rp.4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah) dan US$
500.000,00 (lima ratus ribu dollar USA) karena:

1. Danasebesar Rp. 4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah)
dan US$ 500.000,00 (lima ratus ribu dollar USA) yang digunakan Terdakwa
Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro, H. Zain Masyhur
dan Ir. H. A Fattah DS adalah merupakan bagian dari dana inventarisasi
dan pembinaan hutan atau pemotretan udara dan pemetaan areal HPH
yang disetorkan ke APHI sejak tahun 1988 sampai dengan bulan Juli 1998
yang seluruhnya berjumlah US$ 194.257.050,63 (seratus sembilan puluh
empat juta duaratus lima puluh tujuh ribu lima puluh koma enam puluh tiga
dollar USA) yang berasal dari pada Pengusaha Pemegang Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) dan pemegang Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri (HPHTI) serta para Pengusaha/Badan Hukum yang
secara sah memiliki hak dan kewajiban sebagai pelaksanaan dalam
kegiatan perhutanan yang menjadi anggota APHI antara lain Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Inhutani I, PT. Inhutani I, PT. Inhutani Ill,
PT. Inhutani IV, PT. Inhutani V, dan sebagian besar anggota Asosiasi Panel
Kayu Indonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggota Perhimpunan
Pengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).

2. Dana sejumlah tersebut seharusnya dipergunakan untuk program
inventarisasi dan pembinaan hutan atau untuk pengadaan foto udara dan
pemetaan areal HPH yang hasil pemotretan dan pemetaannya adalah milik
Negara dalam hal ini Departemen Kehutanan R.l sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor: 442/Kpts-1/1989 tanggal 29
Agustus 1989 tentang Pemotretan udara, Penafsiran dan penataan atas
areal hutan.
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Perbuatan Terdakwa Drs. YUSYAN SHARIF melanggar ketentuan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) Jo. Pasal 18
Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
SUBSIDAIR:
Bahwa Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF selaku Bendahara APHI tahun

1998 sampai dengan tahun 2003 yang diangkat berdasarkan Keputusan
MUNAS IV APHI No. XI/MUNAS/1998 tanggal 28 Juli 1998 yang kemudian
disempurnakan dengan keputusan Dewan Pengurus APHI No.
420/APHI/Pusat/1998 tanggal 6 Oktober 1998, bertindak sendiri-sendiri atau
bersama-sama dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO selaku Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) tahun 1998 sampai dengan tahun
2003 yang diangkat berdasarkan Keputusan MUNAS IV APHI No.
VIIMUNAS/1998, H. ZAIN MASYHUR selaku Wakil Bendahara APHI tahun
1998 sampai dengan tahun 2003 dan Ir. H.A Fattah DS selaku Wakil Ketua
Umum APHI tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 yang diangkat
berdasarkan Keputusan MUNAS IV APHI No. XI/IMUNAS/1998 tanggal 28 Juli
1998 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Dewan Pengurus
APHI No. 420/APHI/Pusat/1998 tanggal 6 Oktober 1998, pada waktu antara
tanggal 12 September 1999 sampai dengan tanggal 14 November 2003 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September 1999 sampai
dengan bulan Nopember 2003, bertempat di Kantor Pusat Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta
Pusat, di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Gedung
Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat,
atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan- perbuatan yang
berdiri sendiri , dengan tujuan mengutungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-
cara antaralain sebagai berikut:
1. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADISWARSITA ADINEGORO

telah menggunakan dana APHI sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar
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tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada PT. Bangun Prajanusa
Persada dengan cara Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
menandatangani Cek No. CJ.824755 tanggal September 2001 senilai
Rp.1.300.000.000,- ( satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang didebet dari
rekening APHI pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti. Pengeluaran dana
tersebut dibukukan sebagai Pinjaman dengan Bukti Pengeluaran No. Ref.
2.14-09.4101 tanggal 12 September 2001.

2. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
telah menggunakan dana APHI sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus
tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Ir. Zulkarnaen
dengan cara Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
menandatangani memo tertanggal 15 Februari 2002 yang ditujukan kepada
Terdakwa, untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 675.000.000,- (enamratus
tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA
ADINEGORO menandatangani Cek No. CN. 308163 tanggal 14 Febuari
2002 senilai Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah),
yang didebet dari rekening APHI pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti.
Pengeluaran dana tersebut dibukukan sebagai bantuan pengamanan
Jakarta dengan kwitansi tanda terima tanggal 14 Februari 2002 dan Bukti
Pengeluaran No. Ref. 2.14-02.4902 tanggal 15 Febuari 2002.

3. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
serta dengan H. Zain Masyhur telah menggunakan dana APHI sebesar
Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan
kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA
ADINEGORO menandatangani memo tanggal 18 Februari 2002 yang
ditujukan kepada Terdakwa dan H. Zain Masyur, untuk menyiapkan dana
sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah),
kemudian Terdakwa dan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO menandatangani
Cek No. CN. 308174 tanggal Februari 2002 senilai Rp. 525.000.000,- (lima
ratus dua puluh limajuta rupiah) yang didebet dari rekening APHIpada PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
Manggala Wanabakti. Pengeluaran danatersebut dibukukan sebagai biaya
pengurusan Surat Keputusan Bersama 2 (dua) Menteri menjadi Keppres
dengan bukti pengeluaran No. Ref. 2. 14-02.5502 tanggal 18 Februari
2002.
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4. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
telah mengunakan dana APHI sebesar US$ 500.000,00 (lima ratus ribu
dollar USA) yang ditransferkan ke rekening PT. Bangun Prajanusa
Persada No. Rek.102.0001062345, dengan cara Terdakwa dan Ir.
ADIWARSITA ADINEGORO menandatangani Nota Pembelian Valuta
Asing tertanggal 25 Februari 2002 senilai US$ 500.000,00 (lima ratus ribu
dollar USA), yang didebet dari rekening APHI pada Bank Mandiri Cabang
Kehutanan Jakarta No. Rekening: 102-0099534817 Giro Perusahaan-USD
bulan Februari 2002. Pengeluaran dana tersebut dibukukan sebagai
pinjaman dengan tanda terima tertanggal 25 Februari 2002 atas nama PT.
Bangun Prajanusa Persada yang ditandatangani oleh Robert Sianturi dan
Angga Adi Pratama A.

5. Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO
serta dengan Ir. H.A Fattah DS telah menggunakan dana APHI sebesar
Rp. 1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah)
yang dipindahbukukan ke rekening Ir. ADIWARSITA ADINEGORO pada
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti, dengan cara Ir. ADIWARSITA
ADINEGORO, menyetujui pengeluaran dana APHI sebesar
Rp.1.580.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah)
sebagai pinjaman pribadi Ir. ADIWARSITA ADINEGORO, sesuai Surat
Perjanjian Utang Piutang No. 721/Keu-APHI/Pusat/1103 tanggal 5
November 2003, kemudian Terdakwa dan |Ir. H.A Fattah DS
menandatangani Bilyet Giro No. GR.986069 tanggal 10 November 2003
senilai Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh jutarupiah) dan Bilyet
giro No. GX.999851 tanggal 14 November 2003 senilai
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didebet dari rekening APHI
pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti.

Perbuatan Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro,
H. Zain Masyhur dan Ir. H. Fattah DS tersebut sebagaimana diuraikan pada
butir 1 sampai butir 5 di atas telah menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
dalam menggunakan keuangan APHI seharusnya melaksanakan ketentuan:

1. Anggaran Dasar (AD) APHI pasal 10 ayat (6) huruf d, vyaitu

menyelenggarakan Rapat Kerja 1 (satu) tahun dua kali yang terdiri dari
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Dewan Pengurus Komisariat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan serta membahas hasil kerja tahun sebelumnya.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) APHI pasal 6 ayat (5) dan ayat (6), yaitu:
a.Mengatur agar dana untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan Rencana
Kerja dan Anggaran Organisasi;
b.Mengatur penerimaan Anggaran Belanja dan Anggaran Pengeluaran
yang benar;
Namun kenyataannya Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir.
Adiwarsita Adinegoro, H. Zain Masyhur dan Ir. H. A. Fattah DS menggunakan
dana APHI tidak sesuai Rencana Kerjadan Anggaran Tahunan APHI serta tidak
melalui Rapat Dewan Pengurus APHI.
Perbuatan Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro,
H. Zain Masyhur dan Ir. H.A Fattah DS tersebut, telah menguntungkan diri
terdakwa sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu:
1. PT. Bangun Prajanusa Persada sebesar Rp.1.300.000.000,- US$500.000.-

2. Ir. Zulkarnaien sebesar Rp. 675.000.000,-
3. Terdakwa Drs. Yusran Sharif sebesar Rp. 525.000.000,-
4. Ir. Adiwarsita Adinegoro sebesar Rp. 1.580.000.000,-

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar
Rp. 4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah) dan US$
500,000.00 (lima ratus ribu dollar USA) karena:

1. Dana sebesar Rp. 4.080.000.000,- (empat milyar delapan puluh juta rupiah)
dan US$ 500.000,00 (lima ratus ribu dollar USA) yang digunakan Terdakwa
Drs. YUSRAN SHARIF dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro, H. Zain Masyhur
dan Ir. H. A Fattah DS adalah merupakan bagian dari dana inventarisasi dan
pembinaan hutan atau pemotretan udara dan pemetaan areal HPH yang
disetorkan ke APHI sejak tahun 1988 sampai dengan bulan Juli 1998 yang
seluruhnya berjumlah US$ 194.257.050.63 (seratus sembilan puluh empat
juta duaratus lima puluh tujuh ribu lima puluh koma enam puluh tiga dollar
USA) yang berasal dari para Pengusaha Pemegang Hak Pengusahaan
Hutan (HPH) dan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
(HPHTI) serta para Pengusaha/Badan Hukum yang secara sah memiliki hak
dan kewajiban sebagai pelaksana dalam kegiatan perhutanan yang menjadi
anggota APHI antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT.
Inhutani |, PT. Inhutani ll, PT. Inhutani lll, PT. Inhutani IV, PT. Inhutani V,
dan sebagian besar anggota Asosiasi Panel
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Kayu Indonesia (APKINDO) serta sebagian besar anggota Perhimpunan
Pengusaha Kilang Kayu Terpadu Indonesia (ISA).

2. Dana sejumlah tersebut seharusnya dipergunakan untuk program
inventarisasi dan pembinaan hutan atau untuk pengadaan foto udara dan
pemetaan areal HPH yang hasil pemotretan dan pemetaannnya adalah milik
Negara dalam hal ini Departemen Kehutanan R.l sesuai dengan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor: 442/Kpts-11/1989 tanggal 29
Agustus 1989 tentang Pemotretan udara, Penafsiran dan penataannya atas
areal hutan.

Perbuatan Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF melanggar ketentuan
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin dak Pidana Koru psi
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF bersalah melakukan tindak
pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF dengan
pidanaselama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan,
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah)
subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Membayar uang pengganti secara tanggung renteng Terdakwa Drs.
YUSRAN SHARIF dengan Ir. ADIWARSITA ADINEGORO dengan H. ZAIN
MASYHUR, Ir. H. Fatah DS sebesar Rp. 43.545.000.000,- (empat puluh tiga
milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah) khusus untuk Drs, YUSRAN
SHARIF membayar uang pengganti Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, digantiden gan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
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5. Menyatakan barang bukti berupa:

Bahwa barang bukti sebagaimana tercantum dalam surat Tuntutan Bab llI
butir 5 halaman 30 sampai dengan halaman 86 diserahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, yaitu Ir. Adiwarsita
Adinegoro, Drs. H. Zain Masyhurdan Ir. A. Fatah DS ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 874 / PID.B / 2005/

PN.JKT.PST tanggal 12 Oktober 2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai

berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan: TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA DAN DILAKUKAN SEBAGAIPERBUATAN BERLANJUT.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4
tahun dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan
pengganti denda selama 6 (enam) bulan dan uang pengganti secara
tanggung renteng ditanggung Drs. Yusran Sharif dengan Ir. Adiwarsita
Adinegoro dengan H. Zain Masyhur, Ir. H.A. Fattah DS sebesar
Rp. 43.545.000.000,- (empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima
juta rupiah), khusus untuk Terdakwa Drs. Yusran Sharif uang pengganti
Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar, diganti
pidanapenjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan
Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Lampiran | :
No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Pembayaran Potret Udara PT. Duta | 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir
Reksa Triharmoni (DRT) tahun 1989 s/d
1992
2. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Rendra Mulya No. 005136 tgl 20-12-1989
dan No. 003452 tgl 01-09-1989
3. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 003455 tgl 02-09-1989
dan No. 003796 tgl 25-09-1989
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4. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 004200 tgl 19-10-1989
dan PT. Melapi Timber No. 004582 tgl 18-
11-1989

5. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 005281 tgl 09-01-1990
dan No. 005653 tgl 22-02-1990

6. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 005598 tgl 01-02-1990
dan No. 006953 tgl 05-06-1990

7. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 007242 tgl 05-07-1990
dan No. 007243 tgl 05-07-1990

8. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 007796 tgl 18-08-1990
dan No. 007898 tgl 03-09-1990

9. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 007896 tgl 03-09-1990
dan No. 008319 tgl 13-10-1990

10. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 008300 tgl 08-10-1990
dan No. 008289 tgl 04-10-1990

11. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 008286 tgl 02-10-1990
dan 008652 tgl 01-11-1990

12. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 008623 tgl 09-11-1990
dan No. 008168 tgl 08-11-1990

13. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 008669 tgl 14-11-1990
dan No. 008683 tgl 19-11-1990

14. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 009007 tgl 05-11-1990
dan No. 009105 tgl 27-12-1990

15. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 009099 tgl 28-12-1990
dan No. 009010 tgl 07-12-1990

16. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta Fotocopy legalisir
Rendra Mi$ulya No. 013061 tgl 29-11- | 1 (satu)lembar
1990 dan No. 013060 tgl 28-11-1990
17. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya 0.12572 tgl 01-11-1991 dan
No. 012804 tgl 13-11-1991

18. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 012568 tgl 08-10-1991
dan No. 012563 tgl 08-10-1991

19. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 012783 tgl 01-12-1991
dan No. 012897 tgl 26-11-1991

20. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 012798 tgl 06-11-1991
dan No. 012765 tgl 29-10-1991

21. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 011939 tgl 22-08-1991
dan No. 012794 tgl 05-11-1991

22. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 011538 tgl 22-07-1991
dan No. 011540 tgl 23-07-1991

23. Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 008741 tgl 19-11-1990
dan No. 008845 tgl 28-11-1990

24, Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 011497 tgl 16-07-1991
dan No. 011530 tgl 20-07-1991
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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36.
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38.

25.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011483 tgl 10-07-1991
dan No. 011491 tgl 12-07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011469 tgl 04-07-1991
dan No. 011474 tgl 05-07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009541 tgl 25-01-1991
dan No. 009399 tgl 12-01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009550 tgl 31-01-1991
dan No. 009553 tgl 31-01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008651 tgl 01-11-1990
dan No. 008601 tgl 02-11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Kayu
Lapis Asli Murni No. 008663 tgl 08-11-
1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Kayu
Lapis Asli Murni No. 006931 tgl 09-06-
1999

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010949 tgl 29-06-1991
dan No. 011207 tgl 29-06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010955 tgl 29-06-1991
dan No. 011143 tgl 29-06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010601 tgl 29-04-1991
dan No. 010584 tgl 24-04-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010472 tgl 12-04-1991
dan No. 010504 tgl 12-04-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010149 tgl 25-03-1991
No. 010476

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010168 tgl 30-03-1991
dan No. 010152 tgl 30-04-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009716 tgl 15-02-1991
dan No. 010105 tgl 15-03-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009740 tgl 21-02-1991
dan No. 009744 tgl 23-02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009403 tgl 15-01-1991
dan No. 009382 tgl -01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011902 tgl 14-08-1991
dan No. 009525 tgl 17-01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011925 tgl 19-08-1991
dan 011904 tgl 14-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011935 tgl 22-08-1991
dan No. 011930 tgl 26-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012256 tgl 16-09-1991
dan No. 012287 tgl 14-09-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010103 tgl 14-03-1991,
No. 010141 tgl 22-03-1991 No. 010271
Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 29-01-1991 dan No.
tgl 29-01-1991
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1 (satu) lembar
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl Jan 1991 dan No.
Jan 1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya tgl Mei-1992 dan tgl Mei-
1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya tgl 30-04-1992 dan tgl Mei-
1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 015367 tgl 17-06-1992
dan No. 015365 tgl 16-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 10-06-1992 dan No.
tgl 15-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 08-06-1992 dan No.
tgl 09-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 08-06-1992 dan No.
tgl 09-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 08-06-1992 dan No.
tgl 09-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 08-06-1992 dan No.
tgl 09-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 13-06-1992 dan No.
tgl 13-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 09-07-1992 dan No.
tgl 09-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 18-07-1992 dan
No. tgl 16-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 01-07-1992 dan
No. tgl 01-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 07-07-1992 dan No.
tgl 09-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 28-08-1992 dan No.
tgl 04-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 17-07-1992 dan No.
tgl 17-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 05-08-1992 dan No.
tgl 17-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 02-08-1992 dan No.
tgl 02-08-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl.
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Fotocopy legalisir
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Hal. 15 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Halaman 15



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
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75.

76.

7.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94,

95.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 31-10-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Kalamup No. 015980 dan No. 014316
Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Kalamup No. 014298

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 17-10-1992 dan No.
tgl 17-10-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 16-10-1992 dan
No. tgl 06-10-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 07-10-1992 dan No.
tgl 26-09-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl -08-1992 dan No.
tgl -08-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl -08-1992 dan No.
tgl -08-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl -08-1992 dan No.
tgl 09-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 13-06-1992 dan No.
tgl 05-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 04-06-1992 dan No.
tgl 03-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 08-06-1992 dan No.
tgl 08-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 09-06-1992 dan No.
tgl 18-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 15-06-1992 dan No.
tgl 17-06-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 16-06-1992 dan No.
tgl 30-04-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl dan No. tgl

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 28-01-1992 dan No.
004935 tgl

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 003446 tgl 30-08-1992
dan No. 004761 tgl

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 004067 tgl 20-10-1992
dan No. 004030 tgl 04-10-1992

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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108.
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta Rendra
Mulya N0.003498 tgl 11-10-1992 dan No.
0034841g|

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 003495 tgl 14-11-1992
dan No. 004935

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 003458 tgl 02-09-1992
dan No. 003888 tgl 22-09-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 005150 tgl 23-12-1992
dan No. 004383

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 007829 tgl 22-08-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 007368 tgl 22-08-1990 dan
No. 007365 tgl 14-07-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 007255 tgl 22-08-1990 dan
No. 007247 tgl. 09-07-1990 dan No.
007108 tgl.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 006933 tgl 11-06-1990 dan
No. 006941 tgl. 12-06-1990 dan No.
006955 tgl.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 006677 tgl 29-05-1990 dan
No. 006593 tgl. 03-05-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 006670 tgl 25-05-1990 dan
No. 006659 tgl. 07-05-1990 dan No.
006614 tgl.

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 14-04-1990 dan No.
tgl. 10-04-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 11-04-1990 dan No.
tgl. 06-04-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 006434 tgl 23-04-1990
dan No. 006680 tgl. 29-05-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 006681 tgl 30-05-1990
dan No. 006666 tgl. 22-05-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 006965 tgl 20-06-1990
dan No. 007116 tgl. 30-06-19909

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 007390 tgl 26-07-1990
dan No. 007519 tgl. 30-07-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 007812 tgl 27-07-1990
dan No. 007596 tgl. 04-08-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008122 tgl 25-09-1990
dan No. 008125 tgl. 26-09-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008313 tgl 11-10-1990
dan No. 008307 tgl. 10-10-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008295 tgl 06-10-1990
dan No. 008290 tgl. 05-10-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008666 tgl 12-11-1990
dan No. 008285 tgl. 02-10-1990
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008678 tgl 16-11-1990
dan No. 008749 tgl. 21-11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008913 tgl 01-12-1990
dan No. 008825 tgl. 22-11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 008834 tgl 26-11-1990
dan No. 009093 tgl. 21-12-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Kayu
Lapis Asli No. 007254 tgl 09-07-1990 dan
No. 007074 tgl. 21-04-1990 dan No.
006958

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010498 tgl 12-05-1991
dan No. 010480 tgl. 06-05-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010583 tgl 24-04-1991
dan No. 010294 tgl. 17-12-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010866 tgl 21-05-1991
dan No. 010579 tgl. 22-04-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010948 tgl 03-06-1991
dan No. 011189 tgl. 26-06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011167 tgl 21-06-1991
dan No. 011180 tgl. 24-06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 01112 tgl 12-06-1991
dan No. 01108 tgl. 06-06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 23-02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009627 tgl 07-02-1991
dan No. 009727 tgl. 18-02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011758 tgl 09-08-1991
dan No. 011484 tgl. 10-07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012051 tgl 28-08-1991
dan No. 012056 tgl. 20-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011748 tgl 05-08-1991
dan No. 011766 tgl. 12-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011730 tgl 01-08-1991
dan No. 011750 tgl. 27-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011479 tgl 09-07-1991
dan No. 011478 tgl. 08-07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 013318 tgl 30-12-1991
Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 013103 tgl 10-12-1991
dan No. 013126 tgl. 13-12-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 013301 tgl 21-12-1991
Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011764 tgl 12-08-1991
dan No. 011752 tgl. 07-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012895 tgl 25-11-1991
Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012896 tgl 26-11-1991

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Hal. 18 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Halaman 18



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012800 tgl 07-11-1991
Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012790 tgl 05-11-1991
Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010472 tgl 04-05-1991
dan No. 010504 tgl. 13-05-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010149 tgl 25-03-1991
dan No. 010476 tgl. 08-05-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010168 tgl 30-08-1991
dan No. 010152 tgl. 25-03-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009716 tgl 15-02-1991
dan No. 010105 tgl. 15-03-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009740 tgl 21-02-1991
dan No. 009744 tgl. 23-02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009403 tgl 15-01-1991
dan No. 009382 tgl. 09-01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011902 tgl 14-08-1991
dan No. 009525 tgl. 17-01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011925 tgl 19-08-1991
dan No. 011904 tgl. 18-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011935 tgl 22-08-1991
dan No. 011930 tgl. 20-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012256 tgl 16-09-1991
dan No. 012287 tgl. 14-09-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 013061 tgl 29-11-1991
dan No. 013060 tgl. 28-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012572 tgl 09-10-1991
dan No. 012804 tgl. 13-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012568 tgl 08-10-1991
dan No. 012563 tgl. 09-10-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012783 tgl 01-11-1991
dan No. 012897 tgl. 26-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 012790 tgl 06-11-1991
dan No. 012768 tgl. 29-10-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011939 tgl 22-08-1991
dan No. 012794 tgl. 05-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011925 tgl 19-08-1991
dan No. 011904 tgl. 18-08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011538 tgl 22-07-1991
dan No. 011540 tgl. 23-07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011497 tgl 16-07-1991
dan No. 011530 tgl. 20-07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011483 tgl 10-07-1991
dan No. 011491 tgl. 12-07-1991
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Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 011469 tgl 04-07-1991
dan No. 011474 tgl. 05-07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009541 tgl 25-01-1991
dan No. 009399 tgl. 12-01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 009550 tgl 31-01-1991
dan No. 009553 tgl. 31-01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010949 tgl 04-06-1991
dan No. 011207 tgl. 29-06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010955 tgl 05-06-1991
dan No. 011143 tgl. 17-06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 010601 tgl 29-04-1991
dan No. 010584 tgl. 24-04-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Kayu
Lapis Asli No. 009543 tgl 26-01-1991 dan
No. 009689 tgl. 14-02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 009396 tgl 11-01-1991 dan
No. 009686 tgl. 13-02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Melapi
Timber No. 017107 tgl 10-11-1992 dan
No. 017114 tgl. 16-11-1992 dan No.
017415 tgl 05-12-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. 017467 tgl 11-12-1992
dan No. tgl. 31-10-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 22-10-1992 dan
No. tgl. 22-10-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 23-10-1992 dan
No. tgl. 21-10-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 12-10-1992 dan
No. tgl. 02-09-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 16-09-1992 dan
No. tgl. 08-09-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 17-09-1992 dan
No. tgl. —09-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl danNo. tgl. -
Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 17-07-1992 dan
No. tgl. 17-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl -07-1992 dan No.
tgl. 06-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl -07-1992 dan No.
tgl. 01-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 03-07-1992 dan
No. tgl. 01-07-1992

Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta
Rendra Mulya No. tgl 18-07-1992 dan
No. tgl. 16-07-1992
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184. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. tgl 08-07-1992 dan
No. tgl. 13-06-1992

185. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. tgl 06-06-1992 dan
No. tgl. 02-06-1992

186. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. tgl 02-05-1992 dan
No. tgl. 08-05-1992

187. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. tgl -01-1992 dan No.
tgl. -01-1992

188 | Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. tgl -01-1992 dan No.
tgl. 22-01-1992

189 Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. tgl 28-01-1992 dan
No. tgl. 19-02-1992

B. Lampiran lI
No. Nama Dokumen Jumlah Ketarngan
1 2 3 4
1. Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara | 1 (satu) lembar Fotocopy
PT. Inhutani | / PT. Intracawood
Manufacturing tahun 1991.
2. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 4438 tgl
27-6-1991.

3. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 2969 tgl
3-5-1991 dan No. 2972 tgl 3-5-1991.
4. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 3983 tgl
6-6-1991.

5. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 4147 tgl
14-6-1991.

6. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5178 tgl
22-7-1991.

7. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5179 tgl
22-7-1991.
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8. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5627 tgl

5-8-1991.

9. Cash/Bank Payment Voucher Bank | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
BPI Samarinda No. 8/BPI-S/VIII/91 tgl
13-8-1991.

10. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7098
tgl 27-9-1991.

11. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6192 tgl
26-9-1991.

12. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6140 tgl
27-8-1991 dan No. 6152 tgl. 27-8-
1991.

13. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6398 tgl
2-9-1991.

14. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6732 tgl
16-9-1991.

15. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6555 tgl
9-9-1991 dan No. 6558 tgl 9-9-1991
16. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7070
tgl 26-9-1991.

17. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7060 tgl
23-9-1991 dan No. 7058 tgl 23-9-
1991.

18. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7069 tgl
26-9-1991 dan No. 7072 tgl 26-9-
1991.

19. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7074 tgl
26-9-1991.

20. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab.| 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood Jakpus
atas Rek. Giro No. 211-31-0125 ttg
transfer ke APHI No. 7071 tgl 26-9-1991
dan No. 7073tgl. 26-9-1991.
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21. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8259 tgl
1-11-1991.

22. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7540
dan No. 7514 tgl 8-10-1991.

23. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7535
dan No. 8261 tgl 1-11-1991.

24. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7536
dan No. 7513 tgl 8-10-1991.

25. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7504 tgl
8-10-1991 dan No. 7509 tgl 8-10-
1991.

26. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7506 tgl
8-10-1991 dan No. 7510 tgl 8-10-
1991.

27. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8301 tgl
2-11-1991.

28. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8306 tgl
2-11-1991.

29. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8305 tgl
2-11-1991 dan No. 8307 tgl 2-11-
1991.

30. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8344 tgl
4-11-1991.

31. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8431 tgl
6-11-1991 dan No. 8436 tgl 6-11-
1991.

32. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. tgl 4-
11-1991.
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33. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8527 tgl
11-11-1991 dan No. 8552 tgl 12-11-
1991.

34. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 9056 tgl
28-11-1991.

35. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8568 tgl
12-11-1991 dan No. 8535 tgl 11-11-
1991.

36. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8598 tgl
12-11-1991.

37. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8082 tgl
16-11-1991.

38. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8570 tgl
12-11-1991 dan No. 8566 tgl 12-11-
1991.

38. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 9112 tgl
30-11-1991.

39. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/077/D/11/91 tgl 20-11-1991 dan
No. TRK/070/D/11/91 tgl 20-11-1991.

40. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/078/D/11/91 tgl 20-11-1991 dan
No. TRK/120/D/11/91 tgl 29-11-1991.

41. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/072/D/11/91 tgl 20-11-1991.

42. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/023/D/12/91 tgl 05-12-1991.

43. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/021/D/12/91 tgl 05-12-1991.
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44. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/122/D/11/91 tgl 29-11-1991.

45. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/102/D/11/91 tgl 26-11-1991 dan
No. TRK/105/D/11/91 tgl 26-11-1991.

46. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/096/D/11/91 tgl 26-11-1991 dan
No. TRK/099/D/11/91 tgl 26-11-1991.
47. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/071/D/12/91 tgl 12-12-1991.

48. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/111/D/12/91 tgl 19-12-1991 dan
No. TRK/119/D/12/91 tgl 19-12-1991.
49. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/115/D/12/91 tgl 19-12-1991 dan
No. TRK/108/D/12/91 tgl 19-12-1991.
50. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/160/D/01/92 tgl 28-01-1992.

51. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/025/D/01/92 tgl 08-01-1992 dan
No. TRK/032/D/01/92 tgl 08-01-1992.

C. Lampiran Il
No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.

Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0083/NPPWE tgl 15-11-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

2. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0084/NPPWE tgl 17-11-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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3. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0085/NPPWE tgl 12-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

4. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0086/NPPWE tgl 12-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

5. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0088/NPPWE tgl 27-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

6. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0087/NPPWE tgl 27-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

7. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0089/NPPWE tgl 29-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

8. Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara | 1 (satu) lembar Fotocopy
PT. Inhutani |/ PT. IDEC tahun 1990.
9. Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 12-3-1990 dan 20-4-1990.

10. | Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 10-10-1990 dan 26-10-1990.

11. | Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 5-2-1990.

12 Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 23-5-1990 dan 11-6-1990.

13. | Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 25-6-1990 dan 17-7-1990.

14 Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 8-8-1990 dan 25-8-1990.

15 Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 6-9-1990 dan 29-9-1990.

16 Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 9-11-1990 dan 29-11-1990.

17. | Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 11-12-1990 dan 28-12-1990.

D. Lampiran IV :

No. Nama Dokumen Jumlah Ketarangan

1 2 3 4

1. Pembayaran Potret Udara PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy
Inhutani | Unit Tarakan.
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2. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 9-11-1988.

3 Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada BNI Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta DN. 89/459 tgl 20-
1-1989.

4, Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il [ 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 14-12-1988.

5. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 16-11-1988.

6. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 29-12-1988.

7. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 28-2-1989 dan tgl.
19-1-1989.

8. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 28-3-1989.

9. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il [ 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 28-3-1989.

10. | Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl. April 1989.

11. | Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 5-11-1990.

12. | Bukti pembayaran keanggotaan APHI | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
RKT  1997/1998 dan  1998/1999
melalui BDN Kehutanan

13. | Slip Setoran BDN Cab. Kehutanan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
No. GW. 495970 pembayaran
keanggotaan APHI RKT 1997/1998
dan 1998/1999 dari PT. Inhutani |

14. | Surat APHI kepada Dirut. PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Inhutani | No. 192/APHI/Pusat/0499
tgl. 12-4-1999 tentang luran
Keanggotaan APHI.

E. LampiranV :
No. Nama Dokumen Jumlah Ketarngan
1 2 3 4

1. Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara | 1 (satu) lembar Fotocopy
PT. Inhutani/PT. IDEC tahun 1989

2. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight No.
05.581/0090/NPPWE tgl 31-1-1989 a.n.
PT. Idec Abadi Wood Industries Tarakan.
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3. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0092/NPPWE tgl 8-2-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

4. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0093/NPPWE tgl 8-2-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

5. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight tgl
8-2-1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

6. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0094/NPPWE tgl 6-3-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

7. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0095/NPPWE tgl 15-3-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

8. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 16-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

9. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 31-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

10. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 31-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

11. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 4-4-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

12. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 29-4-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

13. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

14. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0102/NPPWE tgl 3-5-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

15. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0103/NPPWE tgl 12-5-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

16. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0104/NPPWE tgl 9-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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17. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0107/NPPWE tgl 30-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

18. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0105/NPPWE tgl 12-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
19. | Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0106/NPPWE tgl 12-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

20. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0108/NPPWE tgl 30-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

21. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0109/NPPWE tgl 6-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

22. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0110/NPPWE tgl 18-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

23. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0111/NPPWE tgl 31-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

24. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0112/NPPWE tgl 31-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

25. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0119/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

26. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0115/NPPWE tgl 14-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

27. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0116/NPPWE tgl 14-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

28. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0117/NPPWE tgl 19-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

29. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0118/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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30. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0119/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

31. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0121/NPPWE tgl 30-10-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

32. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0120/NPPWE tgl 31-10-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

33. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0123/NPPWE tgl 6-11-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

34. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0122/NPPWE tgl 6-11-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

F. Lampiran VI
No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Rekapitulasi Setoran kepada APHI. 1 (satu) lembar Fotocopy
2. Rekapitulasi Biaya Potret Udara | 2 (dua) lembar Fotocopy
atas Hasil Ekspor Kayu Gergajian
tahun 1992
3. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/058/D/01/92 tgl
13-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

4. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/062/D/01/92 tgl
14-01-1992 dan No. TRK.
065/D/01/92 tgl 14-01-1992 atas
Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

5. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/090/D/01/92 tgl
17-01-1992 dan No.
TRK/098/D/01/92 tgl  18-01-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

6. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/133/D/01/92 tgl
24-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI
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7. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/182/D/01/92 tgl
30-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

8. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/204/D/01/92 tgl
31-01-1992 dan No.
TRK/202/D/01/92 tgl 31-01-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

9. Bukti Nota DebetBapindo Cab. Tarakan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada PT. Intrawood Tarakan No.
TRK/028/D/02/92 tgl 06-02-1992 dan
No. TRK/030/D/02/92 tgl 06-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

10. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/023/D/02/92 tgl
06-02-1992 dan No.
TRK/025/D/02/92  tgl 06-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

11. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/059/D/02/92 tgl
10-02-1992 dan No.
TRK/057/D/02/92 tgl 10-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

12. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/145/D/02/92 tgl
21-02-1992 dan No.
TRK/149/D/02/92 tgl 21-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

13. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/143/D/02/92 tgl
21-02-1992 dan No.
TRK/146/D/02/92 tgl 21-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

16. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/177/D/02/92 tgl
24-02-1992 dan No.
TRK/194/D/02/92 tgl 26-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

17. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/175/D/02/92 tgl
24-02-1992 dan No.
TRK/173/D/02/92  tgl  24-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

18. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/021/D/03/92 tgl
03-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI
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19. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/020/D/03/92 tgl
03-03-1992 dan No.
TRK/023/D/03/92 tgl 03-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

20. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/040/D/03/92 tgl
04-03-1992 dan No.
TRK/038/D/03/92 tgl 04-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

21. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/047/D/03/92 tgl
06-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

22. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood

Tarakan No. TRK/059/D/03/92 tgl

07-03-1992 dan No.

TRK/062/D/03/92 tgl  07-03-1992

atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg

transfer ke APHI

23. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/129/D/03/92 tgl
12-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

24. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/162/D/03/92 tgl
14-03-1992 dan No.
TRK/166/D/03/92 tgl 14-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

25. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/164/D/03/92 tgl
14-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

26. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/191/D/03/92 tgl
17-03-1992 dan No.
TRK/247/D/03/92 tgl 23-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

27. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/240/D/03/92 tgl
21-03-1992 dan No.
TRK/237/D/03/92 tgl 21-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

28. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/353/D/03/92 tgl
03-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

29. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/333/D/03/92 tgl
30-03-1992 dan No.
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TRK/351/D/03/92 tgl  30-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

30. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/335/D/03/92 tgl
30-03-1992 dan No.
TRK/336/D/03/92 tgl 30-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

31 Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/133/D/04/92 tgl
14-04-1992 dan No.
TRK/145/D/04/92 tgl  15-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

32. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/148/D/04/92 tgl
15-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

33. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/210/D/04/92 tgl
21-04-1992 dan No.
TRK/208/D/04/92 tgl  21-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

34. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/269/D/04/92 tgl
27-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

35. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/298/D/04/92 tgl
29-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

36. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/319/D/04/92 tgl
30-04-1992 dan No.
TRK/325/D/04/92 tgl  30-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

37. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/031/D/05/92 tgl
02-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

38. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/027/D/05/92 tgl
02-05-1992 dan No.
TRK/029/D/05/92 tgl  02-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

39. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/081/D/05/92 tgl
07-05-1992 dan No.
TRK/139/D/05/92 tgl 11-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI
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40. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/286/D/05/92 tgl
20-05-1992 dan No.
TRK/287/D/05/92 tgl 20-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

41. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/284/D/05/92 tgl
20-05-1992 dan No.
TRK/285/D/05/92 tgl 20-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

42. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/229/D/05/92 tgl
18-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

43. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/228/D/05/92 tgl
18-05-1992 dan No.
TRK/230/D/05/92 tgl  18-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

44, Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/201/D/05/92 tgl
15-05-1992 dan No.
TRK/249/D/05/92  tgl  19-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

45, Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/303/D/05/92 tgl
21-05-1992 dan No.
TRK/301/D/05/92 tgl 21-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

46. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/302/D/05/92 tgl
21-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

47. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/343/D/05/92 tgl
26-05-1992 dan No.
TRK/344/D/05/92 tgl 26-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

48. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/023/D/06/92 tgl
01-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

49. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/022/D/06/92 tgl
01-06-1992 dan No.
TRK/021/D/06/92 tgl 01-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

Hal. 34 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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50. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/164/D/06/92 tgl
12-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

51. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/108/D/06/92 tgl
08-06-1992 dan No.
TRK/109/D/06/92 tgl 08-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

52. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/220/D/06/92 tgl
16-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

53. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/226/D/06/92 tgl
16-06-1992, No. TRK/222/D/06/92
tgl 16-06-1992 dan No.
TRK/224/D/06/92 tgl  16-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

54. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/313/D/06/92 tgl
22-06-1992, No. TRK/315/D/06/92
tgl 22-06-1992 dan No.
TRK/314/D/06/92 tgl 22-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

55. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/387/D/06/92 tgl
26-06-1992, No. TRK/391/D/06/92
tgl 26-06-1992 dan No.
TRK/389/D/06/92 tgl  26-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

56. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/392/D/06/92 tgl
26-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

57. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/397/D/06/92 tgl
26-06-1992 dan No.
TRK/395/D/06/92 tgl 26-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

58. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/428/D/06/92 tgl
30-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

59. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/181/D/07/92 tgl
01-07-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

60. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/243/D/07/92 tgl

Hal. 35 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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16-07-1992 dan No.
TRK/245/D/07/92  tgl  16-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

61. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/316/D/07/92 tgl
20-07-1992 dan No.
TRK/317/D/07/92 tgl 20-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

62. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/385/D/07/92 tgl
24-07-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

63. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/492/D/07/92 tgl
31-07-1992 dan No.
TRK/493/D/07/92 tgl 31-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

64. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/430/D/07/92 tgl
29-07-1992 dan No.
TRK/429/D/07/92 tgl 291-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

65. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/494/D/07/92 tgl
31-07-1992, No. TRK/496/D/07/92
tgl 31-07-1992 dan No.
TRK/495/D/07/92 tgl 31-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

66. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/224/D/08/92 tgl
01-08-1992 dan No.
TRK/023/D/08/92 tgl 01-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

67. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/204/D/08/92 tgl
13-08-1992 dan No.
TRK/207/D/08/92 tgl  13-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

68. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/205/D/08/92 tgl
13-08-1992 dan No.
TRK/206/D/08/92 tgl  13-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

69. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/228/D/08/92 tgl
14-08-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

Hal. 36 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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70. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/274/D/08/92 tgl
18-08-1992, No. TRK/275/D/08/92
tgl 18-08-1992 dan No.
TRK/276/D/08/92 tgl  18-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

71. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/380/D/08/92 tgl
24-08-1992, No. TRK/379/D/08/92
tgl 24-08-1992 dan No.
TRK/381/D/08/92 tgl 01-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

72. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/429/D/08/92 tgl
26-08-1992, No. TRK/430/D/08/92
tgl 26-08-1992 dan No.
TRK/428/D/08/92 tgl 26-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

73. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/427/D/08/92 tgl
26-08-1992 dan No.
TRK/426/D/08/92 tgl 26-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

74. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/017/D/09/92 tgl
01-09-1992 dan No.
TRK/018/D/09/92 tgl  01-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

75. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. 1(Satu) lembar Fotocopy |ega|isir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/171/D/09/92 tgl
10-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004.0 ttg transfer ke APHI

76. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar | Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/169/D/09/92 tgl
10-09-1992 dan No.
TRK/170/D/09/92  tgl  10-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

77. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/172/D/09/92 tgl
10-09-1992, No. TRK/072/D/09/92
tgl 04-09-1992 dan No.
TRK/071/D/09/92  tgl 04-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

78. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/367/D/09/92 tgl
21-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001 ttg transfer ke APHI

Hal. 37 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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79. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/368/D/09/92 tgl
21-09-1992 dan No.
TRK/325/D/09/92 tgl  18-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001 ttg
transfer ke APHI

80. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/429/D/09/92 tgl
24-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004.0 ttg transfer ke APHI

81. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/416/D/09/92 tgl
23-09-1992 dan No.
TRK/417/D/09/92 tgl  23-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

82. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/415/D/09/92 tgl
23-09-1992 dan No.
TRK/414/D/09/92  tgl  23-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

83. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/513/D/09/92 tgl
30-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

84. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V012/D/10/92 tgl
06-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

85. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V013/D/10/92 tgl
06-10-1992 dan No.
TRK/V016/D/10/92 tgl 06-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

86. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V014/D/10/92 tgl
06-10-1992 dan No.
TRK/V015/D/10/92 tgl 06-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

87. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V033/D/10/92 tgl
10-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
88. Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V032/D/10/92 tgl
10-10-1992 dan No.
TRK/V031/D/10/92 tgl 10-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

Hal. 38 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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89. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V049/D/10/92 tgl
15-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

90. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V048/D/10/92 tgl
15-10-1992 dan No.
TRK/V047/D/10/92 tgl 15-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

91. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V073/D/10/92 tgl
23-10-1992 dan No.
TRK/V070/D/10/92 tgl 23-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

92. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V071/D/10/92 tgl
23-10-1992 dan No.
TRK/V072/D/10/92 tgl 23-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

93. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V095/D/10/92 tgl
30-10-1992 dan No.
TRK/V094/D/10/92 tgl 30-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

94. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V093/D/10/92 tgl
30-10-1992 dan No.
TRK/V092/D/10/92 tgl 30-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

95. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V009/D/11/92 tgl
07-11-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

96. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V031/D/11/92 tgl
10-11-1992 Rek. Giro No. 211-62-
0001.1 dan No. TRK/167/D/11/92
tgl  11-11-1992Rek. Giro  No.
211.31.0004.0 atas ttg transfer ke
APHI

97. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V019/D/11/92 tgl
09-11-1992 dan No.
TRK/V022/D/11/92 tgl 09-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

98. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V033/D/11/92 tgl
10-11-1992 dan No.
TRK/V032/D/11/92 tgl 10-11-1992

Hal. 39 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

99. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V017/D/11/92 tgl
09-11-1992 dan No.
TRK/V020/D/11/92 tgl 09-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

100. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V013/D/11/92 tgl
13-11-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

101. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V051/D/11/92 tgl
17-11-1992 dan No.
TRK/V052/D/11/92 tgl 17-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

102. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V059/D/11/92 tgl
19-11-1992 dan No.
TRK/V060/D/11/92 tgl 19-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

103. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V078/D/11/92 tgl
25-11-1992 dan No.
TRK/V079/D/11/92 tgl 25-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

104. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V076/D/11/92 tgl
25-11-1992 dan No.
TRK/V077/D/11/92 tgl 25-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

2) Penyitaan dari PT. Inhutani Il :

No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Surat Kabag Akutansi kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Direktur Utama tentang pembayaran
yang telah dilaksanakan PT.
Inhutani Il dalam pengadaan potret
udara di PLT dan Snk oleh APHI tgl

27-10-2000.

2. Bukti Pengeluaran Kas/Bank No. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
03030 tgl 03-03-1993

3. Nota Pemindah Bukuan kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

BDN Jakarta Gedung Manggala
Wanabhakti tgl. 03-03-1993.

4. Surat PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
Pimpinan PT. BDN Cab. Gdg Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti
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No. 0350/P/1993 tgl 26-02-1993
perihal Pengadaan Potret Udara

pada Areal PT. |Inhutani Il di
Kalimantan Selatan
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Penafsiran Potret Udara P. Luat dan
Senakin di APHI tgl Pebruari 1993
6. Surat Ketua Team Pengadaan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Barang kepada Direktur Utama PT.
Inhutani Il tgl 12-02-1993

7. Addendum Surat Perjanjian Kerja | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
antara PT. Inhutani Il dengan APHI
tentang Potret Udara.

8. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan | 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir
Potret Udara di P. Laut dan Senakin
Kalsel No. 0492/SPK/1992 tgl 02-
04-1992

9. Addendum Surat Perjanjian Kerja | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
antara PT. Inhutani Il dengan APHI
tentang Potret Udara No.
0355/SK/1993 tgl 26-02-1993.

10. Nota Pemndah Bukuan tgl 28-12- | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
1994 kepada BDN Cab. Gdg. Pusat
Kehutanan

11. Surat PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir

Pimpinan PT. BDN Cab. Gdg Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti
No. 2035/P/1994 tgl 28-12-1994
perihal Pengadaan Potret Udara

pada Areal PT. |Inhutani Il di
Kalimantan Selatan
12. Memo dari Dir. Produksi kepada Dir, | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Keuangan tgl 25-04-1994 perihal
Tagihan Dana Inventarisasi Hutan/
luran potret udara.

13. Nota Pemindah Bukuan tgl 03-06- | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
1996 kepada PT. BDN Khutanan
PT. Inhutani Il kepada APHI

14. Surat Direksi PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
PT. Bank BDN Cab. Kehutanan No.
0772/P/1996 tgl 3-06-1996 perihal
Pembayaran tahap ke \Y,
(pelunasan) Pengdaan Potret Udara
pada Areal PT. Inhutani Il di Kalsel
15. Surat Direksi PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
PT. Bank BDN Cab. Kehutanan No.
0350/P/1993 tgl 26-02-1993 perihal
Pengadaan Potret Udara pada areal
PT. Inhutani Il di Kalsel

16. Nota Pemindah bukuan kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Bank BDN Gedung Pudat
Kehutanan tanggal 28-12-1994

17. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6869/NPPWE tgl 24-11-
1989

18. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6993/NPPWE tgl 28-12-
1989

19. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6994/NPPWE tgl 28-12-
1989
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20. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/7050/NPPWE tgl 04-01-
1990

21. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/7051/NPPWE tgl 05-01-

1990

22. luran APHI Tahun 1988 s/d 1992 | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kantor Unit Usaha Kalsel tgl 17-02-
1993

23. Hasil Rekapitulasi APHI dengan PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Inhutani Il Tahun 1988/1989 s/d
1992

24. luran Wajib BPB : ISA PT. Inhutani | 10 (sepuluh) lembar | Fotocopy
Il tgl 03-01-1989 s/d 29-06-1993
25. Surat Kuasa Pemotongan luran | 2 (dua) lembar Fotocopy
Wajib Untuk Beaya Investarisasi
dan Pembinaan Hutan No.
1611/P/1988 tanggal 2 Nopember
1988.

3). Penyitaan dari Angga Adi Prabawa :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Bukti penerimaan APHI No. 1.14-| 01 lembar Copy

10.1301 tanggal 04 Oktober 2001
sebesar Rp.1.300.000.000,- untuk
pengembalian pinjaman sementara.
2. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 75,000 untuk pengembalian
sebagian pokok pinjaman PT. BPP
(thp 2), yang ditandatangani oleh Evi
S. Said, SE.

3. Kwitansi tanggal 09 Oktober 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 150,000 untuk pengembalian
sebagian pokok pinjaman PT. BPP,
yang ditandatangani oleh Evi S.
Said, SE.

4. Kwitansi tanggal 31 Oktober 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 9,500 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai

surat APHI No.758A/Keu-
APHI/Pusat/1101 yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
5. Kwitansi tanggal 26 Juli 2001 | 01 lembar Copy

tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 6,600 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. Bangun
Prajanusa Persada sesuai surat
APHI  No.483/Keu-APHI/Pusat/0701
yang ditandatangani oleh Evi S.
Said, SE.
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6. Kwitansi tanggal 31 Agustus 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 6,808,33 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat APHI No.564/Keu-
APHI/Pusat/0801 yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.

7. Kwitansi tanggal 05 Oktober 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 13,450 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat APHI No.683/Keu-
APHI/Pusat/0901 dan No.709A/Keu-
APHI/Pusat/1001, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
8. Kwitansi tanggal 26 Pebruari 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 8,045,83 untuk pembayaran
bunga pinjaman tahap | untuk
periode Pebruari 2002-Maret 2002
sebesar US$ 5,441.67 dan bunga
pinjaman tahap Il untuk periode
Januari 2002-Pebruari 2002 sebesar
US$ 2,604.17, yang ditandatangani
oleh Evi S. Said, SE.

9. Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2003 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 18,010.42 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat tagihan APHI No.985/Keu-
APHI/Pusat/1202 dan No.030A/Keu-
APHI/Pusat/0103, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.

10. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 10,104.17 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat tagihan APHI No.907A/Keu-

APHI/Pusat/1002, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
11. Akta Pendirian Perseroan Terbatas | 17 lembar Copy

PT. Bangun Prajanusa Persada No.
11 tanggal 9 Juni 1997, Notaris Ny.
Asmara Noer, SH di Jakarta.

12. Akta Risalah Rapat PT. Bangun | 05 lembar Copy
Prajanusa Persada No. 106 tanggal
27 April 2001 (Salinan), Notaris H.M.
Afdal Gazali, SH di Jakarta.

13. Akta Berita Acara Rapat (PT. Wana | 06 lembar Copy
Rimba Kencana) No. 4 tanggal 11
September 2003, Notaris Herlina
Pakpahan, SH di Jakarta.

4). Penyitaan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta

Barat :

Hal. 43 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KET
1 2 3 4
1. Buku Tanah HM. No. 435/Jembatan | 01 eksemplar Asli

Lima, luas 2.957 M2, surat ukur No.
49/2000 tanggal 16-10-2000 terletak
di Jalan Sawah Lio IV Kelurahan
Jembatan Lima Kecamatan Tambora
Wilayah Jakarta Barat atas nama :
Drs. Pradono Dirdjo Pranoto

2. Buku Tanah HM. No. 436/Jembatan | 01 eksemplar Asli
Lima, luas 4.094 M2 (telah dipisah
menjadi 19 sertifikat), surat ukur
tanggal 16-10-2000 No. 48/2000
dengan pemecahan sebagai berikut :

1. HM. 585/Jembatan Lima, luas 51 | 01 eksemplar Asli
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto.

2. HM. 586/Jembatan Lima, luas 119 | 01 eksemplar Asli

M2 diterbitkan tanggal 06-10-2003

a.n. Drs. Pradono Dirdjo Pranoto.

- Pada tanggal 28-05-2004 dibalik | 01 eksemplar Asli
nama Ny. Merie Hie (Merry Hie)
berdasarkan Akte Jual Beli
PPAT Linggo Darsono, SH tgl
13-5-2004 No. 57/2004.

- HM No. 577/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003 a.n.
Pradono Dirdjo Pranoto padatgl
28-5-2004, dibalik nama kepada
Ny. Mery Hie (Merry Hie)
berdasarkan Akte Jual Beli
PPAT Linggo Darsono, SH tgl
13-5-2004 No. 56/2004..

- HM. 578/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 80
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 579/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 41
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 580/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 43
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 581/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 90
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 582/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 44
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 583/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 49
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 584/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 46
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 587/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 72
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..
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- HM. 585/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 32
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 589/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 34
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 590/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 26
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 591/Jembatan Lima | 01 eksefmlplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 19
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 592/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 19
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 593/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 61
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 594/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 71
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 595/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 44
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

3. HM. 512/Jembatan Lima, luas 1.990 | 01 eksemplar Asli

M2 a.n. Hermanto.

5). Penyitaan dari Dadang Sukandar :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Surat Perjanjian Hutang Piutang | 02 lembar Asli

antara H. Dadang Sukandar (Pihak
Pertama) dengan M. Zein P.
Hutagaol (Pihak Kedua) tanggal 9
April 1999.

2. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah tanggal 6
Desember 1999 sebesar
Rp.1.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 1).

3. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah tanggal 7
Desember 1999 sebesar
Rp.2.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 2).

Hal. 45 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi tanda terima uang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 10
Desember 1999 sebesar
Rp.2.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 3).

5. Kwitansi tanda terima uang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 13
Desember 1999 sebesar
Rp.1.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 4).

6. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 20
Desember 1999 sebesar
Rp.2.100.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 5).

7. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 22
Desember 1999 sebesar
Rp.2.300.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 6).

6). Penyitaan dari Muhammad Zain Parluhutan Hutagaol :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Surat Perjanjian Hutang Piutang | 02 lembar Asli

antara H. Dadang Sukandar (Pihak
Pertama) dengan M. Zein P.
Hutagaol (Pihak Kedua) tanggal 9
April 1999.

2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar tanggal 20
November 1999.

3; Kwitansi tanda terima uang dari M. | 01 lembar Asli
Zein P. Hutagaol tanggal 20 April
1999 sebesar Rp.5.000.000.000,-
yang diterima oleh Dadang
Sukandar.

4. Kwitansi tanda terima uang dari M. | 01 lembar Asli
Zein P. Hutagaol tanggal 27 April
1999 sebesar Rp.5.000.000.000,-
yang diterima oleh Dadang
Sukandar.

7). Penyitaan dari Tonny Sukanta :
1. Kwitansitanggal 22 Nopember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- untuk sumbangan

pembangunan Mesjid, yang ditandatangani Tonny Sukanta.
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2. Kwitansi tanggal 9 Desember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.125.000.000,- untuk sumbangan

pembangunan Mesjid Al-Hidayah, yang ditandatangani Tonny Sukanta.

3. Kwitansitanggal 28 Desember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,- untuk sumbangan
pembangunan Mesjid, yang ditandatangani Tonny Sukanta.

8. Penyitaan dari Departemen Kehutanan (Drs. Akmal Hasan, Msi) :

1. 1 (satu) lembar copy surat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia kepada
Ir. Soebagjo Hadisepoetro No. 231/APHI/Pusat/0798 tanggal 01 Juli 1998
perihal Laporan Progres Pekerjaan Pemotretan Udara, Pemetaan
Vegetasi, Pemetaan Garis Bentuk, Pembuatan Uncontrolled Mosaic dan
Pemeriksaan Lapangan Areal Hak Pengusahaan Hutan vyang
ditandatangani oleh A. Tjipto Wignjoprajitno selaku Ketua Eksekutif APHI
beserta 18 (delapan belas) lembar lampirannya ..

2. 1 (satu) lembar copy surat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesiakepada
Ir. Rodjai (Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan
Perkebunan) No. 463/APHI/Pusat/0699 tanggal 25 Juni 1999 perihal
Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemotretan Udara, Pembuatan Mosaic,
Pemetaan Garis Bentuk, Pemetaan Vegetasi dan Pemeriksaan Lapangan
Areal Hak Pengusahaan Hutan yang ditandatangani oleh Ir. Hendro
Prastowo selaku Sekretaris Jenderal APHI beserta 12 (dua belas) lembar

lampirannya.

9). Penyitaan dari Djoko Sumarno:
1. Kwitansi tanggal 5 Juli 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- bantuan untuk
renovasi mesjid, yang ditandatangani Djoko Sumarno.

2. Kwitansi tanggal 2 Agustus 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- bantuan untuk
renovasi mesjid, yang ditandatangani Djoko Sumarno.

10). Penyitaan dariADDAM :

1. Kwitansi tanggal 23 Agustus 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan mesjid yang ditandatangani Addam.

2. Kwitansi tanggal 29 September 1999 tentang Penerimaan dana

Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,00
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untuk sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani oleh
Addam.

3.  Kwitansi tanggal 28 Desember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandangani Addam.

11). Penyitaan dari DJuandi :

1. Kwitansi tanggal 4 Oktober 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani Djuandi.

2. Kwitansi tanggal 08 Nopember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.125.000.000,00
untuk sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani
Djuandi.

3. Kwitansi tanggal 22 Desember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.50.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani Djuandi.

12). Penyitaan dari Drs. Sudradjat Djaya Pertjunda :

1.  Asli Surat Perjanjian pemberian dana untuk kegiatan Sosial dalam
rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dari Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) sebesar Rp.4.000.000.000,00
(empat milyar rupiah) tanggal 6 Januari 2000.

2. Asli Surat Pembatalan Pasal 4 Surat Perjanjian tanggal 6 Januari
2000.
3. Asli Surat Pembatalan perjanjian tanggal 6 Maret 2000 untuk
mengembalikan dana abadi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah) tanggal 6 Maret 2000.
13). Penyitaan dari FARIED AMIR :

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir

Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0036986 tanggal 26-06 — 1996.

2. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
No0.0036957 tanggal 18-06 — 1996
dan No. 003974 tanggal2l- 06—
1996.

3. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
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No0.0036954 tanggal 14— 06-1996
dan No. 0036955 tanggal 14— 06-
1996.

4. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038306 tanggal 17-08-1996 dan
No.0037653 tanggal 01-07-1996.

5. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038296 tanggal 26-08-1996 dan
No. 0038273 tanggal 20-08-1996.
6. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038206 tanggal 02-08-1996 dan
No. 0038232 tanggal 09-08-1996.
7. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
No.0038204 tanggal 02-08-1996
dan No. 0038205 tangga 02-08-
1996.

8. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0037716 tanggal 18-07-1996 dan
No. 0037714 tanggal 17-07-1996.
9. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038331 tanggal 30-08-1996 dan
No. 0038474 tanggal 20-08-1996
10 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0041011 tanggal 28-12-1996

11 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0040957 tanggal 13-12-1996 dan
No. 0041010 Tanggal 28-12-1996.
12 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0040940 tanggal 06-12-1996 dan
No. 0040951 tanggal 11-12-1996.
13 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0040934 tanggal 04-12-1996 dan
0040935tnaggal 04-12-1996

14 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0042033 tanggal 05-05-1997 dan
No. 0042079 tanggal 26-02-1997.
15 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0041938 tanggal 25-01-1997 dan
No. 0041955 tanggal 30-januari
1997.
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16 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
No0.0041872 tanggal 07-01-1997
dan No. 0041931 tanggal 23-01-
1997.

17 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0049113 tanggal 14-12-1997 dan
N0.0043256 tanggal 11-04-1997.
18 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0042490 tanggal 05-03-1997 dan
No0.0042583 tanggal 21-03-1997.
19 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0043311 tanggal 23-04-1997 dan
No. 0043264 tanggal 29-04-1997.
20 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0047632tanggal 08-10-1997 dan
No0.0047618 tanggal 30-09-1997.
21 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0047351 tanggal 10-09-1997 dan
No. 0048038 tanggal 17-10-1997.
22 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0050462 tanggall3-01-1998.

23 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0050890 tanggal 18-05-1998 dan
No. 0050885 tanggal 20-04-1998.

14). Penyitaan dari NANA SUPARNA:

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6011 tanggal 26-01-
1995 kepada Rekg APHI No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,738.96.
2. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6026 tanggal 03-03-
1995kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,913.78.
3. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6045 tanggal 13-02-
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1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,199.77.
4. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6049 tanggal 20-02-
1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

5,659.72.
5. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6052 tanggal 22-02-
1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,999.62.
6. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6080 tanggal 09-
03-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,208.56.
7. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6093 tanggal 20-
03-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,600.41
8. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6109 tanggal 28-
03-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah

USD2,035.75.
9. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6120 tanggal 03-
04-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,339.20.
10 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6144 tanggal 20-
04-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,111.83.
11 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7386 tanggal 20-
02-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,099.39.
12 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7402 tanggal  25-
02-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah

USD1,598.34.
13 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7403 tanggal 25-
02-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,7399947.
14 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7406  tanggal 27-
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02-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,90.69.
15 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7419 tanggal 04-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,598.34.
16 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7428 tanggal 06-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,499.28.
17 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7448 tanggal 20-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,399.54.
18 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7460 tanggal 24-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

3,765.68.
19 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7465 tanggal 27-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,999.62.
20 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7481 tanggal 03-
04-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,520.88.
21 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7493  tanggal 10-
04-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,488.14.
22 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7907 tanggal 18-
09-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,400.43.
23 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7997 tanggal 13-
10-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,499.55.
24 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8014 tanggal 16-
10-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

4,982.10.
25 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8015 tanggal 16-
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10-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,492.78.
26 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8046 tanggal 04-
11-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah
USD4,138.20.

27 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar
Umum BBD No.
057/20/094/89/8045 tanggal 04-
11-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

Fotocopy Legalisir

3,959.96.

28 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.
057/20/094/89/8103  tanggal 02-

12-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,307.64.

29 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.
057/20/094/89/8142 tanggal 24-

12-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,503.02.

30 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.
057/20/094/89/8140 tanggal 24-

12-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

602.06.

31 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.
057/20/094/89/8163 tanggal 07-

01-1998 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD
1,204.11.

32 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar
Umum BBD No.
057/20/094/89/8169 tanggal 09-
01-1998 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD
1,999.86.

Fotocopy Legalisir

15). Penyitaan dari IrIMAM HERMAIN AZIZ :

No. | Jenis Dokumen Jumlah BESARNYA Keterangan
(US$)

1. 05889.4400.094 APHI 12.255.67 Foto Copy Legalisir
14-10-1992 (0940014-04022)

2. 05889.4578.094 APHI 3.745,20 Foto Copy Legalisir
28-12-1992 (0940014-04022)

3. 05889.4433.094 APHI 4.017,14 Foto Copy Legalisir
23-10-1992 (0940014-04022)

4. 05889.4471.094 APHI 2.334,48 Foto Copy Legalisir
11-11-1992 (0940014-04022)

5. 05889.4457.094 APHI 3.251,64 Foto Copy Legalisir
11-11-1992 (0940014-04022)

6. 05889.4495.094 APHI 2.786,40 Foto Copy Legalisir
10-11-1992 (0940014-04022)

7. 05889.4531.094 APHI 6.027,52 Foto Copy Legalisir
20-11-1992 (0940014-04022)
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8. 05889.4565.094 APHI 2.703,65 Foto Copy Legalisir
28-11-1992 (0940014-04022)

9. 05889.4550.094 APHI 8.785,70 Foto Copy Legalisir
26-11-1992 (0940014-04022)

10 | 05889.4433.094 APHI 5.488,97 Foto Copy Legalisir
11-12-1992 (0940014-04022)

16). Penyitaan dari KONSTAN :

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Memo dari Ir. Adiwarsita Adinegoro (Ketua | 01 lembar Copy

Umum APHI) kepada Zain Mansyhur tanggal 25
Pebruari 1999 “Mohon siapakan dana sebesar
Rp. 725.000.000,- untuk bantuan ke DPRD-
berupa mobil

2. Bilyet giro PT. Bank Dagang Negara (Persero) | 01 lembar Copy
Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No.GW.
492026 tanggal 25 Pebruari 1999 sebesar Rp.
725.00.00,- yang ditandatangani oleh
Ir. Adiwarsita Adinegoro dan H. Zain Mansyhur.

3. Kwitansi tanda terima dari APHI tanggal 25 | 01 lembar Copy
Pebruari 1999 yang ditandatangani oleh H. Zain
Mansyhur sebesar Rp. 725.000.000,- sebagai
uang muka untuk pembelian mobil untuk DPR.
4. Bukti pengeluaran APHI tanggal 01 Maret 1999 | 01 lembar Copy
denga sesuain dengan Bilyet giro No. GW.
492026 sebesar Rp. 725.000.000,- dengan
penjelasan sebagai Bantuan mobil untuk DPR

5. Surat Perjanjian Kerja No. | 02 lembar Copy
055A/APHI/Pusat/0200 tanggal 21Pebruari 2000
antara Ir. Adiwarsita Adinegoro ( ketua umum
APHI ) sebagai Pihak Pertama dengan Dr.Ir.T.
Likman Aziz,MSc (Kepala Laboratorium
Pengolahan Citra dan Sistem Informasi Spasial
ITB ) sebagai Pihak kedua untuk melakukan
Photo Udara hasil pekerjaan PT. Mapindo
Parama.

6. Anggaran Biaya Pemeriksaan Photo Udara [ 01 lembar Copy
Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dibuat
oleh Laboratorium Penolahan Citra dan Sistem
Informasi Speksial Institut Teknologi Bandung
serta ditandatangani oleh Dr.Ir.T. Lukman Aziz,
MSc.

7. Surat dari Dr. Bobby Santoso D kepada Ir. | 01 lembar Copy
Adirwasita Adinegoro ( ketua APHI ) tanggal 21
Mei 2000 tentang usulan tahapan pembayaran
Invoice jasa pemeriksaan data Photo Udara dan
Pemetaan Hutan Lindung.

8. Syrat yang ditandatangani oleh Ir.Bobby Santoso | 02 lembar Copy
D ( Prajak Manager ) dan Enrico Clerici (
Tekhnical Consultant ) kepada Mr. Adiwarsito
Adinegoro ( Presiden of Association of
Indonesian Forest Concession Holders ) tanggal
14 Juni 2000 perihal Asssment of mamping work
of PT. Mapindo Parama.

9. Tanda terima uang dari APHI sejumlah US$ | 01 lembar Copy
1,474,726.00 tanggal 18 Desember 2000 yang
dtandatangani oleh Dr.Ir. Lukman Aziz, MSc
untuk biaya pemeriksaan photo udara hutan
produksi dan hutan lindung sesuai dengan
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perjanjian kerja dengan Laboratorium dengan
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI )
tanggal 21 Pebruari 2000

10 Purchase Record Travellers Chaques tanggal 25 | 01 lembar Copy
September 2000 sebedar USD 290,000.00 tujuan
9194414 9 999 |, BANK MANDIRI HO
OPERATIONAL - REMTTANCE, 9 th FL.
MANDIRI.  JL.JEND.GATOT SUBROTO, KAV .
36-38 JAKARTA INDONESIA 12190, oleh
Purchaser name APHI.

11 Citicorp Purchase Agreement Traveler Cheque | 01 Copy
sebesar USD 190,000.00 dengan tujuan : SOLD
BY : PT. BANK MANDIRI (PERSERO),PLASA
MANDIRI 9 ™ FLOOR, JL.END.GATOT | lembar
SUBROTO KAV . 36- 38 JAKARTA
12190,972985 Oleh Purchaser ‘ name: APHI
Jakarta Indonesia

12 Citicorp Purchase Agreement Traveler Cheque | 01 lembar Copy
sebesar USD 194,000.00 dengan tujuan : SOLD
BY : PT. BANK MANDIRI (PERSERO),PLASA
MANDIRI 9 th FLOOR, JL.END.GATOT
SUBROTO KAV . 36- 38 JAKARTA
12190,972985 Oleh Purchaser ‘ name: APHI
Jakarta Indonesia

13 Nota Pembelian / Penjualan Valuta Asing tanggal | 01 lembar Copy
29 Sebtember 2000 sebesar USD 26,22 (Rp.
229.450,-) dari APHI .

17.1). Penyitaan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) :

A. Lampiran | :

No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1. Ledger APHI Tahun 1999 01 buku Asli

2. Ledger APHI Tahun 2000 01 buku Asli

3. Ledger APHI Tahun 2001 01 buku Asli

4. Ledger APHI Tahun 2002 01 buku Asli

5. Ledger APHI Tahun 2003 01 buku Asli

6. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-03.10001 tanggal | 01 lembar Asli
29 Maret 2001 tentang Pengeluaran cek
No.CL.501769.

7. Memo Ir. Adiwarsita Adinegoro tanggal 28 Maret | 01 lembar Asli
2001 kepada Kasir untuk menyiapkan dana
sebesar Rp.500.000.000,- sebagai biaya
pengembangan.

8. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-05.6902 tanggal | 01 lembar Asli
29 Mei 2002 untuk pengeluaran cek
No.CR.348311 tentang Kado pernikahan

9. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.8302 tanggal | 01 lembar Asli
20Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek No.
CN.308179 tentang Permohonan biaya
keringanan pajak sebesar Rp.800.000.000,-
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10. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.7302 tanggal [ 01 lembar Asli
25 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308180 tentang Biaya keringanan pajak
sebesar Rp.1.300.000.000, -

11. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.0702 tanggal | 01 lembar Asli
01 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.307000 tentang Beban pengurusan pajak
sebesar Rp.1.700.000.000,-

12 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.0502 tanggal 01 lembar Asli
01 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308151 tentang Beban pengurusan pajak
sebesar Rp.300.000.000,-

13 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.5302 tanggal | 01 lembar Asli
18 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308174 tentang Biaya pengurusan SKB
Menteri sebesar Rp.525.000.000, -

14 | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro (mengetahui [ 01 lembar Asli
Yusran Sharif/M.Zain) kepada Yusran Sharif dan
Zain Masyhur tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar
Rp.525.000.000,0 untuk pengurusan SKB 2
Menteri menjadi Keppres No. 1132/KPTS-I1/2001
dan 292/MPP/Kep/10/2001.

15. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.131-06.0402 tanggal | 01 lembar Asli
07 Juni 2002 untuk pengeluaran cek CH.878180
tentang Biaya kasasi potret udara sebesar
Rp.100.000.000,-

16 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar | 01 lembar Asli
Rp.100.000.000,- tanggal Juni 2002 yang
ditandatangani Robert Sianturi.

17 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-05.6002 tanggal | O1 lembar Asli
27 Mei 2002 untuk pengeluaran cek CR.348312
tentang Pertisipasi APHI dalam Rakernas |l
Apkasi tanggal 29-30 Mei 2002 sebesar
Rp.105.000.000,-

18 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar [ 01 lembar Asli
Rp.105.000.000,- tanggal 27 Mei 2002 untuk
pembayaran sponsorship Rakernas Il Apkasi 29-
30 Mei 2000.

19 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.4902 tanggal | 01 lembar Asli
15 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308163 tentang Bantuan beli mobil dalam
rangka meningkatkan keamanan Jakarta sebesar
Rp.675.000.000,-

20 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar | 01 lembar Asli
Rp.675.000.000,- tanggal 14 Pebruari 2002 untuk
bantuan pembelian kendaraan dalam rangka
meningkatkan keamanan Jakarta, yang
ditandatangani Ir. Zulkarnaen.

21 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro (mengetahui [ 01 lembar Copy
Yusran Sharif) kepada Yusran Sharif tanggal 13
Pebruari 2002 untuk membantu keamanan
Jakarta sebesar Rp.675.000.000, -

22 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.7501 tanggal | 01 lembar Asli
30 Januari 2001 untuk pengeluaran cek
CH.878560 tentang untuk entertain sebesar
Rp.300.000.000, -
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23 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 30 Januari 2001 untuk entertain sebesar
Rp.300.000.000.-

24 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-12.9400 tanggal | 01 lembar Asli
18 Desember 2000 untuk pengeluaran cek
GF.342135 untuk sumbangan sebesar
Rp.35.000.000,-

25 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 15 Desember 2000 untuk sumbangan
RSUD Pelabuhan Ratu Sukabumi sebesar
Rp.35.000.000,-

26 | Formulir Transfer Bank Mandiri dari APHI kepada | 01 lembar Asli
Yayasan Putra Harapan Bangsa sebesar
Rp.35.000.000,- tanggal 18 Desember 2000.

27 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada kasir | 01 lembar Asli
tanggal 09 Oktober 2000 untuk sumbangan
pembuatan RSUD Pelabuhan Ratu sebesar
Rp.75.000.000,-

28 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-10.3200 tanggal | 01 lembar Asli
11 Oktober 2000 untuk pengeluaran cek
CF.090467 tentang sumbangan sebesar
Rp.75.000.000,-

29 | Formulir Transfer Bank Mandiri dari APHI kepada | 01 lembar Asli
Yayasan Putra Harapan Bangsa sebesar
Rp.75.000.000,- tanggal 11 Oktober 2000.

30 | Tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- dari | 01 lembar Asli
APHI kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa
Pelabuhan Ratu tanggal 15 Oktober 2000.

31 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-09.1200 tanggal | 01 lembar Asli
05 September 2000 untuk pengeluaran cek
GB.109356 tentang bantuan renovasi Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelabuhan Ratu
sebesar Rp.325.000.000,-

32 [ Tanda terima uang sebesar Rp.325.000.000,- dari | 01 lembar Asli
APHI untuk bantuan pembangunan RSUD
Pelabuhan Ratu, Sukabumi tanggal 07 September
2000 yang ditandatangani Lili Suhaeli.

33 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.0200 tanggal | 01 lembar Asli
09 Juni 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.801632 tentang bantuan pembangunan
gedung SLB sebesar Rp.15.000.000,-

34 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 02 Juni 2000 untuk bantuan
pembangunan gedung SLB sebesar
Rp..15.000.000, -

35 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir [ 01 lembar Copy
tanggal 24 Juli 2000 untuk pembangunan gedung
SLB sebesar Rp.265.000.000,-

36 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-07.7100 tanggal | 01 lembar Asli
28 Juli 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.803208 tentang bantuan pembangunan
gedung SLB sebesar Rp.265.000.000, -
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37. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-08.2399 tanggal | 01 lembar Asli
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No. CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN sebesar Rp.125.000.000, -

38 [ Memo H. Zain Masyhur kepada Evi tanggal 18 | 01 lembar Asli
Agustus 1999 sebesar Rp.250.000.000, -

39 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-08.2399 tanggal | 01 lembar Copy
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No.CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN masing-masing cek sebesar
Rp.125.000.000,- total Rp.250.000.000,-

40 | Tanda terima uang dari APHI kepada HKSN | 01 lembar Asli
No.016/HKSN/99 tanggal 18 Agustus 1999 untuk
sumbangan dana social sebesar
Rp.125.000.000,-

41 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-08.3299 tanggal | 01 lembar Asli
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No. CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN sebesar Rp.125.000.000, -

42 | Tanda terima uang dari APHI kepada Ketua | 01 lembar Asli
Umum HKSN No.017/HKSN/99 tanggal 18
Agustus 1999 untuk sumbangan dana sosial
sebesar Rp.125.000.000,-

43 | Memo H. Zain Masyhur kepada Kasir tanggal 21 | 01 lembar Asli
September 2000 untuk hadiah pernikahan
sebesar Rp.75.000.000,-

44 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-09.6500 tanggal | 01 lembar Asli
20 September 2000 untuk pengeluaran cek No.
CF.090454 tentang hadiah pernikahan Feni Riani
Rizal dengan Andie Purwanto Adinegoro sebesar
Rp.75.000.000,-

45 | Memo kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro tanggal 4 | 01 lembar Asli
Juli 2002 untuk pengeluaran dana sebesar
Rp.5.000.000,- sebagai kado ulang tahun Bapak
Dehen Binti ke-70

46 | Kwitansi tanda terima dari APHI tanggal 5 Juli | 01 lembar Asli
2002 sebesar Rp.5.000.000,- untuk kado ultah Bp.
Dehen Binti.

47 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.2402 tanggal | 01 lembar Asli
11 Juni 2002 untuk pengeluaran cek No.
CR.349413 tentang kado pernikahan putri Bp. ES.
Lestuny sebesar Rp.15.000.000,-

48 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.10802 tanggal | 01 lembar Asli
31 Januari 2002 untuk pengeluaran cek No.
CA.306992 tentang penggantian service
kendaraan  Ketua ~Umum  APHI  sebesar
Rp.12.682.000,-

49 | Bukti rincian pembayaran/faktur service mobil | 01 lembar Asli
(King) No0.1025 tanggal 21 Januari 2002 sebesar
Rp.12.682.000,-
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50 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-04.2399 tanggal | 01 lembar Asli
8 April 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.716981 tentang bantuan HKSN sebesar
Rp.60.000.000,-

51 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.5199 tanggal | 01 lembar Asli
30 Juni 1999 untuk pengeluaran cek No.
GW.497367 tentang sumbangan kegiatan social
HKSN sebesar Rp.60.000.000,-

52 | Tanda terima No0.0182/VI/99 tanggal 21 Juni 1999 | 01 lembar Asli
dari APHI kepada Ketua Umum HKSN sebesar
Rp.60.000.000,-

53 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0699 tanggal | 01 lembar Asli
Desember 1998 untuk pengeluaran cek No.
GW.492001 tentang partisipasi kegiatan social di
seluruh Indonesia sebesar Rp.50.000.000, -

54 | Disposisipengeluaran keuangantanggal 28 Desember | 01 lembar Asli
1998 untuk partisipasi APHI dalam kegiatan sosial di
seluruh Indonesia sebesar Rp.50.000.000,-

55 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-11.0999 tanggal | 01 lembar Asli
2 Nopember 1999 untuk pengeluaran cek No.
GW.500104 tentang sumbangan dana
HKSN/malam dana di Hotel Mulia tanggal 12
Oktober 1999 sebesar Rp.200.000.000,-

56 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Evi | 01 lembar Asli
tanggal 25 Oktober 1999 sebesar
Rp.200.000.000,-

57 | Tanda terima No.013/HKSN/99 dari APHI uang | 01 lembar Asli
sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal 19 Oktober
1999, yang diterima Ketua Umum HKSN.

58 | Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 20 | 01 lembar Asli
Desember 2000 dari APHI sebesar
Rp.500.000.000,-

59 [ Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi | 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal 4
Oktober 2001 perihal permohonan pencairan
pinjaman.

60 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Bagian | 01 lembar Copy
Keuangan tanggal 4 Maret 2002.

61 [ Bukti pengeluaran No. Reff.3.JU-03.0101 tanggal | 01 lembar Asli
25 Maret 2002 dibayarkan kepada M.Z. P.
Hutagaol tentang pinjaman sementara sebesar
Rp.2.000.000.000,-

62 | Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi | 01 lembar Asli
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal
15 Agustus 2001 sebesar Rp.2.500.000.000, -

63 | Memo Zain Masyhur (mengetahui Ir. Adi Warsita | 01 lembar Asli
Adinegoro) kepada Bagian Keuangan tanggal 22
Agustus 2001 untuk menyiapkan dana sebesar
Rp.2.500.000.000,-
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64 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-08.8401 tanggal | 01 lembar Asli
24 Agustus 2001 tentang pinjaman sementara
sebesar Rp.2.500.000.000,-

65 [ Memo H. Zain Masyhur (menyetujui) kepada | 01 lembar Copy
Bagian Keuangan tanggal 5 Desember 2000
untuk menyiapkan dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-

66 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-12.4500 tanggal | 01 lembar Asli
07 Desember 2000 untuk dibayarkan kepada M.
Z.P. Hutagaol tentang pinjaman sementara
sebesar Rp.1.000.000.000,-

67 [ Memo H. Zain Masyhur (menyetujui Ir. Adi | 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro) kepada Bagian Keuangan
tanggal 23 Mei 2000 untuk menyiapkan dana
sebesar Rp.1.500.000.000,-

68 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-03.0800 tanggal | 01 lembar Asli
24 Mei 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.193512 untuk dibayarkan kepada M.Z. P.
Hutagaol tentang pinjaman sementara sebesar
Rp.1.500.000.000,-

69 | Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi [ 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal
20 Desember 1999, perihal permohonan
pencairan pinjaman.

70 | Memo dari H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. | 01 lembar Copy
A.Fattah DS, menyetujui Ir. Adi Warsita
Adinegoro) kepada Bagian Keuangan tanggal 18
Januari 2000 untuk menyiapkan dana
Rp.250.000.000,-

71 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.2600 tanggal | 01 lembar Asli
20 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500146 dibayarkan kepada M.Z.P. Hutagaol
tentang pinjaman sebesar Rp.250.000.000,-

72 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 6 Januari 2000 untuk
menyiapkan dana Rp.500.000.000,-

73 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1800 tanggal | 01 lembar Asli
07 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500150 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.500.000.000,-

74 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 6 Januari 2000 untuk
menyiapkan dana Rp.500.000.000,-

75 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1500 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500148 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pinjaman sebesar
Rp.500.000.000,-

76 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 5 Januari 2000.
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77 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1400 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GE.225764 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pinjaman sebesar
Rp.250.000.000, -

78 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 5 Januari 2000.

79 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1300 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500147 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.250.000.000,-

80 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 3 Januari 2000.

81 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0700 tanggal | 01 lembar Asli
05 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500149 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.750.000.000,-

81 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 3 Januari 2000.

82 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0600 tanggal | 01 lembar Asli
05 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.225765 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.250.000.000,-

83 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui/menyetujui [ 01 lembar Copy
Ir.  Adi Warsita Adinegoro) kepada Bagian
Keuangan tanggal 12 April 1999 untuk
menyiapkan dana sebesar US$ 100,000.

84 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0199 tanggal | 01 lembar Asli
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar Rp.865.000.000, -

84 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0799 tanggal | 01 lembar Copy
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar US$ 100,000

85 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui/menyetujui [ 01 lembar Copy
Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada Bagian
Keuangan tanggal 12 April 1999 untuk
menyiapkan dana sebesar US$ 100,000.

86 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0799 tanggal | 01 lembar Asli
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar US$ 100,000

87 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Drs. Yusran | 04 lembar Asli
Sharif, menyetujui Ir.Adi Warsita Adinegoro dan Ir.
A. Fattah DS) kepada Ketua umum tanggal 28
April 1999 perihal permohonan perubahan
anggaran tahun 1999.
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B. Lampiran 1l :

URAIAN DOKUMEN

JUMLAH

KET

2

3

4

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.16.04.0799 tgl
14-4-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar US $ 100.000

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.16.04.0199 tgl
14-4-1999 kepada Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 865.000.000,-

Memo tgl 12-04-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Advis Transaksi Valuta Asing BDN tgl 15-4-
1999 sebesar US $ 100.000

Kwitansi tgl 13-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar US $ 100.000

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.10.7899 tgl
11-10-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 498443 tgl. 11-10-1999
Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 08-10-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 11-10-1999 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000, -
Surat tgl 6-10-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.04.4499A tgl
29-04-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
5.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496004 tgl. 29-4-1999 Rp.
5.000.000.000,-

Memo tgl 26-4-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 29-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Surat tgl 23-4-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.04.4499 tgl
22-04-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
5.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496003 tgl. 22-4-1999 Rp.
5.000.000.000,-

Memo tgl 15-4-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 22-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Surat tgl 12-4-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.1599 tgl
09-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496028 tgl. 07-06-1999
Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 7-6-1999 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli
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Kwitansi tgl 9-6-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 3-6-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.0299 tgl
01-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496027 tgl. 31-05-1999
Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 27-6-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 30-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.10.12899 tgl
25-10-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 20-10-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 25-10-1999 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000, -
Surat tgl 6-10-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli

Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.05.5299 tgl
26-6-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 496022 tgl. 24-5-1999 Rp.
2.500.000.000,-

Memo tgl 21-5-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 26-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.05.3199 tgl
18-5-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 496025 tgl. 17-5-1999 Rp.
2.500.000.000,-

Memo tgl 14-5-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 14-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.1599 tgl
09-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496028 tgl. 07-06-1999
Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 7-6-1999 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 9-6-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 3-6-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli
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kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

10.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0600 tgl
05-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225765 tgl. 3-1-2000 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 3-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

11.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0700 tgl
05-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
750.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500149 tgl. Jan 2000 Rp.
750.000.000,-

Memo tgl 3-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 750.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

12.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1300 tgl
06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 225765 tgl. Des 1999 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

13.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1400 tgl
06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 287864gl. Des 1999 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy

14.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1500 tgl
06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500148 tgl. Des 1999 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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15.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1800 tgl
07-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500150 tgl. Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 6-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

16.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2600 tgl
20-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500146 tgl. Jan 2000 Rp.
250.000.000, -

Memo tgl 18-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 20-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

17.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.03.0300 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GE. 228767 tgl. Peb 2000 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 28-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat tgl 25-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

18.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0900 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Memo tgl 1-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

19.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0500 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Memo tgl 28-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

20.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0700 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 600.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 225780 Rp. 600.000.000,-
Memo tgl 3-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 600.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

21.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0800 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 400.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225781 Rp. 400.000.000,-
Memo tgl 3-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
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Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 400.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

22.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0900 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Memo tgl 2-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

23.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1100 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

24.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1200 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225772 Peb 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

25.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1300 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225766 Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

26.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1400 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225774 Peb 2000 Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

27.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1800 tgl 7-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225773 Peb 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 7-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli

Asli

28.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2000 tgl 7-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225775 Peb 2000 Rp.
1.000.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
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Memo tgl 7-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

29.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2100 tgl 8-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225768 Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 8-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

30.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2200 tgl 8-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 750.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225767 Jan 2000 Rp.
750.000.000, -

Memo tgl 8-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 750.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

31

Bukti Pengeluaran No. Reff. 3.14.02.1270 tgl 8-
12-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 7.000.000.000, -

Memo tgl 10-10-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Surat tgl 5-10-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 16-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 20-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 24-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 24-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 31-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Surat tgl 1-11-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 4-11-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 11-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 8-11-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 13-11-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 17-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 18-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 20-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 23-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy

Asli

Asli
Asli
Asli
Asli
Asli

Asli

Asli
Asli
Asli

Asli

Asli
Asli
Asli

Asli

32.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.12.4500 tgl 7-
12-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian

1 (satu) lembar

Fotocopy
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pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000, -

Cek No. CF. 971233 Des 2000 Rp.
1.000.000.000,-

Memo tgl 5-12-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 7-12-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy
Asli

Asli

33.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0601 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342114 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

34.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0701 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342115 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

35.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0501 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 250.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342120 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

36.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0901 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342118 Jan 2001 Rp.
500.000.000,-

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

37.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1001 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342116  Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

38.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1101 tgl 3-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342111 Des 2000 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1201 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342117 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

40.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1701 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 250.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342119 Jan 2001 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Fotocopy

Asli

41.

42.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1801 tgl 8-1-
2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian pinjaman)
sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342112 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein P.
Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1901 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342113 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

43.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.08.8401 tgl
24-8-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 22-1-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 24-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

44.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0402 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 200.000.000,-

Memo tgl 2-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-1-200 ditanda tangani M. Zein P.
Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

45.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0502 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

46.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0702 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein

Hal. 69 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.

P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0802 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

48.

49.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0902 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1002 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

50.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1102 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

51.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1202 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

52.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1302 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

53.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1402 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

54.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1502 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

55.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1602 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

56.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1702 tgl 2-

Hal. 70 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

1 (satu) lembar

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.

58.

1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1802 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari Hutagaol kepada Ir.
Adi Warsita Adinegoro

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1902 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

Asli

Fotocopyi

Asli

59.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2102 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopi

Asli

60.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2202 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

61.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2302 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

62.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2402 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

63.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2502 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

64.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2602 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2702 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

66.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2802 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

67.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2902 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

68.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3002 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

69.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3202 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 200.000.000,-

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 200.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

70.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3302 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

71.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3402 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.050.000.000, -

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.050.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

72.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3502 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 600.000.000,-

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 600.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

73.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3602 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy
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74. | - Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3702 tgl 4- | 1 (satu) lembar Asli
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

- Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan | 1 (satu) lembar Fotocopy
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

- Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein | 1 (satu) lembar Asli
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

75. | - Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3802 tgl 4- | 1 (satu) lembar Asli
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

- Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan | 1 (satu) lembar Fotocopy
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

- Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein | 1 (satu) lembar Asli
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

76. | - Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.03.0102 tgl | 1 (satu) lembar Asli
25-3-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

- Memo tgl 4-3-2002 dari Bag. Keuangan kepada | 1 (satu) lembar Asli
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

- Kwitansi tgl 11-10-2001 ditanda tangani M. | 1 (satu) lembar Asli
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

- Surat tgl 4-10-2001 perihal Permohonan | 1 (satu) lembar Fotocopy
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

17.2). Penyitaan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) :

No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1. Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 152 | 01 eksemplar Asli

tanggal 31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

2. Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 153 | 01 eksemplar Asli
tanggal 31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

3. Salinan Pengakuan Hak Hutang No. 154 tanggal | 01 eksemplar Asli

31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

4. Akta Perpanjangan Perjanjian Pengakuan Hutang | 01 eksemplar Asli
No. 5 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Ny. Yati
K. Hermen, SH

5. Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Cessie No. 4 | 01 eksemplar Asli
tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Ny. Yati K.
Hermen, SH

6. Surat Perjanjian Utang Piutang No. 373/Keu- | 03 |embar Asli
APHI/Pusat/0601 tanggal 06 Juni 2001 antara
Robert Sianturi (Pihak ) dengan Ir. Adi Warsita
Adinegoro (Pihak II)

7. Surat Perjanjian Utang Piutang No. 721/Keu- | 03 lembar Asli
APHI/Pusat/1103 tanggal 05 Nopember 2003
antara Ir. Adi Warsita Adinegoro (Pihak I) dengan
Ir. A. Fattah DS (Pihak II)
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8. Bukti Penerimaan APHI dari PT. Bangun | 01 lembar Asli
Prajanusa Persada (PT. BPP) No. 1.14-10.1301
tanggal 04 Oktober 2001 tentang Pengembalian
Pinjaman Sementara sebesar Rp.1.300.000.000,-

9. Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.06.0601 | 01 lembar Asli
tanggal 7 Juni 2001 mengenai Pinjaman sebesar
US$ 1,000,000.00

10. | Memo dari Bagian Keuangan yang | 01 lembar Asli
ditandatangani oleh Evi Sulastri, SE kepada
Ketua Umum APHI tanggal 06 Juni 2001 perihal
Transfer Dana Pinjaman PT. Bangun Prajanusa
Persada.

11. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman | PT. | 01 lembar Asli
Bangun Prajanusa Persada yang ditandatangani
Robert Sianturi dan Angga Adi Prabawa A
tanggal 07 Juni 2001 sebesar US$ 1,000,000.00

12. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman | 01 lembar Asli
sementara IV PT. Bangun Prajanusa Persada
yang ditandatangani Robert Sianturi dan Angga
Adi Prabawa A tanggal 21 Mei 2002 sebesar US$
500,000.00

13. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.05.0802 | 01 lembar Asli
tanggal 21 Mei 2002 mengenai Pinjaman IV atas
nama PT. Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 500,000.00

14. | Nota Pembelian/Penjualan Valuta Asing dari PT. | 01 lembar Asli
Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan tanggal 06 Mei 2002 sebesar US$
500,000.00

15. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman Il PT. | 01 lembar Asli
Bangun Prajanusa Persada yang ditandatangani
Robert Sianturi dan Angga Adi Prabawa A
tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar US$
500,000.00

16. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1401 | 01 lembar Asli
tanggal 27 September 2001 kepada PT. Bangun
Prajanusa Persada mengenai Pinjaman
Sementara sebesar US$ 500,000.00

17. | Formulir Pemindahbukuan PT. Bank Mandiri | 01 lembar Asli
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
September 2001 sebesar US$ 500,000.00 untuk
PT. Bangun Prajanusa Persada

18. | Surat Perjanjian Kerja No. 055A/APHI/Pusat/0200 | 02 lembar Asli
tanggal 21 Pebruari 2000 antara Ir. Adi Warsita
Adinegoro (Pihak I) dengan Dr. Ir. T. Lukman Aziz
(Pihak 1)

19. | Tanda terima dari APHI untuk biaya pemeriksaan | 01 lembar Asli
photo udara hutan produksi dan hutan lindung
sesuai perjanjian kerja antara Laboratorium
dengan APHI tanggal 18 September 2000
sebesar Rp.735.280.000,- yang ditandatangani
Dr. Ir. T. Lukman Aziz, M.Sc.
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20. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1300 | 01 lembar Asli
tanggal 28 September 2000 mengenai
Pemeriksaan Pekerjaan PU (UM) sebesar US$
994,700.00

21. | Memo dari Robert Sianturi, diketahui H. Zain | 01 lembar Asli
Masyhur dan disetujui oleh Ir. Adi Warsita
Adinegoro kepada Bendahara APHI tanggal 27
September 2000 tentang travel cheque sebesar
US$ 994,700.00

22 | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1200 | 01 lembar Asli
tanggal 25 September 2000 mengenai Biaya
Penelitian Pemeriksaan PU (UM) sebesar US$
480,000.00

23. | Memo dari Robert Sianturi, diketahui H. Zain | 01 lembar Asli
Masyhur dan disetujui oleh Ir. Adi Warsita
Adinegoro kepada Bendahara APHI tanggal 19
September 2000 tentang travel cheque sebesar
US$ 480,000.00

24. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.11.3800 | 01 lembar Asli
tanggal 13 Nopember 2000 kepada RSUD
mengenai Bantuan  Pembangunan  RSUD
Pelabuhan Ratu Sukabumi sebesar
Rp.100.000.000,-

25. | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada | 01 lembar Asli
Kasir tanggal 08 Nopember 2000 untuk
menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000,-
untuk pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu
Sukabumi, Jawa Barat.

26. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI [ 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu,
Sukabumi tanggal 13 Nopember 2000 sebesar
Rp.100.000.000, -

27. | Tanda terima dari APHI untuk bantuan | 01 lembar Asli
pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu sebesar
Rp.100.000.000,- tanggal 15 Nopember 2000
yang ditandatangani Lili Suhaeli.

28. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.04.0201 | 01 lembar Asli
tanggal 02 Aprii 2001 sesuai bilyet giro
No0.GH.605294 kepada Yayasan Putra Harapan
Bangsa mengenai Bantuan Dana untuk khitanan
massal dan satunan muharram  sebesar
Rp.24.000.000,-

29. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI | 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan social dalam acara bakti social
pemberian santunan yatim piatu dan khitanan
massal tanggal 02 April 2000 sebesar
Rp.24.000.000,-

30. | Surat dari Pengurus Yayasan Putra Harapan | 01 lembar Asli
Bangsa yang ditandatangani Alden Rahman dan
Lili Suhaeli kepada Ir. Adi  Warsita
No.038/YPHB/IIl/2001 tanggal 1 Maret 2001
perihal Permohonan Bantuan Dana Bakti Sosial.
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31. | Proposal Bakti Sosial Pemberian Santunan Yatim | 04 lembar Asli
Piatu, Jompo dan Khitanan Massal dari Yayasan
Putra Harapan Bangsa tanggal 1 Maret 2001
yang ditandatangani oleh Lili Suhaeli (Ketua) dan
Alden Rahman (Sekretaris)

32. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.04.1801 | 01 lembar Asli
tanggal 05 April 2001 sesuai bilyet giro
No.GH.605295 mengenai Bantuan untuk RSUD
Pelabuhan Ratu, Sukabumi sebesar
Rp.45.000.000, -

33. | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada | 01 lembar Asli
Kasir tanggal 03 April 2001 tentang sumbangan
renovasi pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu,
Sukabumi sebesar Rp.45.000.000,-

34. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI | 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan renovasi RSUD Pelabuhan Ratu tanggal
05 April 2001 sebesar Rp.45.000.000,-

35. | Tanda terima dari APHI untuk bantuan | 01 lembar Asli
pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu, Sukabumi
tanggal 05 April 2001 sebesar Rp.45.000.000,-
yang ditandatangani oleh Lili Suhaeli

18). 18.1). Penyitaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta
Gedung PusatKehutanan Manggala Wanabakti:

A. Uang :
1. Dana dalam rekening giro rupiah  N0.102.0060000459
Rp.292.838.419,62.

2. Dana dalam rekening giro rupiah  N0.102.0097524570
Rp.11.891.259,96.

Danadalam rekening giro valas N0.102.0099534817 USD.6,719.00
Dana dalam deposito N0.102.0204049610 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0204060351 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0204060369 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0204075144 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0204075151 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0299.656139 Rp.20.000.000,-
10.Dana dalam deposito valas N0.102.0204074915 USD 250,000.00

© ® N o OgRA W

B. Dokumen :
NO JENIS DOKUMEN LEMBAR KET
JENIS NO NILAI TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7
1 NPB 5.0553 170,000 05-03-1999 2 Asli
2 NPB 5.0569 50,000 16-04-1999 1 Copy
3 NPB 5.0572 1,200,000 20-04-1999 2 Asli
4 NPB 5.0573 100,000 03-05-1999 1 Asli
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5 NPB
6 NPB
7 NPB
8 NPB
9 NPB
10 NPB
11 NPB
12 NPB
13 NPB
14 Transfer
15 NPB
16 NPB
17 NPB
18 Transfer
19 NPB
20 NPB

21 Konversi
22 Transfer
23 Konversi

24 TRF IBT
25 Incoming
26 NPB
27 NPB
28 NPB
29 NPB

30 Konversi
31 Transfer

32 NPB
33 NPB
34 NPB
35 NPB
36 NPB
37 NPB

38 Transfer

39 Konversi
40 Konversi
41 Konversi
42 Konversi

43 BG
44 BG
45 BG
46 BG
47 BG
48 BG
49 BG
50 Cek
51 Cek
52 Cek
53 BG
54 BG
55 BG
56 BG
57 BG
58 BG
59 BG
60 BG
61 BG
62 BG
63 BG
64 BG
65 BG
66 Cek
67 Cek
68 Cek

5.0589
5.0618
5.0645
5.0661
5.0662
5.0669
5.068

5.071
5.0712

5.0722

5.0756
5.0757

GW.492026
GW.496003
GW.496004
GA.496025
GA.496026
GW.496027
GA.496028
CB.724077
CA.323005
CB.725777
GW.500104
GE.225788
GE.225786
GE.225780
GE.225781
GE.225785
GE.225777
GE.225766
GE.225774
GE.225773
GE.225775
GE.225767
GE.225768
CA.193550
CA.801632
CA.802180

150,000
850,000
960,000
50,000
100,000
250,000
250,000
55,000
50,000
5,000,164
110,000
2,025,000

60,000
115,002

50,000
35,000
50,000
1,474,890
50,000
100,000
235,000
20,000
65,000
50,000
100,000
90,000
1,000,000
100,000
65,000
50,000
20,000
500,000
500,000
5,833,804

50,000

50,000

50,000

50,000
725,000,00
5,000,000,000
5,000,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
125,000,000
125,000,000
250,000,000
200,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
600,000,000
400,000,000
2,000,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
1,000,000,000
750,000,000
500,000,000
13,000,000
15,000,000
50,000,000

25-05-1999
26-05-1999
03-06-1999
28-07-1999
10-09-1999
11-10-1999
11-10-1999
25-10-1999
09-12-1999
23-02-2000
03-03-2000
10-03-2000

11-04-2000
24-04-2000

08-06-2000
09-06-2000
27-07-2000
18-09-2000
15-11-2000
04-12-2000
04-01-2001
09-01-2001
09-01-2001
10-01-2001
16-01-2001
25-05-2001
07-06-2001
04-01-2002
04-01-2002
04-01-2002
04-01-2002
25-02-2002
21-05-2002
09-09-2002

18-12-2002
24-12-2002
28-01-2003
17-02-2003
25-02-1999
15-04-1999
15-04-1999
17-05-1999
24-05-1999
31-05-1999
07-06-1999
18-08-1999
18-08-1999
27-09-1999
01-11-1999
02-02-2000
02-02-2000
03-02-2000
03-02-2000
03-02-2000
04-02-2000
04-02-2000
04-02-2000
07-02-2000
07-02-2000
08-02-2000
08-02-2000
13-03-2000
02-06-2000
23-06-2000

NNRRRPRRRERRERR

PRRPNNNNRPNRRPRRPRPRRPREPRRPREPRERN RPR
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69 Cek CA.803208 265,000,000 24-07-2000 1 Asli
70 BG CB.109356 325,000,000 05-09-2000 2 Asli
71 Cek CF.090467 75,000,000 11-10-2000 1 Asli
72 BG GF.342135 35,000,000 18-12-2000 2 Asli
73 Cek CH.878560 300,000,000 30-01-2001 2 Asli
74 BG GF.342120 250,000,000 04-01-2001 2 Asli
75 BG GF.342114 2,000,000,000 04-01-2001 2 Asli
76 BG GF.342115 2,000,000,000 04-01-2001 2 Asli
77 BG GF.342118 500,000,000 05-01-2001 2 Asli
78 BG GF.342116 1,000,000,000 05-01-2001 2 Asli
79 BG GF.342111 2,000,000,000 05-01-2001 2 Asli
80 BG GF.342117 1,000,000,000 05-02-2001 2 Asli
81 BG GF.342119 250,000,000, 08-02-2001 2 Asli
82 BG GF.342112 2,000,000,000 08-02-2001 2 Asli
73 BG GF.342113 2,000,000,000 08-02-2001 2 Asli
84 Cek EJ.824755 1,300,000,000 06-09-2001 2 Asli
85 BG GW.498443 2,500,000,000 11-10-2001 2 Asli
86 BG C1.501769 500,000,000 28-03-2001 1 Asli
87 Cek CN.306992 12,\,682,000 31-01-2002 1 Asli
88 Cek CN.308151 300,000,000 01-02-2002 1 Asli
89 Cek CN.307000 1,700,000,000 01-02-2002 1 Asli
90 Cek CN.308163 675,000,000 14-02-2002 1 Asli
91 Cek CN.308179 800,000,000 20-02-2002 2 Asli
92 Cek CN.308180 1,300,000,000 25-02-2002 2 Asli
93 Cek CR.348312 105,000,000 23-02-2002 2 Asli
94 Cek CR.348311 50,000,000 22-05-2002 2 Asli
95 Cek Cl.505210 300,000,000 03-04-2001 1 Asli
96 Cek Cl.505211 300,000,000 18-04-2001 1 Asli
97 Cek CH.878535 1,000,000,000 16-01-2001 1 Asli
98 Cek CS.193510 1.500,000,000 04-05-2000 1 Asli
99 Cek Cl.505225 200,000,000 11-04-2001 1 Asli
100 | ATVA 1,004,998,995 11-10-1999 1 Asli
101 | ATVA 4.152.000.000 28-09-2000 1 Asli
102 | NPB 2,500,000,000 28-12-2000 1 Asli
103 | DEP 1,900,000 06-05-2002 2 Asli
Cair (USD)
104 | BG GE.225787 2,000,000,000 02-02-2000 2 Asli
105 | NPB 500,000 27-09-2001 1 Asli
(USD)
106 | NPB 1,000,000 07-06-2001 1 Asli
(USD)
107 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
108 | NPB 200,000,000 02-01-2002 1 Asli
109 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
110 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
111 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
112 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
113 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
114 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
115 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
116 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
117 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
118 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
119 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
120 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
121 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
122 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
123 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
124 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
125 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
126 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
127 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
128 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
129 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
130 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
131 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
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132 | NPB 600,000,000 04-01-2002 1 Asli
133 | NPB 1.050.000.000 04-01-2002 1 Asli
134 | NPB 200.000.000 04-01-2002 1 Asli
135 | NPB 500,000,000 04-01-2002 1 Asli
136 | NPB 500,000,000 04-01-2002 1 Asli
137 | NPB 500,000,000 04-01-2002 1 Asli
138 | Deposito | 0200066691 2,500,006,000 06-11-2000 1 Asli
139 | NPB 1,000,000,000 27-11-2000 1 Asli
140 | Cek 0971233 1,000,000,000 07-12-2000 1 Asli
141 | Cek 0971246 200,000,000 11-12-2000 1 Asli
142 | NPB 2,000,000,000 21-12-2000 1 Asli
143 | NPB 1,500,000,000 21-12-2000 1 Asli
144 | NPB 1,750,000,000 21-12-2000 1 Asli
145 NPB 5,250,000,000 21-12-2000 1 Asli
146 | NPB 1,500,000,000 21-12-2000 1 Asli
147 | Deposito | 0200079470 5,000,006,000 21-12-2000 1 Asli
148 | Tolakan TOL Kiliring 1,500,000,000 21-12-2000 1 Asli
149 | NPB 5,250,000,000 22-12-2000 1 Asli
150 | NPB 1,000,000,000 22-12-2000 1 Asli
151 | NPB 1,500,000,000 22-12-2000 1 Asli
152 | NPB 2,000,000,000 22-12-2000 1 Asli
153 | NPB 1,500,000,000 22-12-2000 1 Asli
154 | NPB 1,750,000,000 22-12-2000 1 Asli
155 | Cek 0501740 100,000,000 01-03-2001 1 Asli
156 | Cek 0501759 150,000,000 20-03-2001 1 Asli
157 | Cek 0505201 300,000,000 03-04-2001 1 Asli
158 | Cek 0505202 200,000,000 09-04-2001 1 Asli
159 | Cek 0186307 140,000,000 29-05-2001 1 Asli
160 | Cek 0186303 350,000,000 31-05-2001 1 Copy
transfer
161 | Cek 0186322 500,000,000 31-05-2001 1 Asli
162 | Cek 0186323 500,000,000 06-06-2001 1 Asli
163 | BG GH.607989 5,000,050,000 21-06-2001 2 Asli
164 | Cek 0189892 140,000,000 28-06-2001 1 Asli
165 | Cek CJ.824726 2,500,000,000 24-08-2001 1 Asli
166 | Cek 0824743 140,000,000 03-09-2001 1 Asli
167 | Cek 0542357 200,000,000 23-11-2001 1 Asli
168 | Cek 0542372 145,000,000 28-11-2001 1 Asli
169 | NPB 2,000,000,000 21-12-2001 1 Asli
170 | NPB 200,000,000 24-12-2001 1 Asli
171 | NPB 1,050,000,000 24-12-2001 1 Asli
172 | NPB 2,000,000,000 24-12-2001 1 Asli
173 | NPB 2,000,000,000 26-12-2001 1 Asli
174 | NPB 500,000,000 26-12-2001 1 Copy
175 | NPB 2,000,000,000 27-12-2001 1 Asli
176 | NPB 600,000,000 27-12-2001 1 Asli
177 | NPB 1,000,000,000 28-12-2001 1 Asli
178 | Cek 0305113 150,000,000 03-01-2002 2 Asli
179 | Cek CN.00308174 | 525,000,000 18-02-2002 2 Asli
180 | Cek CP.00292878 | 500,000,000 18-04-2002 2 Asli
181 | Cek CP.00292898 | 400,000,000 29-04-2002 2 Asli
182 | Cek CP.00292899 | 365,000,000 06-05-2002 2 Asli
183 | RTGS Bank Agro 5,000,035,000 24-07-2002 2 Asli
184 | Cek CK.178639 120,000,000 24-07-2002 1 Asli
185 | Cek CK.170343 125,000,000 19-08-2003 1 Asli
186 | Cek CK.170543 170,000,000 05-09-2003 2 Asli
187 | Cek CJ.170550 300,000,000 09-09-2003 2 Asli
188 | BG BG.986065 180,000,000 11-09-2003 2 Asli
189 | BG BG.986069 580,000,000 10-11-2003 2 Asli
190 | BG BG.999851 1,000,000,000 17-11-2003 2 Asli
191 | Cek CK.632949 278,000,000 17-11-2003 1 Asli
192 | Cek CK.526085 175,000,000 20-11-2003 1 Asli
193 | BG BG.999852 125,000,000 10-12-2003 2 Asli
194 | Cek CK.841244 256,000,000 29-12-2003 1 Asli
195 | Deposito | EC.412331 1,000,003,000 13-03-1998 2 Asli
196 | Deposito | EC.425765 2,210,003,000 24-03-1998 1 Asli
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197 | Deposito | 173287 5,000,004,000 02-10-1998 1 Asli
198 | BG GW.490158 100,000,000 08-12-1998 1 Asli
199 | BG GW.492011 100,000,000 17-12-1999 2 Asli
200 | Cek CB.716952 135,000,000 19-12-1999 1 Asli
201 | Deposito | ED.491336 3,400,000,000 24-02-1999 1 Asli
202 | Cek CB.716966 100,000,000 05-03-1999 1 Asli
203 | Deposito | ED.581981 1,200,000,000 24-03-1999 1 Asli
204 | Deposito | ED.582430 500,000,000 23-04-1999 1 Asli
205 | Cek CB.716999 400,000,000 04-05-1999 1 Asli
206 | Cek CH.720193 100,000,000 09-07-1999 1 Asli
207 | Deposito 2,500,000,000 05-10-1999 1 Asli
208 | Cek CH.725785 100,000,000 06-10-1999 1 Asli
209 | Cek CH.725786 150,000,000 06-10-1999 1 Asli
210 | Cek CH.725798 100,000,000 14-10-1999 1 Copy
211 | Cek CB.725800 125,000,000 19-10-1999 1 Asli
212 | CN CN.50247898 | 368,500,000 27-10-1999 1 Asli
213 | Cek CB.728178 100,000,000 11-11-1999 1 Asli
214 | BG GE.225801 2,000,000,000 08-12-1999 2 Asli
215 | BG GE.225802 2,000,000,000 08-12-1999 2 Asli
216 | BG GE.225806 1,000,000,000 09-12-1999 2 Asli
217 | BG GE.225805 2,500,000,000 10-12-1999 2 Asli
218 | BG GE.225804 2,500,000,000 13-12-1999 2 Asli
219 | BG GE.225803 1,000,000,000 13-12-1999 2 Asli
220 | BG GE.225758 7,500,000,000 13-12-1999 1 Asli
221 | BG GE.225810 1,000,000,000 14-12-1999 2 Asli
222 | BG GE.225807 2,000,000,000 14-12-1999 2 Asli
223 | BG GE.225809 3,000,000,000 15-12-1999 2 Asli
224 | BG GW.500130 6,500,000,000 15-12-1999 1 Asli
225 | Cek CB.731005 100,000,000 15-12-1999 1 Asli
226 | BG GW.500133 200,000,000 16-12-1999 2 Asli
227 | BG GW.500132 3,000,000,000 17-12-1999 1 Asli
228 | BG GW.500135 100,000,000 22-12-1999 1 Asli

18.2). Penyitaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung
Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti :

1. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.
700.081.00204.2.01.8 yang kemudian dirubah menjadi No0.102-
0060006159 untuk rekening Rupiah tahun 1998 s/d 2004;

2. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 0818000303
yang kemudian dirubah menjadi N0.102-0099534.817 untuk rekening
Valuta Asing (US$) tahun 1998 s/d 2004;

3. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.
700.081.07372.2.01.1 yang dirubah menjadi N0.102-0097524570 untuk
rekening Rupiah tahun 1998 s/d 2003;

4. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 0818002647
untuk rekening pinjaman Rupiah Desember 1999 s/d September 2000;

5. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No0.102-
0100003745 untuk rekening pinjaman Rupiah;

6. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No0.102-
0101004007 untuk rekening Pinjaman Rupiah.
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7. Kartu Contoh Tanda tangan (Specimen of Signature Card) atas nama
Ir. Adiwarsita Adinegoro, Ir. H. Fattah DS, Yusran Sharif dan H. Zain
Masyhur.

Untuk dilampirkan dalam berkas perkara lain ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No0.196/PID/2005/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2005 yang amar lengkapnya
sebagi berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa Drs. YUSRAN SYARIF dan
Jaksa PenuntutUmum tersebut.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Oktober
2005 No. 875/PID.B/2005/PN.JKT.PST. yang dimintakan banding dengan
sekedar perbaikan mengenai redaksional amar putusan angka 2 sehingga
selengkapnya amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF terbukti secara sah
meyakinkan bersalah melakukan : TINDAK PIDANA KORUPSISECARA
BERSAMA-SAMA DAN DILAKUKAN SEBAGAI PERBUATAN
BERLANJUT;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4
(empat ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus
juta rupiah ) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan serta
pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti secara tangung
renteng, Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Adiwarsita Adinegoro, H.
Zain Mansyur dan Ir.H.A. Fattah sebesar R. 43.545.000.000,- ( empat
puluh tiga milyar lima ratus empat puluh limajuta rupiah) dan khususnya
bagi Terdakwa dibebani uang pengganti sebesar Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan pasti maka harta benda
dapat disita/dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika
tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu )
tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
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No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Pembayaran Potret Udara PT. Duta | 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir
Reksa Triharmoni (DRT) tahun 1989
s/d 1992
2. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. 005136 tgl
20-12-1989 dan No. 003452 tgl 01-
09-1989

3. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003455 tgl
02-09-1989 dan No. 003796 tgl 25-
09-1989

4. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 004200 tgl
19-10-1989 dan PT. Melapi Timber
No. 004582 tgl 18-11-1989

5. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 005281 tgl
09-01-1990 dan No. 005653 tgl 22-
02-1990

6. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 005598 tgl
01-02-1990 dan No. 006953 tgl 05-
06-1990

7. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007242 tgl
05-07-1990 dan No. 007243 tgl 05-
07-1990

8. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007796 tgl
18-08-1990 dan No. 007898 tgl 03-
09-1990

9. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007896 tgl
03-09-1990 dan No. 008319 tgl 13-
10-1990

10. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008300 tgl
08-10-1990 dan No. 008289 tgl 04-
10-1990

11. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008286 tgl
02-10-1990 dan 008652 tgl 01-11-
1990

12. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008623 tgl
09-11-1990 dan No. 008168 tgl 08-
11-1990

13. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008669 tgl
14-11-1990 dan No. 008683 tgl 19-
11-1990

14. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009007 tgl
05-11-1990 dan No. 009105 tgl 27-
12-1990

15. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009099 tgl
28-12-1990 dan No. 009010 tgl 07-
12-1990
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mi$ulya No. 013061 tgl
29-11-1990 dan No. 013060 tgl 28-
11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya 0.12572 tgl 01-
11-1991 dan No. 012804 tgl 13-11-
1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012568 tgl
08-10-1991 dan No. 012563 tgl 08-
10-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012783 tgl
01-12-1991 dan No. 012897 tgl 26-
11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012798 tgl
06-11-1991 dan No. 012765 tgl 29-
10-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011939 tgl
22-08-1991 dan No. 012794 tgl 05-
11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011538 tgl
22-07-1991 dan No. 011540 tgl 23-
07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 008741 tgl
19-11-1990 dan No. 008845 tgl 28-
11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011497 tgl
16-07-1991 dan No. 011530 tgl 20-
07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011483 tgl
10-07-1991 dan No. 011491 tgl 12-
07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011469 tgl
04-07-1991 dan No. 011474 tgl 05-
07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 009541 tgl
25-01-1991 dan No. 009399 tgl 12-
01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 009550 tgl
31-01-1991 dan No. 009553 tgl 31-
01-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 008651 tgl
01-11-1990 dan No. 008601 tgl 02-
11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Kayu Lapis Asli Murni No. 008663 tgl
08-11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Kayu Lapis Asli Murni No. 006931 tgl
09-06-1999

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010949 tgl
29-06-1991 dan No. 011207 tgl 29-
06-1991

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir
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33. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010955 tgl
29-06-1991 dan No. 011143 tgl 29-
06-1991

34. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010601 tgl
29-04-1991 dan No. 010584 tgl 24-
04-1991

35. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010472 tgl
12-04-1991 dan No. 010504 tgl 12-
04-1991

36. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010149 tgl
25-03-1991 No. 010476

37. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010168 tgl
30-03-1991 dan No. 010152 tgl 30-
04-1991

38. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009716 tgl
15-02-1991 dan No. 010105 tgl 15-
03-1991

39. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009740 tgl
21-02-1991 dan No. 009744 tgl 23-
02-1991

40. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009403 tgl
15-01-1991 dan No.009382tgl -01-1991
41. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011902 tgl
14-08-1991 dan No. 009525 tgl 17-
01-1991

42. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011925 tgl
19-08-1991 dan 011904 tgl 14-08-
1991

43. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011935 tgl
22-08-1991 dan No. 011930 tgl 26-
08-1991

44. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012256 tgl
16-09-1991 dan No. 012287 tgl 14-
09-1991

45. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010103 tgl
14-03-1991, No. 010141 tgl 22-03-
1991 No. 010271

46. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 29-01-
1991 dan No. tgl 29-01-1991

47. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Jan 1991
dan No. Jan 1991

48. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya

49. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya

50. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya tgl Mei-1992 dan
tgl Mei-1992

51. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya tgl 30-04-1992
dan tgl Mei-1992
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52. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 015367 tgl
17-06-1992 dan No. 015365 tgl 16-
06-1992

53. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 10-06-
1992 dan No. tgl 15-06-1992

54. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

55. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

56. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

57. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

58. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 13-06-
1992 dan No. tgl 13-06-1992

59. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 09-07-
1992 dan No. tgl 09-07-1992
60. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 18-07-
1992 dan No. tgl 16-07-1992
61. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 01-07-
1992 dan No. tgl 01-07-1992
62. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 07-07-
1992 dan No. tgl 09-07-1992
63. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 28-08-
1992 dan No. tgl 04-07-1992
64. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 17-07-
1992 dan No. tgl 17-07-1992
65. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 05-08-
1992 dan No. tgl 17-07-1992
66. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 02-08-
1992 dan No. tgl 02-08-1992

67. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl

68. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl

69. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl.

70. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl.

71. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl.

72. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

73. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

74. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

75. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

76. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992
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77. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 31-10-
1992

78. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kalamup No. 015980 dan No. 014316

79. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kalamup No. 014298

80. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. tgl 17-10-
1992 dan No. tgl 17-10-1992

81. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 16-10-
1992 dan No. tgl 06-10-1992

82. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 07-10-
1992 dan No. tgl 26-09-1992

83. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -08-1992
dan No. tgl -08-1992

84. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -08-1992
dan No. tgl -08-1992

85. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -08-1992
dan No. tgl 09-07-1992

86. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 13-06-
1992 dan No. tgl 05-06-1992

87. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 04-06-
1992 dan No. tgl 03-06-1992

88. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 08-06-1992

89. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 09-06-
1992 dan No. tgl 18-06-1992

90. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 15-06-
1992 dan No. tgl 17-06-1992

91. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 16-06-
1992 dan No. tgl 30-04-1992

92. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl dan No. tgl
93. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. tgl 28-01-
1992 dan No. 004935 tgl

94. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003446 tgl
30-08-1992 dan No. 004761 tgl

95. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 004067 tgl
20-10-1992 dan No. 004030 tgl 04-
10-1992

96. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No0.003498 tgl 11-
10-1992 dan No. 003484 tgl

97. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003495 tgl
14-11-1992 dan No. 004935

99. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003458 tgl
02-09-1992 dan No. 003888 tgl 22-
09-1992
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100. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 005150 tgl
23-12-1992 dan No. 004383

101. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 007829 tgl 22-08-
1990

102. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Melapi Timber No. 007368 tgl 22-08-
1990 dan No. 007365 tgl 14-07-1990

103. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 007255 tgl 22-08-
1990 dan No. 007247 tgl. 09-07-1990
dan No. 007108 tgl.

104. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 006933 tgl 11-06-
1990 dan No. 006941 tgl. 12-06-1990
dan No. 006955 tgl.

105. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 006677 tgl 29-05-
1990 dan No. 006593 tgl. 03-05-1990

106. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 006670 tgl 25-05-
1990 dan No. 006659 tgl. 07-05-1990
dan No. 006614 tgl.

107. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 14-04-
1990 dan No. tgl. 10-04-1990

108. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 11-04-
1990 dan No. tgl. 06-04-1990

109. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 006434 tgl
23-04-1990 dan No. 006680 tgl. 29-
05-1990

110. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 006681 tgl
30-05-1990 dan No. 006666 tgl. 22-
05-1990

111. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 006965 tgl
20-06-1990 dan No. 007116 tgl. 30-
06-19909

112. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007390 tgl
26-07-1990 dan No. 007519 tgl. 30-
07-1990

113. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007812 tgl
27-07-1990 dan No. 007596 tgl. 04-
08-1990

114. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008122 tgl
25-09-1990 dan No. 008125 tgl. 26-
09-1990

115. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008313 tgl
11-10-1990 dan No. 008307 tgl. 10-
10-1990

116. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008295 tgl
06-10-1990 dan No. 008290 tgl. 05-
10-1990

117. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008666 tgl
12-11-1990 dan No. 008285 tgl. 02-
10-1990
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118.

119.

120.

121.

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 008678 tgl
16-11-1990 dan No. 008749 tgl. 21-
11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 008913 tgl
01-12-1990 dan No. 008825 tgl. 22-
11-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 008834 tgl
26-11-1990 dan No. 009093 tgl. 21-
12-1990

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Kayu Lapis Asli No. 007254 tgl 09-07-
1990 dan No. 007074 tgl. 21-04-1990
dan No. 006958

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010498 tgl
12-05-1991 dan No. 010480 tgl. 06-
05-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010583 tgl
24-04-1991 dan No. 010294 tgl. 17-
12-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010866 tgl
21-05-1991 dan No. 010579 tgl. 22-
04-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010948 tgl
03-06-1991 dan No. 011189 tgl. 26-
06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011167 tgl
21-06-1991 dan No. 011180 tgl. 24-
06-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 01112 tgl 12-
06-1991 dan No. 01108 tgl. 06-06-
1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. tgl 23-02-
1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 009627 tgl
07-02-1991 dan No. 009727 tgl. 18-
02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011758 tgl
09-08-1991 dan No. 011484 tgl. 10-
07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012051 tgl
28-08-1991 dan No. 012056 tgl. 20-
08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011748 tgl
05-08-1991 dan No. 011766 tgl. 12-
08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011730 tgl
01-08-1991 dan No. 011750 tgl. 27-
08-1991

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir
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134. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011479 tgl
09-07-1991 dan No. 011478 tgl. 08-

07-1991

135. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 013318 tgl
30-12-1991

136. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. 013103 tgl
10-12-1991 dan No. 013126 tgl. 13-

12-1991

137. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 013301 tgl
21-12-1991

138. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. 011764 tgl
12-08-1991 dan No. 011752 tgl. 07-

08-1991

139. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012895 tgl
25-11-1991

140. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012896 tgl
26-11-1991

141. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012800 tgl
07-11-1991

142. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012790 tgl
05-11-1991

143 | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. 010472 tgl
04-05-1991 dan No. 010504 tgl. 13-
05-1991

144 | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010149 tgl
25-03-1991 dan No. 010476 tgl. 08-
05-1991

145. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010168 tgl
30-08-1991 dan No. 010152 tgl. 25-
03-1991

146. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009716 tgl
15-02-1991 dan No. 010105 tgl. 15-
03-1991

147. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009740 tgl
21-02-1991 dan No. 009744 tgl. 23-
02-1991

148. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009403 tgl
15-01-1991 dan No. 009382 tgl. 09-
01-1991

149. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011902 tgl
14-08-1991 dan No. 009525 tgl. 17-
01-1991

150. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011925 tgl
19-08-1991 dan No. 011904 tgl. 18-
08-1991

151. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011935 tgl
22-08-1991 dan No. 011930 tgl. 20-
08-1991
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152. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012256 tgl
16-09-1991 dan No. 012287 tgl. 14-
09-1991

153. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 013061 tgl
29-11-1991 dan No. 013060 tgl. 28-
11-1991

154. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012572 tgl
09-10-1991 dan No. 012804 tgl. 13-
11-1991

155. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012568 tgl
08-10-1991 dan No. 012563 tgl. 09-
10-1991

156. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012783 tgl
01-11-1991 dan No. 012897 tgl. 26-
11-1991

157. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012790 tgl
06-11-1991 dan No. 012768 tgl. 29-
10-1991

158. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011939 tgl
22-08-1991 dan No. 012794 tgl. 05-
11-1991

159. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011925 tgl
19-08-1991 dan No. 011904 tgl. 18-
08-1991

160. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011538 tgl
22-07-1991 dan No. 011540 tgl. 23-
07-1991

161. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011497 tgl
16-07-1991 dan No. 011530 tgl. 20-
07-1991

162. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011483 tgl
10-07-1991 dan No. 011491 tgl. 12-
07-1991

163. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011469 tgl
04-07-1991 dan No. 011474 tgl. 05-
07-1991

164. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009541 tgl
25-01-1991 dan No. 009399 tgl. 12-
01-1991

165. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009550 tgl
31-01-1991 dan No. 009553 tgl. 31-
01-1991

166. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010949 tgl
04-06-1991 dan No. 011207 tgl. 29-
06-1991

167. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010955 tgl
05-06-1991 dan No. 011143 tgl. 17-
06-1991
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168. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010601 tgl
29-04-1991 dan No. 010584 tgl. 24-
04-1991

169. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kayu Lapis Asli No. 009543 tgl 26-01-
1991 dan No. 009689 tgl. 14-02-1991
170. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 009396 tgl 11-01-
1991 dan No. 009686 tgl. 13-02-1991

171. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 017107 tgl 10-11-
1992 dan No. 017114 tgl. 16-11-1992
dan No. 017415 tgl 05-12-1992

172. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 017467 tgl
11-12-1992 dan No. tgl. 31-10-1992
173. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 22-10-
1992 dan No. tgl. 22-10-1992

174. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 23-10-
1992 dan No. tgl. 21-10-1992

175. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 12-10-
1992 dan No. tgl. 02-09-1992

176. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 16-09-
1992 dan No. tgl. 08-09-1992

177. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 17-09-
1992 dan No. tgl. —09-1992

178. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl dan
No. tgl. -

179. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. tgl 17-07-
1992 dan No. tgl. 17-07-1992
180. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -07-
1992 dan No. tgl. 06-07-1992
181. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -07-
1992 dan No. tgl. 01-07-1992
182. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 03-07-
1992 dan No. tgl. 01-07-1992
183. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 18-07-
1992 dan No. tgl. 16-07-1992

184. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-07-
1992 dan No. tgl. 13-06-1992
185. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 06-06-
1992 dan No. tgl. 02-06-1992
186. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 02-05-
1992 dan No. tgl. 08-05-1992
187. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -01-
1992 dan No. tgl. -01-1992
188 | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -01-
1992 dan No. tgl. 22-01-1992
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189 | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 28-01-
1992 dan No. tgl. 19-02-1992

B. Lampiran II
No. Nama Dokumen Jumlah Ketarngan
1 2 3 4
1. Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara | 1 (satu) lembar Fotocopy
PT. Inhutani | / PT. Intracawood
Manufacturing tahun 1991.
2. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 4438 tgl
27-6-1991.

3. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 2969 tgl
3-5-1991 dan No. 2972 tgl 3-5-1991.
4. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 3983 tgl
6-6-1991.

5. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 4147 tgl
14-6-1991.

6. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5178 tgl
22-7-1991.

7. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5179 tgl
22-7-1991.

8. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5627 tgl

5-8-1991.

9. Cash/Bank Payment Voucher Bank | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
BPI Samarinda No. 8/BPI-S/VIII/91 tgl
13-8-1991.

10. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7098
tgl 27-9-1991.

11. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6192 tgl
26-9-1991.
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12. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6140 tgl
27-8-1991 dan No. 6152 tgl. 27-8-
1991.
13. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6398 tgl
2-9-1991.
14. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6732 tgl
16-9-1991.
15. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6555 tgl
9-9-1991 dan No. 6558 tgl 9-9-1991
16. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Samarinda kepada PT. Intrawood

Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-

0125 ttg transfer ke APHI No. 7070

tgl 26-9-1991.

17. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7060 tgl
23-9-1991 dan No. 7058 tgl 23-9-
1991.

18. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7069 tgl
26-9-1991 dan No. 7072 tgl 26-9-
1991.

19. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7074 tgl
26-9-1991.

20. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7071 tgl
26-9-1991 dan No. 7073 tgl. 26-9-
1991.

21. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab.| 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8259 tgl
1-11-1991.

22. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7540
dan No. 7514 tgl 8-10-1991.

23. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7535
dan No. 8261 tgl 1-11-1991.
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24. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7536
dan No. 7513 tgl 8-10-1991.

25. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7504 tgl
8-10-1991 dan No. 7509 tgl 8-10-
1991.

26. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7506 tgl
8-10-1991 dan No. 7510 tgl 8-10-
1991.

27. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8301 tgl
2-11-1991.

28. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8306 tgl
2-11-1991.

29. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8305 tgl
2-11-1991 dan No. 8307 tgl 2-11-
1991.

30. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8344 tgl
4-11-1991.

31. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8431 tgl
6-11-1991 dan No. 8436 tgl 6-11-
1991.

32. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. tgl 4-
11-1991.

33. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8527 tgl
11-11-1991 dan No. 8552 tgl 12-11-
1991.

34. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 9056 tgl
28-11-1991.

35. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8568 tgl
12-11-1991 dan No.8535tgl 11-11-1991.
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36. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8598 tgl
12-11-1991.

37. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8082 tgl
16-11-1991.

38. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8570 tgl
12-11-1991 dan No. 8566 tgl 12-11-
1991.

38. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 9112 tgl
30-11-1991.

39. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/077/D/11/91 tgl 20-11-1991 dan
No. TRK/070/D/11/91 tgl 20-11-1991.
40. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/078/D/11/91 tgl 20-11-1991 dan
No. TRK/120/D/11/91 tgl 29-11-1991.
41. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/072/D/11/91 tgl 20-11-1991.

42. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/023/D/12/91 tgl 05-12-1991.

43. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/021/D/12/91 tgl 05-12-1991.

44. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/122/D/11/91 tgl 29-11-1991.

45. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/102/D/11/91 tgl 26-11-1991 dan
No. TRK/105/D/11/91 tgl 26-11-1991.
46. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/096/D/11/91 tgl 26-11-1991 dan
No. TRK/099/D/11/91 tgl 26-11-1991.
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47. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/071/D/12/91 tgl 12-12-1991.

48. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/111/D/12/91 tgl 19-12-1991 dan
No. TRK/119/D/12/91 tgl 19-12-1991.
49. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/115/D/12/91 tgl 19-12-1991 dan
No. TRK/108/D/12/91 tgl 19-12-1991.
50. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/160/D/01/92 tgl 28-01-1992.

51. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/025/D/01/92 tgl 08-01-1992 dan
No. TRK/032/D/01/92 tgl 08-01-1992.

C. Lampiran Il ;
No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.

Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0083/NPPWE tgl 15-11-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

2. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0084/NPPWE tgl 17-11-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

3. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0085/NPPWE tgl 12-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

4. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0086/NPPWE tgl 12-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

5. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0088/NPPWE tgl 27-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

6. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0087/NPPWE tgl 27-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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10.

11.

12

13.

14

15

16

17.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0089/NPPWE tgl 29-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara
PT. Inhutani |/ PT. IDEC tahun 1990.
Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 12-3-1990 dan 20-4-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 10-10-1990 dan 26-10-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 5-2-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 23-5-1990 dan 11-6-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 25-6-1990 dan 17-7-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 8-8-1990 dan 25-8-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 6-9-1990 dan 29-9-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 9-11-1990 dan 29-11-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088

tgl 11-12-1990 dan 28-12-1990.

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy legalisir.

Fotocopy

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Lampiran IV :

Nama Dokumen

Jumlah

Ketarangan

2

3

4

Pembayaran Potret Udara PT.
Inhutani | Unit Tarakan.

Bukti transfer PT. Inhutani | Unit I
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlIC No.
30.81.411.088 tgl 9-11-1988.

Bukti transfer PT. Inhutani | Unit I
kepada BNI Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta DN. 89/459 tgl 20-
1-1989.

Bukti transfer PT. Inhutani | Unit |l
kepada BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta A/IC No.
30.81.411.088 tgl 14-12-1988.

Bukti transfer PT. Inhutani | Unit |
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 16-11-1988.

Bukti transfer PT. Inhutani | Unit |
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 29-12-1988.

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir
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7. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta A/lC No.
30.81.411.088 tgl 28-2-1989 dan tgl.
19-1-1989.

8. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 28-3-1989.

9. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 28-3-1989.

10. | Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl. April 1989.

11. | Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 5-11-1990.

12. | Bukti pembayaran keanggotaan APHI | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
RKT  1997/1998 dan  1998/1999
melalui BDN Kehutanan

13. | Slip Setoran BDN Cab. Kehutanan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
No. GW. 495970 pembayaran
keanggotaan APHI RKT 1997/1998
dan 1998/1999 dari PT. Inhutani |

14. | Surat APHI kepada Dirut. PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Inhutani | No. 192/APHI/Pusat/0499
tgl. 12-4-1999 tentang luran
Keanggotaan APHI.

E. Lampiran V :
No. Nama Dokumen Jumlah Ketarngan
1 2 3 4
1. Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara | 1 (satu) lembar Fotocopy
PT. Inhutani/PT. IDEC tahun 1989
2. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.

Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0090/NPPWE tgl 31-1-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

3. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0092/NPPWE tgl 8-2-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

4. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0093/NPPWE tgl 8-2-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

5. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight tgl
8-2-1989 a.n. PT. ldec Abadi Wood
Industries Tarakan.

6. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0094/NPPWE tgl 6-3-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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7. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0095/NPPWE tgl 15-3-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

8. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 16-3-1989 a.n. PT. ldec Abadi
Wood Industries Tarakan.

9. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 31-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

10. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 31-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

11. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 4-4-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

12. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 29-4-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

13. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

14. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0102/NPPWE tgl 3-5-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

15. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0103/NPPWE tgl 12-5-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

16. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0104/NPPWE tgl 9-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

17. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0107/NPPWE tgl 30-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

18. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0105/NPPWE tgl 12-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

19. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0106/NPPWE tgl 12-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

20. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0108/NPPWE tgl 30-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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21. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0109/NPPWE tgl 6-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

22. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0110/NPPWE tgl 18-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

23. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0111/NPPWE tgl 31-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

24. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0112/NPPWE tgl 31-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

25. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0119/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

26. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0115/NPPWE tgl 14-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

27. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0116/NPPWE tgl 14-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

28. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0117/NPPWE tgl 19-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

29. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0118/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

30. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0119/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

31. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0121/NPPWE tgl 30-10-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

32. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0120/NPPWE tgl 31-10-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

33. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0123/NPPWE tgl 6-11-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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34. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0122/NPPWE tgl 6-11-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

F. Lampiran VI
No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Rekapitulasi Setoran kepada APHI. 1 (satu) lembar Fotocopy
2. Rekapitulasi Biaya Potret Udara | 2 (dua) lembar Fotocopy
atas Hasil Ekspor Kayu Gergajian
tahun 1992
3. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/058/D/01/92 tgl
13-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

4. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/062/D/01/92 tgl
14-01-1992 dan No. TRK.
065/D/01/92 tgl 14-01-1992 atas
Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

5. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/090/D/01/92 tgl
17-01-1992 dan No.
TRK/098/D/01/92 tgl  18-01-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

6. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/133/D/01/92 tgl
24-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

7. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/182/D/01/92 tgl
30-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

8. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/204/D/01/92 tgl
31-01-1992 dan No.
TRK/202/D/01/92  tgl  31-01-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

9. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/028/D/02/92 tgl
06-02-1992 dan No.
TRK/030/D/02/92 tgl 06-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI
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10. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/023/D/02/92 tgl
06-02-1992 dan No.
TRK/025/D/02/92 tgl 06-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

11. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/059/D/02/92 tgl
10-02-1992 dan No.
TRK/057/D/02/92 tgl  10-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

12. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/145/D/02/92 tgl
21-02-1992 dan No.
TRK/149/D/02/92 tgl 21-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

13. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/143/D/02/92 tgl
21-02-1992 dan No.
TRK/146/D/02/92 tgl 21-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

16. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/177/D/02/92 tgl
24-02-1992 dan No.
TRK/194/D/02/92  tgl 26-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

17. Bukti Nota DebetBapindo Cab. Tarakan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada PT. Intrawood Tarakan No.
TRK/175/D/02/92 tgl 24-02-1992 dan
No. TRK/173/D/02/92 tgl 24-02-1992

atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

18. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/021/D/03/92 tgl
03-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

19. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/020/D/03/92 tgl
03-03-1992 dan No.
TRK/023/D/03/92 tgl 03-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

20. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/040/D/03/92 tgl
04-03-1992 dan No.
TRK/038/D/03/92 tgl  04-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

21. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/047/D/03/92 tgl
06-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI
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22. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/059/D/03/92 tgl
07-03-1992 dan No.
TRK/062/D/03/92 tgl 07-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

23. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/129/D/03/92 tgl
12-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

24. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/162/D/03/92 tgl
14-03-1992 dan No.
TRK/166/D/03/92 tgl 14-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

25. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/164/D/03/92 tgl
14-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

26. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/191/D/03/92 tgl
17-03-1992 dan No.
TRK/247/D/03/92 tgl 23-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

27. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/240/D/03/92 tgl
21-03-1992 dan No.
TRK/237/D/03/92 tgl 21-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

28. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/353/D/03/92 tgl
03-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

29. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/333/D/03/92 tgl
30-03-1992 dan No.
TRK/351/D/03/92 tgl  30-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

30. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/335/D/03/92 tgl
30-03-1992 dan No.
TRK/336/D/03/92 tgl  30-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

31. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/133/D/04/92 tgl
14-04-1992 dan No.
TRK/145/D/04/92  tgl  15-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI
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32. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/148/D/04/92 tgl
15-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

33. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/210/D/04/92 tgl
21-04-1992 dan No.
TRK/208/D/04/92 tgl  21-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

34. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/269/D/04/92 tgl
27-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

35. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/298/D/04/92 tgl
29-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

36. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/319/D/04/92 tgl
30-04-1992 dan No.
TRK/325/D/04/92  tgl  30-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

37. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/031/D/05/92 tgl
02-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

38. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/027/D/05/92 tgl
02-05-1992 dan No.
TRK/029/D/05/92 tgl  02-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

39. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/081/D/05/92 tgl
07-05-1992 dan No.
TRK/139/D/05/92 tgl  11-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

40. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/286/D/05/92 tgl
20-05-1992 dan No.
TRK/287/D/05/92 tgl  20-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

41. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/284/D/05/92 tgl
20-05-1992 dan No.
TRK/285/D/05/92 tgl  20-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

Hal. 104 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 104
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42. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/229/D/05/92 tgl
18-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

43. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/228/D/05/92 tgl
18-05-1992 dan No.
TRK/230/D/05/92 tgl  18-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

44, Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/201/D/05/92 tgl
15-05-1992 dan No.
TRK/249/D/05/92 tgl  19-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

45, Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/303/D/05/92 tgl
21-05-1992 dan No.
TRK/301/D/05/92 tgl 21-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

46. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/302/D/05/92 tgl
21-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

47. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/343/D/05/92 tgl
26-05-1992 dan No.
TRK/344/D/05/92 tgl 26-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

48. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/023/D/06/92 tgl
01-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

49. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/022/D/06/92 tgl
01-06-1992 dan No.
TRK/021/D/06/92 tgl 01-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

50. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/164/D/06/92 tgl
12-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

51. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/108/D/06/92 tgl
08-06-1992 dan No.
TRK/109/D/06/92 tgl  08-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

Hal. 105 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 105
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52. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/220/D/06/92 tgl
16-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

53. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/226/D/06/92 tgl
16-06-1992, No. TRK/222/D/06/92
tgl 16-06-1992 dan No.
TRK/224/D/06/92 tgl 16-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

54. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/313/D/06/92 tgl
22-06-1992, No. TRK/315/D/06/92
tgl 22-06-1992 dan No.
TRK/314/D/06/92 tgl 22-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

55. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/387/D/06/92 tgl
26-06-1992, No. TRK/391/D/06/92
tgl 26-06-1992 dan No.
TRK/389/D/06/92 tgl  26-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

56. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/392/D/06/92 tgl
26-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

57. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/397/D/06/92 tgl
26-06-1992 dan No.
TRK/395/D/06/92 tgl  26-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

58. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/428/D/06/92 tgl
30-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

59. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/181/D/07/92 tgl
01-07-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

60. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/243/D/07/92 tgl
16-07-1992 dan No.
TRK/245/D/07/92 tgl 16-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

61. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/316/D/07/92 tgl
20-07-1992 dan No.
TRK/317/D/07/92 tgl 20-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

Hal. 106 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 106
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62. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/385/D/07/92 tgl
24-07-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

63. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/492/D/07/92 tgl
31-07-1992 dan No.
TRK/493/D/07/92 tgl 31-07-1992]
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

64. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/430/D/07/92 tgl
29-07-1992 dan No.
TRK/429/D/07/92 tgl 291-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

65. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/494/D/07/92 tgl
31-07-1992, No. TRK/496/D/07/92
tgl 31-07-1992 dan No.
TRK/495/D/07/92 tgl 31-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

66. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/224/D/08/92 tgl
01-08-1992 dan No.
TRK/023/D/08/92 tgl 01-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

67. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/204/D/08/92 tgl
13-08-1992 dan No.
TRK/207/D/08/92 tgl  13-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

68. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/205/D/08/92 tgl
13-08-1992 dan No.
TRK/206/D/08/92 tgl  13-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

69. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/228/D/08/92 tgl
14-08-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

70. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/274/D/08/92 tgl
18-08-1992, No. TRK/275/D/08/92
tgl 18-08-1992 dan No.
TRK/276/D/08/92 tgl 18-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

Hal. 107 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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71. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/380/D/08/92 tgl
24-08-1992, No. TRK/379/D/08/92
tgl 24-08-1992 dan No.
TRK/381/D/08/92 tgl 01-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

72. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/429/D/08/92 tgl
26-08-1992, No. TRK/430/D/08/92
tgl 26-08-1992 dan No.
TRK/428/D/08/92 tgl 26-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

73. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/427/D/08/92 tgl
26-08-1992 dan No.
TRK/426/D/08/92 tgl  26-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

74. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/017/D/09/92 tgl
01-09-1992 dan No.
TRK/018/D/09/92 tgl 01-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

75. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/171/D/09/92 tgl
10-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004.0 ttg transfer ke APHI

76. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/169/D/09/92 tgl
10-09-1992 dan No.
TRK/170/D/09/92 tgl  10-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

77. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/172/D/09/92 tgl
10-09-1992, No. TRK/072/D/09/92
tgl 04-09-1992 dan No.
TRK/071/D/09/92 tgl 04-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

78. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/367/D/09/92 tgl
21-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001 ttg transfer ke APHI

79. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/368/D/09/92 tgl
21-09-1992 dan No.
TRK/325/D/09/92 tgl  18-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001 ttg
transfer ke APHI

Hal. 108 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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80. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/429/D/09/92 tgl
24-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004.0 ttg transfer ke APHI

81. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/416/D/09/92 tgl
23-09-1992 dan No.
TRK/417/D/09/92 tgl  23-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

82. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/415/D/09/92 tgl
23-09-1992 dan No.
TRK/414/D/09/92 tgl  23-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

83. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/513/D/09/92 tgl
30-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

84. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V012/D/10/92 tgl
06-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

85. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V013/D/10/92 tgl
06-10-1992 dan No.
TRK/V016/D/10/92 tgl 06-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

86. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V014/D/10/92 tgl
06-10-1992 dan No.
TRK/V015/D/10/92 tgl 06-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

87. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V033/D/10/92 tgl
10-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

88. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V032/D/10/92 tgl
10-10-1992 dan No.
TRK/V031/D/10/92 tgl 10-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

89. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V049/D/10/92 tgl
15-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

Hal. 109 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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90. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V048/D/10/92 tgl
15-10-1992 dan No.
TRK/V047/D/10/92 tgl 15-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

91. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V073/D/10/92 tgl
23-10-1992 dan No.
TRK/V070/D/10/92 tgl 23-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

92. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V071/D/10/92 tgl
23-10-1992 dan No.
TRK/V072/D/10/92 tgl 23-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

93. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V095/D/10/92 tgl
30-10-1992 dan No.
TRK/V094/D/10/92 tgl 30-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

94. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V093/D/10/92 tgl
30-10-1992 dan No.
TRK/V092/D/10/92 tgl 30-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

95. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V009/D/11/92 tgl
07-11-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

96. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V031/D/11/92 tgl
10-11-1992 Rek. Giro No. 211-62-
0001.1 dan No. TRK/167/D/11/92
tgl  11-11-1992Rek. Giro  No.
211.31.0004.0 atas ttg transfer ke
APHI

97. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V019/D/11/92 tgl
09-11-1992 dan No.
TRK/V022/D/11/92 tgl 09-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

98. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V033/D/11/92 tgl
10-11-1992 dan No.
TRK/V032/D/11/92 tgl 10-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

99. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V017/D/11/92 tgl
09-11-1992 dan No.
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TRK/V020/D/11/92 tgl 09-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

100. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V013/D/11/92 tgl
13-11-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

101. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V051/D/11/92 tgl
17-11-1992 dan No.
TRK/V052/D/11/92 tgl 17-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

102. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V059/D/11/92 tgl
19-11-1992 dan No.
TRK/V060/D/11/92 tgl 19-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

103. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V078/D/11/92 tgl
25-11-1992 dan No.
TRK/V079/D/11/92 tgl 25-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

104. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V076/D/11/92 tgl
25-11-1992 dan No.
TRK/V077/D/11/92 tgl 25-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

2) Penyitaan dari PT. Inhutani Il :

No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Surat Kabag Akutansi kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Direktur Utama tentang pembayaran
yang telah dilaksanakan PT.
Inhutani Il dalam pengadaan potret
udara di PLT dan Snk oleh APHI tgl

27-10-2000.

2. Bukti Pengeluaran Kas/Bank No. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
03030 tgl 03-03-1993

3. Nota Pemindah Bukuan kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

BDN Jakarta Gedung Manggala
Wanabhakti tgl. 03-03-1993.

4. Surat PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
Pimpinan PT. BDN Cab. Gdg Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti
No. 0350/P/1993 tgl 26-02-1993
perihal Pengadaan Potret Udara

pada Areal PT. |Inhutani Il di
Kalimantan Selatan
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Penafsiran Potret Udara P. Luat dan
Senakin di APHI tgl Pebruari 1993
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6. Surat Ketua Team Pengadaan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Barang kepada Direktur Utama PT.
Inhutani Il tgl 12-02-1993

7. Addendum Surat Perjanjian Kerja | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
antara PT. Inhutani Il dengan APHI
tentang Potret Udara.

8. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan | 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir
Potret Udara di P. Laut dan Senakin
Kalsel No. 0492/SPK/1992 tgl 02-

04-1992

9. Addendum Surat Perjanjian Kerja | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
antara PT. Inhutani Il dengan APHI
tentang Potret Udara No.
0355/SK/1993 tgl 26-02-1993.

10. Nota Pemndah Bukuan tgl 28-12- | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
1994 kepada BDN Cab. Gdg. Pusat
Kehutanan

11. Surat PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir

Pimpinan PT. BDN Cab. Gdg Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti
No. 2035/P/1994 tgl 28-12-1994
perihal Pengadaan Potret Udara

pada Areal PT. |Inhutani Il di
Kalimantan Selatan
12. Memo dari Dir. Produksi kepada Dir, | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Keuangan tgl 25-04-1994 perihal
Tagihan Dana Inventarisasi Hutan/
luran potret udara.

13. Nota Pemindah Bukuan tgl 03-06- | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
1996 kepada PT. BDN Khutanan
PT. Inhutani Il kepada APHI

14. Surat Direksi PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
PT. Bank BDN Cab. Kehutanan No.
0772/P/1996 tgl 3-06-1996 perihal
Pembayaran tahap ke \Y,
(pelunasan) Pengdaan Potret Udara
padaAreal PT. Inhutani Il di Kalsel
15. Surat Direksi PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
PT. Bank BDN Cab. Kehutanan No.
0350/P/1993 tgl 26-02-1993 perihal
Pengadaan Potret Udara pada areal
PT. Inhutani Il di Kalsel

16. Nota Pemindah bukuan kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Bank BDN Gedung Pudat
Kehutanan tanggal 28-12-1994

17. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6869/NPPWE tgl 24-11-
1989

18. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6993/NPPWE tgl 28-12-
1989

19. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6994/NPPWE tgl 28-12-
1989

20. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/7050/NPPWE tgl 04-01-
1990

21. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/7051/NPPWE tgl 05-01-
1990
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22. luran APHI Tahun 1988 s/d 1992 | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kantor Unit Usaha Kalsel tgl 17-02-
1993

23. Hasil Rekapitulasi APHI dengan PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Inhutani Il Tahun 1988/1989 s/d
1992

24. luran Wajib BPB : ISA PT. Inhutani | 10 (sepuluh) lembar | Fotocopy
I tgl 03-01-1989 s/d 29-06-1993
25. Surat Kuasa Pemotongan luran | 2 (dua) lembar Fotocopy
Wajib Untuk Beaya Investarisasi
dan Pembinaan Hutan No.
1611/P/1988 tanggal 2 Nopember
1988.

3). Penyitaan dari Angga Adi Prabawa :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Bukti penerimaan APHI No. 1.14- [ 01 lembar Copy

10.1301 tanggal 04 Oktober 2001
sebesar Rp.1.300.000.000,- untuk
pengembalian pinjaman sementara.
2. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 75,000 untuk pengembalian
sebagian pokok pinjaman PT. BPP
(thp 2), yang ditandatangani oleh Evi
S. Said, SE.

3. Kwitansi tanggal 09 Oktober 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 150,000 untuk pengembalian
sebagian pokok pinjaman PT. BPP,
yang ditandatangani oleh Evi S.
Said, SE.

4. Kwitansi tanggal 31 Oktober 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 9,500 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai

surat APHI No.758A/Keu-
APHI/Pusat/1101 yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
5. Kwitansi tanggal 26 Juli 2001 | 01 lembar Copy

tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 6,600 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. Bangun
Prajanusa Persada sesuai surat
APHI  No.483/Keu-APHI/Pusat/0701
yang ditandatangani oleh Evi S.
Said, SE.

6. Kwitansi tanggal 31 Agustus 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 6,808,33 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat APHI No.564/Keu-
APHI/Pusat/0801 yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
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7. Kwitansi tanggal 05 Oktober 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 13,450 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat APHI No.683/Keu-
APHI/Pusat/0901 dan No.709A/Keu-
APHI/Pusat/1001, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
8. Kwitansi tanggal 26 Pebruari 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 8,045,83 untuk pembayaran
bunga pinjaman tahap | untuk
periode Pebruari 2002-Maret 2002
sebesar US$ 5,441.67 dan bunga
pinjaman tahap Il untuk periode
Januari 2002-Pebruari 2002 sebesar
US$ 2,604.17, yang ditandatangani
oleh Evi S. Said, SE.

9. Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2003 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 18,010.42 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat tagihan APHI No.985/Keu-
APHI/Pusat/1202 dan No.030A/Keu-
APHI/Pusat/0103, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.

10. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 10,104.17 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat tagihan APHI No.907A/Keu-

APHI/Pusat/1002, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas | 17 lembar Copy

PT. Bangun Prajanusa Persada No.
11 tanggal 9 Juni 1997, Notaris Ny.
Asmara Noer, SH di Jakarta.

12. Akta Risalah Rapat PT. Bangun | 05 lembar Copy
Prajanusa Persada No. 106 tanggal
27 April 2001 (Salinan), Notaris H.M.
Afdal Gazali, SH di Jakarta.

13. Akta Berita Acara Rapat (PT. Wana | 06 lembar Copy
Rimba Kencana) No. 4 tanggal 11
September 2003, Notaris Herl|ﬂna
Pakpahan, SH di Jakarta.

4). Penyitaan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta

Barat :
No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KET
1 2 3 4
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1. Buku Tanah HM. No. 435/Jembatan | 01 eksemplar Asli
Lima, luas 2.957 M2, surat ukur No.
49/2000 tanggal 16-10-2000 terletak
di Jalan Sawah Lio IV Kelurahan
Jembatan Lima Kecamatan Tambora
Wilayah Jakarta Barat atas nama :
Drs. Pradono Dirdjo Pranoto

2. Buku Tanah HM. No. 436/Jembatan | 01 eksemplar Asli
Lima, luas 4.094 M2 (telah dipisah
menjadi 19 sertifikat), surat ukur
tanggal 16-10-2000 No. 48/2000
dengan pemecahan sebagai berikut :

1. HM. 585/Jembatan Lima, luas 51 | 01 eksemplar Asli
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto.

2. HM. 586/Jembatan Lima, luas 119 | 01 eksemplar Asli

M2 diterbitkan tanggal 06-10-2003

a.n. Drs. Pradono Dirdjo Pranoto.

- Pada tanggal 28-05-2004 dibalik | 01 eksemplar Asli
nama Ny. Merie Hie (Merry Hie)
berdasarkan Akte Jual Beli
PPAT Linggo Darsono, SH tgl
13-5-2004 No. 57/2004.

- HM No. 577/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003 a.n.
Pradono Dirdjo Pranoto padatgl
28-5-2004, dibalik nama kepada
Ny. Mery Hie (Merry Hie)
berdasarkan Akte Jual Beli
PPAT Linggo Darsono, SH tgl
13-5-2004 No. 56/2004..

- HM. 578/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 80
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 579/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 41
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 580/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 43
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 581/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 90
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 582/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 44
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 583/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 49
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 584/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 46
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 587/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 72
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..
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- HM. 585/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 32
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 589/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 34
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 590/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 26
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 591/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 19
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 592/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 19
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 593/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 61
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 594/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 71
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 595/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 44
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

3. HM. 512/Jembatan Lima, luas 1.990 | 01 eksemplar Asli

M2 a.n. Hermanto.

5). Penyitaan dari Dadang Sukandar :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Surat Perjanjian Hutang Piutang | 02 lembar Asli

antara H. Dadang Sukandar (Pihak
Pertama) dengan M. Zein P.
Hutagaol (Pihak Kedua) tanggal 9
April 1999.

2. Kwitansi tanda terima uang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah tanggal 6
Desember 1999 sebesar
Rp.1.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 1).

3. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah tanggal 7
Desember 1999 sebesar
Rp.2.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 2).
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4. Kwitansi tanda terima uang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 10
Desember 1999 sebesar
Rp.2.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 3).

5. Kwitansi tanda terima uang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 13
Desember 1999 sebesar
Rp.1.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 4).

6. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 20
Desember 1999 sebesar
Rp.2.100.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 5).

7. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 22
Desember 1999 sebesar
Rp.2.300.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 6).

6). Penyitaan dari Muhammad Zain Parluhutan Hutagaol :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Surat Perjanjian Hutang Piutang | 02 lembar Asli

antara H. Dadang Sukandar (Pihak
Pertama) dengan M. Zein P.
Hutagaol (Pihak Kedua) tanggal 9
April 1999.

2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar tanggal 20
November 1999.

3. Kwitansi tanda terima uang dari M. | 01 lembar Asli
Zein P. Hutagaol tanggal 20 April
1999 sebesar Rp.5.000.000.000,-
yang diterima oleh Dadang
Sukandar.

4. Kwitansi tanda terima uang dari M. [ 01 lembar Asli
Zein P. Hutagaol tanggal 27 April
1999 sebesar Rp.5.000.000.000,-
yang diterima oleh Dadang
Sukandar.

7). Penyitaan dari Tonny Sukanta :
1. Kwitansitanggal 22 Nopember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- untuk sumbangan
pembangunan Mesjid, yang ditandatangani Tonny Sukanta.
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2. Kwitansi tanggal 9 Desember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.125.000.000,- untuk sumbangan

pembangunan Mesjid Al-Hidayah, yang ditandatangani Tonny Sukanta.

3. Kwitansitanggal 28 Desember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,- untuk sumbangan
pembangunan Mesjid, yang ditandatangani Tonny Sukanta.

8. Penyitaan dari Departemen Kehutanan (Drs. Akmal Hasan, Msi) :

1. 1 (satu) lembar copy surat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia kepada
Ir. Soebagjo Hadisepoetro No. 231/APHI/Pusat/0798 tanggal 01 Juli 1998
perihal Laporan Progres Pekerjaan Pemotretan Udara, Pemetaan
Vegetasi, Pemetaan Garis Bentuk, Pembuatan Uncontrolled Mosaic dan
Pemeriksaan Lapangan Areal Hak Pengusahaan Hutan vyang
ditandatangani oleh A. Tjipto Wignjoprajitno selaku Ketua Eksekutif APHI
beserta 18 (delapan belas) lembar lampirannya ..

2. 1 (satu) lembar copy surat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesiakepada
Ir. Rodjai (Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan
Perkebunan) No. 463/APHI/Pusat/0699 tanggal 25 Juni 1999 perihal
Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemotretan Udara, Pembuatan Mosaic,
Pemetaan Garis Bentuk, Pemetaan Vegetasi dan Pemeriksaan Lapangan
Areal Hak Pengusahaan Hutan yang ditandatangani oleh Ir. Hendro
Prastowo selaku Sekretaris Jenderal APHI beserta 12 (dua belas) lembar

lampirannya.

9). Penyitaan dari Djoko Sumarno:
1. Kwitansi tanggal 5 Juli 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- bantuan untuk
renovasi mesjid, yang ditandatangani Djoko Sumarno.

2. Kwitansi tanggal 2 Agustus 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- bantuan untuk
renovasi mesjid, yang ditandatangani Djoko Sumarno.

10). Penyitaan dari ADDAM :
1. Kwitansi tanggal 23 Agustus 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan mesjid yang ditandatangani Addam.
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2. Kwitansi tanggal 29 September 1999 tentang Penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,00
untuk sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani oleh
Addam.

3. Kwitansi tanggal 28 Desember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandangani Addam.

11). Penyitaan dari DJuandi :

1. Kwitansi tanggal 4 Oktober 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani Djuandi.

2. Kwitansi tanggal 08 Nopember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.125.000.000,00
untuk sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani
Djuandi.

3. Kwitansi tanggal 22 Desember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.50.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani Djuandi.

12). Penyitaan dari Drs. Sudradjat Djaya Pertjunda :

1. Asli Surat Perjanjian pemberian dana untuk kegiatan Sosial dalam
rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dari Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) sebesar Rp.4.000.000.000,00
(empat milyar rupiah) tanggal 6 Januari 2000.

2. Asli Surat Pembatalan Pasal 4 Surat Perjanjian tanggal 6 Januari
2000.

3. Asli Surat Pembatalan perjanjian tanggal 6 Maret 2000 untuk
mengembalikan dana abadi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah) tanggal 6 Maret 2000.

13). Penyitaan dari FARIED AMIR :

No. | Jenis Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir

dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0036986 tanggal 26—
06 — 1996.

2. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi [ 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No.0036957 tanggal 18-
06 — 1996 dan No. 003974 tanggal2l—
06— 1996.
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3. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No.0036954 tanggal 14—
06-1996 dan No. 0036955 tanggal 14—
06- 1996.

4. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. I[TCI
kepada APHI No. 0038306 tanggal 17-
08-1996 dan No0.0037653 tanggal 01-
07-1996.

5. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0038296 tanggal 26-
08-1996 dan No. 0038273 tanggal 20-
08-1996.

6. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0038206 tanggal 02-
08-1996 dan No. 0038232 tanggal 09-
08-1996.

7. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No0.0038204 tanggal 02-
08-1996 dan No. 0038205 tangga 02-
08-1996.

8. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0037716 tanggal 18-
07-1996 dan No. 0037714 tanggal 17-
07-1996.

9. Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0038331 tanggal 30-
08-1996 dan No. 0038474 tanggal 20-
08-1996

10 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0041011 tanggal 28-
12-1996

11 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0040957 tanggal 13-
12-1996 dan No. 0041010 Tanggal 28-
12-1996.

12 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0040940 tanggal 06-
12-1996 dan No. 0040951 tanggal 11-
12-1996.

13 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0040934 tanggal 04-
12-1996 dan 0040935tnaggal 04-12-
1996

14 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0042033 tanggal 05-
05-1997 dan No. 0042079 tanggal 26-
02-1997.

15 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0041938 tanggal 25-
01-1997 dan No. 0041955 tanggal 30-
januari 1997.
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16 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No0.0041872 tanggal 07-
01-1997 dan No. 0041931 tanggal 23-
01-1997.

17 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0049113 tanggal 14-
12-1997 dan No0.0043256 tanggal 11-
04-1997.

18 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0042490 tanggal 05-
03-1997 dan No0.0042583 tanggal 21-
03-1997.

19 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0043311 tanggal 23-
04-1997 dan No. 0043264 tanggal 29-
04-1997.

20 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0047632tanggal 08-
10-1997 dan No0.0047618 tanggal 30-
09-1997.

21 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0047351 tanggal 10-
09-1997 dan No. 0048038 tanggal 17-
10-1997.

22 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0050462 tanggall3-
01-1998.

23 Bukti pembayaran Dana Inventarisasi | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
dan Pembinaan Hukum PT. [TCI
kepada APHI No. 0050890 tanggal 18-
05-1998 dan No. 0050885 tanggal 20-
04-1998.

14). Penyitaan dariNANA SUPARNA:

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir

Umum BBD No. 057/20/094/89/6011
tanggal 26-01-1995 kepada Rekg APHI.
No. Rekg. 094014-04022 jumlah USD
1,738.96.

2. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6026
tanggal 03-03-1995kepada Rekg APHI.
No. Rekg. 094014-04022 jumlah USD
1,913.78.

3. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6045
tanggal 13-02-1995 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,199.77.

4. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6049
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tanggal 20-02-1995 kepada Rekg APHI.
No. Rekg. 094014-04022 jumlah USD
5,5659.72.

5. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6052
tanggal 22-02-1995 kepada Rekg APHI.
No. Rekg. 094014-04022 jumlah USD
1,999.62.

6. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6080
tanggal 09-03-1995 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,208.56.

7. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6093
tanggal 20-03-1995 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,600.41

8. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6109
tanggal 28-03-1995 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD2,035.75.

9. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6120
tanggal 03-04-1995 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,339.20.

10 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/6144
tanggal 20-04-1995 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,111.83.

11 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7386
tanggal 20-02-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,099.39.

12 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7402
tanggal 25-02-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD1,598.34.

13 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7403
tanggal 25-02-1995 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,7399947.

14 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7406
tanggal 27-02-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,90.69.

15 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7419
tanggal 04-03-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,598.34.

16 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7428
tanggal 06-03-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,499.28.

17 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7448
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tanggal 20-03-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,399.54.

18 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7460
tanggal 24-03-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 3,765.68.

19 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7465
tanggal 27-03-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,999.62.

20 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7481
tanggal 03-04-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,520.88.

21 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7493
tanggal 10-04-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,488.14.

22 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7907
tanggal 18-09-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,400.43.

23 | Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/7997
tanggal 13-10-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,499.55.

24 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/8014
tanggal 16-10-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 4,982.10.

25 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/8015
tanggal 16-10-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,492.78.

26 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/8046
tanggal 04-11-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD4,138.20.

27 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/8045
tanggal 04-11-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 3,959.96.

28 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/8103
tanggal 02-12-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,307.64.

29 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/8142
tanggal 24-12-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 2,503.02.

30 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No. 057/20/094/89/8140
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tanggal 24-12-1997 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 602.06.

31 Nota Pemindahan Bukuan Devisa
Umum BBD No. 057/20/094/89/8163
tanggal 07-01-1998 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,204.11.

32 Nota Pemindahan Bukuan Devisa
Umum BBD No. 057/20/094/89/8169
tanggal 09-01-1998 kepada Rekg
APHI. No. Rekg. 094014-04022 jumlah
USD 1,999.86.

01 Lembar Fotocopy Legalisir

01 Lembar Fotocopy Legalisir

15). Penyitaan dari Ir.IMAM HERMAIN AZIZ :

No. | Jenis Dokumen Jumlah BESARNYA Keterangan
(US$)

1. 05889.4400.094 APHI 12.255.67 Foto Copy Legalisir
14-10-1992 (0940014-04022)

2. 05889.4578.094 APHI 3.745,20 Foto Copy Legalisir
28-12-1992 (0940014-04022)

3. 05889.4433.094 APHI 4.017,14 Foto Copy Legalisir
23-10-1992 (0940014-04022)

4. 05889.4471.094 APHI 2.334,48 Foto Copy Legalisir
11-11-1992 (0940014-04022)

5. 05889.4457.094 APHI 3.251,64 Foto Copy Legalisir
11-11-1992 (0940014-04022)

6. 05889.4495.094 APHI 2.786,40 Foto Copy Legalisir
10-11-1992 (0940014-04022)

7. 05889.4531.094 APHI 6.027,52 Foto Copy Legalisir
20-11-1992 (0940014-04022)

8. 05889.4565.094 APHI 2.703,65 Foto Copy Legalisir
28-11-1992 (0940014-04022)

9. 05889.4550.094 APHI 8.785,70 Foto Copy Legalisir
26-11-1992 (0940014-04022)

10 05889.4433.094 APHI 5.488,97 Foto Copy Legalisir
11-12-1992 (0940014-04022)

16). Penyitaan dari KONSTAN :

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. Memo dari Ir. Adiwarsita Adinegoro (Ketua | 01 lembar Copy
Umum APHI) kepada Zain Mansyhur tanggal 25
Pebruari 1999 “Mohon siapakan dana sebesar
Rp. 725.000.000,- untuk bantuan ke DPRD-
berupa mobil

2. Bilyet giro PT. Bank Dagang Negara (Persero) | 01 lembar Copy
Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No.GW.
492026 tanggal 25 Pebruari 1999 sebesar Rp.
725.00.00,- yang ditandatangani oleh
Ir. Adiwarsita Adinegoro dan H. Zain Mansyhur.

3. Kwitansi tanda terima dari APHI tanggal 25 | 01 lembar Copy
Pebruari 1999 yang ditandatangani oleh H. Zain
Mansyhur sebesar Rp. 725.000.000,- sebagai
uang muka untuk pembelian mobil untuk DPR.

4. Bukti pengeluaran APHI tanggal 01 Maret 1999 | 01 lembar Copy
denga sesuain dengan Bilyet giro No. GW.
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492026 sebesar Rp. 725.000.000,- dengan
penjelasan sebagai Bantuan mobil untuk DPR

5. Surat Perjanjian Kerja No. | 02 lembar Copy
055A/APHI/Pusat/0200 tanggal 21Pebruari 2000
antara Ir. Adiwarsita Adinegoro ( ketua umum
APHI ) sebagai Pihak Pertama dengan Dr.Ir.T.
Likman Aziz,MSc (Kepala Laboratorium
Pengolahan Citra dan Sistem Informasi Spasial
ITB ) sebagai Pihak kedua untuk melakukan
Photo Udara hasil pekerjaan PT. Mapindo
Parama.

6. Anggaran Biaya Pemeriksaan Photo Udara [ 01 lembar Copy
Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dibuat
oleh Laboratorium Penolahan Citra dan Sistem
Informasi Speksial Institut Teknologi Bandung
serta ditandatangani oleh Dr.Ir.T. Lukman Aziz,
MSc.

7. Surat dari Dr. Bobby Santoso D kepada Ir. | 01 lembar Copy
Adirwasita Adinegoro ( ketua APHI ) tanggal 21
Mei 2000 tentang usulan tahapan pembayaran
Invoice jasa pemeriksaan data Photo Udara dan
Pemetaan Hutan Lindung.

8. Syrat yang ditandatangani oleh Ir.Bobby Santoso | 02 lembar Copy
D ( Prajak Manager ) dan Enrico Clerici (
Tekhnical Consultant ) kepada Mr. Adiwarsito
Adinegoro ( Presiden of Association of
Indonesian Forest Concession Holders ) tanggal
14 Juni 2000 perihal Asssment of mamping work
of PT. Mapindo Parama.

9. Tanda terima uang dari APHI sejumlah US$ | 01 lembar Copy
1,474,726.00 tanggal 18 Desember 2000 yang
dtandatangani oleh Dr.Ir. Lukman Aziz, MSc
untuk biaya pemeriksaan photo udara hutan
produksi dan hutan lindung sesuai dengan
perjanjian kerja dengan Laboratorium dengan
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI )
tanggal 21 Pebruari 2000

10 Purchase Record Travellers Chaques tanggal 25 | 01 lembar Copy
September 2000 sebedar USD 290,000.00 tujuan
9194414 9 999 |, BANK MANDIRI HO
OPERATIONAL - REMTTANCE, 9 th FL.
MANDIRI. JL.JEND.GATOT SUBROTO, KAV .
36-38 JAKARTA INDONESIA 12190, oleh
Purchaser name APHI.

11 | Citicorp Purchase Agreement Traveler Cheque | 01 Copy
sebesar USD 190,000.00 dengan tujuan : SOLD
BY : PT. BANK MANDIRI (PERSERO),PLASA
MANDIRI 9 ™ FLOOR, JL.END.GATOT
SUBROTO KAV . 36- 38 JAKARTA
12190,972985 Oleh Purchaser ‘ name: APHI
Jakarta Indonesia

12 | Citicorp Purchase Agreement Traveler Cheque | 01 Copy
sebesar USD 194,000.00 dengan tujuan : SOLD
BY : PT. BANK MANDIRI (PERSERO),PLASA
MANDIRI 9 th FLOOR, JL.END.GATOT |leémbar
SUBROTO KAV . 36- 38 JAKARTA
12190,972985 Oleh Purchaser ‘ name: APHI
Jakarta Indonesia

13 Nota Pembelian / Penjualan Valuta Asing tanggal | 01 lembar Copy
29 Sebtember 2000 sebesar USD 26,22 (Rp.
229.450,-) dari APHI .

lembar

17.1). Penyitaan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) :
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A. Lampiran | :

No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1. Ledger APHI Tahun 1999 01 buku Asli

2. Ledger APHI Tahun 2000 01 buku Asli

3. Ledger APHI Tahun 2001 01 buku Asli

4. Ledger APHI Tahun 2002 01 buku Asli

5. Ledger APHI Tahun 2003 01 buku Asli

6. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-03.10001 tanggal | 01 lembar Asli
29 Maret 2001 tentang Pengeluaran cek
No.CL.501769.

7. Memo Ir. Adiwarsita Adinegoro tanggal 28 Maret | 01 lembar Asli
2001 kepada Kasir untuk menyiapkan dana
sebesar Rp.500.000.000, - sebagai biaya
pengembangan.

8. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-05.6902 tanggal | 01 lembar Asli
29 Mei 2002 untuk pengeluaran  cek
No.CR.348311 tentang Kado pernikahan

9. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.8302 tanggal | 01 lembar Asli
20Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek No.
CN.308179 tentang Permohonan biaya
keringanan pajak sebesar Rp.800.000.000, -

10. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.7302 tanggal [ 01 lembar Asli
25 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308180 tentang Biaya keringanan pajak
sebesar Rp.1.300.000.000,-

11. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.0702 tanggal | 01 lembar Asli
01 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.307000 tentang Beban pengurusan pajak
sebesar Rp.1.700.000.000,-

12 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.0502 tanggal 01 lembar Asli
01 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308151 tentang Beban pengurusan pajak
sebesar Rp.300.000.000,-

13 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.5302 tanggal | 01 lembar Asli
18 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308174 tentang Biaya pengurusan SKB
Menteri sebesar Rp.525.000.000,-

14 | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro (mengetahui [ 01 lembar Asli
Yusran Sharif/M.Zain) kepada Yusran Sharif dan
Zain Masyhur tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar
Rp.525.000.000,0 untuk pengurusan SKB 2
Menteri menjadi Keppres No. 1132/KPTS-II/2001
dan 292/MPP/Kep/10/2001.

15. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.131-06.0402 tanggal | 01 lembar Asli
07 Juni 2002 untuk pengeluaran cek CH.878180
tentang Biaya kasasi potret udara sebesar
Rp.100.000.000,-

16 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar | 01 lembar Asli
Rp.100.000.000,- tanggal Juni 2002 yang
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ditandatangani Robert Sianturi.

17 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-05.6002 tanggal | 01 lembar Asli
27 Mei 2002 untuk pengeluaran cek CR.348312
tentang Pertisipasi APHI dalam Rakernas |l
Apkasi tanggal 29-30 Mei 2002 sebesar
Rp.105.000.000,-

18 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar [ 01 lembar Asli
Rp.105.000.000,- tanggal 27 Mei 2002 untuk
pembayaran sponsorship Rakernas Il Apkasi 29-
30 Mei 2000.

19 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.4902 tanggal | 01 lembar Asli
15 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308163 tentang Bantuan beli mobil dalam
rangka meningkatkan keamanan Jakarta sebesar
Rp.675.000.000,-

20 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar | 01 lembar Asli
Rp.675.000.000,- tanggal 14 Pebruari 2002 untuk
bantuan pembelian kendaraan dalam rangka
meningkatkan keamanan Jakarta, yang
ditandatangani Ir. Zulkarnaen.

21 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro (mengetahui [ 01 lembar Copy
Yusran Sharif) kepada Yusran Sharif tanggal 13
Pebruari 2002 untuk membantu keamanan
Jakarta sebesar Rp.675.000.000, -

22 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.7501 tanggal | 01 lembar Asli
30 Januari 2001 untuk pengeluaran cek
CH.878560 tentang untuk entertain sebesar
Rp.300.000.000,-

23 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 30 Januari 2001 untuk entertain sebesar
Rp.300.000.000.-

24 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-12.9400 tanggal | 01 lembar Asli
18 Desember 2000 untuk pengeluaran cek
GF.342135 untuk sumbangan sebesar
Rp.35.000.000,-

25 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 15 Desember 2000 untuk sumbangan
RSUD Pelabuhan Ratu Sukabumi sebesar
Rp.35.000.000,-

26 | Formulir Transfer Bank Mandiri dari APHI kepada | 01 lembar Asli
Yayasan Putra Harapan Bangsa sebesar
Rp.35.000.000,- tanggal 18 Desember 2000.

27 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada kasir | 01 lembar Asli
tanggal 09 Oktober 2000 untuk sumbangan
pembuatan RSUD Pelabuhan Ratu sebesar
Rp.75.000.000,-

28 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-10.3200 tanggal | 01 lembar Asli
11 Oktober 2000 untuk pengeluaran cek
CF.090467 tentang sumbangan sebesar
Rp.75.000.000,-

29 [ Formulir Transfer Bank Mandiri dari APHI kepada | 01 lembar Asli
Yayasan Putra Harapan Bangsa sebesar
Rp.75.000.000,- tanggal 11 Oktober 2000.
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30 | Tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- dari [ 01 lembar Asli
APHI kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa
Pelabuhan Ratu tanggal 15 Oktober 2000.

31 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-09.1200 tanggal | 01 lembar Asli
05 September 2000 untuk pengeluaran cek
GB.109356 tentang bantuan renovasi Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelabuhan Ratu
sebesar Rp.325.000.000,-

32 | Tanda terima uang sebesar Rp.325.000.000,- dari | 01 lembar Asli
APHI untuk bantuan pembangunan RSUD
Pelabuhan Ratu, Sukabumi tanggal 07 September
2000 yang ditandatangani Lili Suhaeli.

33 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.0200 tanggal | 01 lembar Asli
09 Juni 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.801632 tentang bantuan pembangunan
gedung SLB sebesar Rp.15.000.000,-

34 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 02 Juni 2000 untuk bantuan
pembangunan gedung SLB sebesar
Rp..15.000.000,-

35 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Copy
tanggal 24 Juli 2000 untuk pembangunan gedung
SLB sebesar Rp.265.000.000,-

36 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-07.7100 tanggal | 01 lembar Asli
28 Juli 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.803208 tentang bantuan pembangunan
gedung SLB sebesar Rp.265.000.000, -

37. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-08.2399 tanggal | 01 lembar Asli
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No. CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN sebesar Rp.125.000.000, -

38 | Memo H. Zain Masyhur kepada Evi tanggal 18 | 01 lembar Asli
Agustus 1999 sebesar Rp.250.000.000,-

39 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-08.2399 tanggal | 01 lembar Copy
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No.CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN masing-masing cek sebesar
Rp.125.000.000,- total Rp.250.000.000,-

40 | Tanda terima uang dari APHI kepada HKSN | 01 lembar Asli
No.016/HKSN/99 tanggal 18 Agustus 1999 untuk
sumbangan dana social sebesar
Rp.125.000.000,-

41 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-08.3299 tanggal | 01 lembar Asli
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No. CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN sebesar Rp.125.000.000, -

42 | Tanda terima uang dari APHI kepada Ketua [ 01 lembar Asli
Umum HKSN No.017/HKSN/99 tanggal 18
Agustus 1999 untuk sumbangan dana sosial
sebesar Rp.125.000.000,-

43 | Memo H. Zain Masyhur kepada Kasir tanggal 21 | 01 lembar Asli
September 2000 untuk hadiah pernikahan
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sebesar Rp.75.000.000, -

44 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-09.6500 tanggal | 01 lembar Asli
20 September 2000 untuk pengeluaran cek No.
CF.090454 tentang hadiah pernikahan Feni Riani
Rizal dengan Andie Purwanto Adinegoro sebesar
Rp.75.000.000,-

45 | Memo kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro tanggal 4 | 01 lembar Asli
Juli 2002 untuk pengeluaran dana sebesar
Rp.5.000.000,- sebagai kado ulang tahun Bapak
Dehen Binti ke-70

46 | Kwitansi tanda terima dari APHI tanggal 5 Juli | 01 lembar Asli
2002 sebesar Rp.5.000.000,- untuk kado ultah Bp.
Dehen Binti.

47 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.2402 tanggal | 01 lembar Asli
11 Juni 2002 untuk pengeluaran cek No.
CR.349413 tentang kado pernikahan putri Bp. ES.
Lestuny sebesar Rp.15.000.000,-

48 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.10802 tanggal | 01 lembar Asli
31 Januari 2002 untuk pengeluaran cek No.
CA.306992 tentang penggantian service
kendaraan  Ketua ~Umum  APHI  sebesar
Rp.12.682.000,-

49 | Bukti rincian pembayaran/faktur service mobil [ 01 lembar Asli
(King) No.1025 tanggal 21 Januari 2002 sebesar
Rp.12.682.000,-

50 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-04.2399 tanggal | 01 lembar Asli
8 April 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.716981 tentang bantuan HKSN sebesar
Rp.60.000.000,-

51 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.5199 tanggal | 01 lembar Asli
30 Juni 1999 untuk pengeluaran cek No.
GW.497367 tentang sumbangan kegiatan social
HKSN sebesar Rp.60.000.000,-

52 [ Tanda terima No.0182/V1/99 tanggal 21 Juni 1999 | 01 lembar Asli
dari APHI kepada Ketua Umum HKSN sebesar
Rp.60.000.000,-

53 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0699 tanggal | 01 lembar Asli
Desember 1998 untuk pengeluaran cek No.
GW.492001 tentang partisipasi kegiatan social di
seluruh Indonesia sebesar Rp.50.000.000, -

54 | Disposisi pengeluaran keuangan tanggal 28 | 01 lembar Asli
Desember 1998 untuk partisipasi APHI dalam
kegiatan sosial di seluruh Indonesia sebesar
Rp.50.000.000,-

55 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-11.0999 tanggal | 01 lembar Asli
2 Nopember 1999 untuk pengeluaran cek No.
GW.500104 tentang sumbangan dana
HKSN/malam dana di Hotel Mulia tanggal 12
Oktober 1999 sebesar Rp.200.000.000,-

56 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Evi | 01 lembar Asli
tanggal 25 Oktober 1999 sebesar
Rp.200.000.000,-
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57 | Tanda terima No0.013/HKSN/99 dari APHI uang | 01 lembar Asli
sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal 19 Oktober
1999, yang diterima Ketua Umum HKSN.

58 [ Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 20 | 01 lembar Asli
Desember 2000 dari APHI sebesar
Rp.500.000.000, -

59 [ Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi | 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal 4
Oktober 2001 perihal permohonan pencairan
pinjaman.

60 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Bagian | 01 lembar Copy
Keuangan tanggal 4 Maret 2002.

61 [ Bukti pengeluaran No. Reff.3.JU-03.0101 tanggal | 01 lembar Asli
25 Maret 2002 dibayarkan kepada M.Z. P.
Hutagaol tentang pinjaman sementara sebesar
Rp.2.000.000.000,-

62 | Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi | 01 lembar Asli
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal
15 Agustus 2001 sebesar Rp.2.500.000.000,-

63 [ Memo Zain Masyhur (mengetahui Ir. Adi Warsita | 01 lembar Asli
Adinegoro) kepada Bagian Keuangan tanggal 22
Agustus 2001 untuk menyiapkan dana sebesar
Rp.2.500.000.000,-

64 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-08.8401 tanggal | 01 lembar Asli
24 Agustus 2001 tentang pinjaman sementara
sebesar Rp.2.500.000.000,-

65 [ Memo H. Zain Masyhur (menyetujui) kepada | 01 lembar Copy
Bagian Keuangan tanggal 5 Desember 2000
untuk menyiapkan dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-

66 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-12.4500 tanggal | 01 lembar Asli
07 Desember 2000 untuk dibayarkan kepada M.
Z.P. Hutagaol tentang pinjaman sementara
sebesar Rp.1.000.000.000,-

67 [ Memo H. Zain Masyhur (menyetujui Ir. Adi | 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro) kepada Bagian Keuangan
tanggal 23 Mei 2000 untuk menyiapkan dana
sebesar Rp.1.500.000.000,-

68 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-03.0800 tanggal | 01 lembar Asli
24 Mei 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.193512 untuk dibayarkan kepada M.Z. P.
Hutagaol tentang pinjaman sementara sebesar
Rp.1.500.000.000,-

69 | Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi [ 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal
20 Desember 1999, perihal permohonan
pencairan pinjaman.

70 | Memo dari H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. | 01 lembar Copy
A.Fattah DS, menyetujui Ir. Adi Warsita
Adinegoro) kepada Bagian Keuangan tanggal 18
Januari 2000 untuk menyiapkan dana
Rp.250.000.000,-
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71 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.2600 tanggal | 01 lembar Asli
20 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500146 dibayarkan kepada M.Z.P. Hutagaol
tentang pinjaman sebesar Rp.250.000.000,-

72 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 6 Januari 2000 untuk
menyiapkan dana Rp.500.000.000,-

73 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1800 tanggal | 01 lembar Asli
07 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500150 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.500.000.000,-

74 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 6 Januari 2000 untuk
menyiapkan dana Rp.500.000.000,-

75 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1500 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500148 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pinjaman sebesar
Rp.500.000.000,-

76 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 5 Januari 2000.

77 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1400 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GE.225764 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pinjaman sebesar
Rp.250.000.000,-

78 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 5 Januari 2000.

79 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1300 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500147 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.250.000.000, -

80 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 3 Januari 2000.

81 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0700 tanggal | 01 lembar Asli
05 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500149 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.750.000.000,-

81 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 3 Januari 2000.

82 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0600 tanggal | 01 lembar Asli
05 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.225765 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.250.000.000,-
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83 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui/menyetujui
Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada Bagian
Keuangan tanggal 12 April 1999 untuk
menyiapkan dana sebesar US$ 100,000.

84 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0199 tanggal
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar Rp.865.000.000, -

84 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0799 tanggal
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar US$ 100,000

85 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui/menyetujui
Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada Bagian
Keuangan tanggal 12 April 1999 untuk
menyiapkan dana sebesar US$ 100,000.

86 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0799 tanggal
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar US$ 100,000

87 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Drs. Yusran
Sharif, menyetujui Ir.Adi Warsita Adinegoro dan Ir.
A. Fattah DS) kepada Ketua umum tanggal 28
April 1999 perihal permohonan perubahan
anggaran tahun 1999.

01 lembar

01 lembar

01 lembar

01 lembar

01 lembar

04 lembar

Copy

Asli

Copy

Copy

Asli

Asli

B. Lampiran Il :

No URAIAN DOKUMEN

JUMLAH

KET

1 2

3

4

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.16.04.0799 tgl

14-4-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian

pinjaman) sebesar US $ 100.000

- Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.16.04.0199 tgl
14-4-1999 kepada Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 865.000.000,-

- Memo tgl 12-04-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

- Advis Transaksi Valuta Asing BDN tgl 15-4-
1999 sebesar US $ 100.000

- Kwitansi tgl 13-4-1999 ditanda tangani M. Zein

P. Hutagaol sebesar US $ 100.000

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.10.7899 tgl

11-10-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol

(pemberian pinjaman) sebesar Rp.

2.500.000.000,-

- Bilyet Giro No. GW. 498443 tgl. 11-10-1999
Rp. 2.500.000.000, -

- Memo tgl 08-10-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

- Kwitansi tgl 11-10-1999 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

- Surat tgl 6-10-1999 perihal Permohonan

pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol

kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.04.4499A tgl
29-04-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
5.000.000.000,-

1 (satu) lembar

Asli
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Bilyet Giro No. GW. 496004 tgl. 29-4-1999 Rp.
5.000.000.000,-

Memo tgl 26-4-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 29-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Surat tgl 23-4-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.04.4499 tgl
22-04-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
5.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496003 tgl. 22-4-1999 Rp.
5.000.000.000,-

Memo tgl 15-4-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 22-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Surat tgl 12-4-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.1599 tgl
09-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496028 tgl. 07-06-1999
Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 7-6-1999 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 9-6-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 3-6-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.0299 tgl
01-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496027 tgl. 31-05-1999
Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 27-6-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 30-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.10.12899 tgl
25-10-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 20-10-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 25-10-1999 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-
Surat tgl 6-10-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli

Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.05.5299 tgl
26-6-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 496022 tgl. 24-5-1999 Rp.
2.500.000.000,-

Memo tgl 21-5-1999 dari Bag. Keuangan

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
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kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 26-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.05.3199 tgl
18-5-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 496025 tgl. 17-5-1999 Rp.
2.500.000.000,-

Memo tgl 14-5-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 14-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.1599 tgl
09-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496028 tgl. 07-06-1999
Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 7-6-1999 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 9-6-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 3-6-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

10.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0600 tgl

05-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225765 tgl. 3-1-2000 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 3-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

11.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0700 tgl

05-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
750.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500149 tgl. Jan 2000 Rp.
750.000.000,-

Memo tgl 3-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 750.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

12.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1300 tgl

06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 225765 tgl. Des 1999 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli

Asli
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P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

Fotocopy

13.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1400 tgl

06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 287864gl. Des 1999 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy

14.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1500 tgl

06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 500148 tgl. Des 1999 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy

15.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1800 tgl

07-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500150 tgl. Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 6-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

16.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2600 tgl

20-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 500146 tgl. Jan 2000 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 18-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 20-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

17.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.03.0300 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GE. 228767 tgl. Peb 2000 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 28-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat  tgl 25-12-1999 perihal Permohonan

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

18.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0900 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.500.000.000, -

Memo tgl 1-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

19.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0500 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Memo tgl 28-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

20.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0700 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 600.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 225780 Rp. 600.000.000,-
Memo tgl 3-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 600.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

21.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0800 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 400.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225781 Rp. 400.000.000,-
Memo tgl 3-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 400.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

22.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0900 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Memo tgl 2-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

23.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1100 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

24.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1200 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225772 Peb 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

25.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1300 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225766 Jan 2000 Rp.

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,-

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

26.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1400 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225774 Peb 2000 Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

27.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1800 tgl 7-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225773 Peb 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 7-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli

Asli

28.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2000 tgl 7-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225775 Peb 2000 Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 7-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

29.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2100 tgl 8-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225768 Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 8-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

30.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2200 tgl 8-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 750.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225767 Jan 2000 Rp.
750.000.000, -

Memo tgl 8-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 750.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

31

Bukti Pengeluaran No. Reff. 3.14.02.1270 tgl 8-
12-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 7.000.000.000, -

Memo tgl 10-10-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Surat tgl 5-10-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 16-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 20-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy

Asli

Asli

Asli
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Kwitansi tgl 24-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 24-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 31-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Surat tgl 1-11-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 4-11-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-
Kwitansi tgl 11-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-
Kwitansi tgl 8-11-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 13-11-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 17-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 18-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 20-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 23-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

32.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.12.4500 tgl 7-
12-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000, -

Cek No. CF. 971233 Des 2000 Rp.
1.000.000.000,-

Memo tgl 5-12-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 7-12-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli

Asli

33.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0601 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342114 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

34.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0701 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342115 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

35.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0501 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 250.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342120 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

36.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0901 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342118 Jan 2001 Rp.
500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli
Asli

Fotocopy

37.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1001 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342116  Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

38.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1101 tgl 3-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342111 Des 2000 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy

39

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1201 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342117 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

40.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1701 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 250.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342119 Jan 2001 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

41.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1801 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342112 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

42.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1901 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342113 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

43.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.08.8401 tgl
24-8-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian

1 (satu) lembar

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 22-1-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 24-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

44.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0402 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 200.000.000,-

Memo tgl 2-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-1-200 ditanda tangani M. Zein P.
Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

45.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0502 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

46.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0702 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

47.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0802 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

48.

49.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0902 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1002 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

50.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1102 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

51.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1202 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

52.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1302 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian

1 (satu) lembar

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000, -

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

53.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1402 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

54.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1502 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

55.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1602 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

56.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1702 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

57.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1802 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari Hutagaol kepada Ir.
Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

58.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1902 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopyi

Asli

59.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2102 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopi

Asli

60.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2202 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

61.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2302 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian

1 (satu) lembar

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000, -

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

62.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2402 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

63.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2502 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

64.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2602 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

65.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2702 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

66.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2802 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

67.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2902 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

68.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3002 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

69.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3202 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 200.000.000,-

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 200.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

70.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3302 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
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Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

1 (satu) lembar

Asli

71.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3402 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.050.000.000,-

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.050.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

72.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3502 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 600.000.000,-

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 600.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

73.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3602 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

74.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3702 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

75.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3802 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

76.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.03.0102 tgl
25-3-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Memo tgl 4-3-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 11-10-2001 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-
Surat tgl 4-10-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

17.2). Penyitaan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) :

No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1. Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 152 | 01 eksemplar Asli

tanggal 31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH
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2. Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 153 | 01 eksemplar Asli
tanggal 31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

3. Salinan Pengakuan Hak Hutang No. 154 tanggal | 01 eksemplar Asli
31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

4. Akta Perpanjangan Perjanjian Pengakuan Hutang | 01 eksemplar Asli
No. 5 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Ny. Yati
K. Hermen, SH

5. Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Cessie No. 4 | 01 eksemplar Asli
tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Ny. Yati K.
Hermen, SH

6. Surat Perjanjian Utang Piutang No. 373/Keu-| 03 |embar Asli
APHI/Pusat/0601 tanggal 06 Juni 2001 antara
Robert Sianturi (Pihak 1) dengan Ir. Adi Warsita
Adinegoro (Pihak II)

7. Surat Perjanjian Utang Piutang No. 721/Keu- | 03 lembar Asli
APHI/Pusat/1103 tanggal 05 Nopember 2003
antara Ir. Adi Warsita Adinegoro (Pihak I) dengan
Ir. A. Fattah DS (Pihak II)

8. Bukti Penerimaan APHI dari PT. Bangun | 01 lembar Asli
Prajanusa Persada (PT. BPP) No. 1.14-10.1301
tanggal 04 Oktober 2001 tentang Pengembalian
Pinjaman Sementara sebesar Rp.1.300.000.000, -

9. Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.06.0601 | 01 lembar Asli
tanggal 7 Juni 2001 mengenai Pinjaman sebesar
US$ 1,000,000.00

10. | Memo dari Bagian Keuangan yang | 01 lembar Asli
ditandatangani oleh Evi Sulastri, SE kepada
Ketua Umum APHI tanggal 06 Juni 2001 perihal
Transfer Dana Pinjaman PT. Bangun Prajanusa
Persada.

11. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman | PT. | 01 lembar Asli
Bangun Prajanusa Persada yang ditandatangani
Robert Sianturi dan Angga Adi Prabawa A
tanggal 07 Juni 2001 sebesar US$ 1,000,000.00

12. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman | 01 lembar Asli
sementara IV PT. Bangun Prajanusa Persada
yang ditandatangani Robert Sianturi dan Angga
Adi Prabawa A tanggal 21 Mei 2002 sebesar US$
500,000.00

13. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.05.0802 | 01 lembar Asli
tanggal 21 Mei 2002 mengenai Pinjaman IV atas
nama PT. Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 500,000.00

14. | Nota Pembelian/Penjualan Valuta Asing dari PT. | 01 lembar Asli
Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan tanggal 06 Mei 2002 sebesar US$
500,000.00

15. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman Il PT. | 01 lembar Asli
Bangun Prajanusa Persada yang ditandatangani
Robert Sianturi dan Angga Adi Prabawa A
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tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar US$
500,000.00

16. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1401 | 01 lembar Asli
tanggal 27 September 2001 kepada PT. Bangun
Prajanusa Persada mengenai Pinjaman
Sementara sebesar US$ 500,000.00

17. | Formulir Pemindahbukuan PT. Bank Mandiri | 01 lembar Asli
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
September 2001 sebesar US$ 500,000.00 untuk
PT. Bangun Prajanusa Persada

18. | Surat Perjanjian Kerja No. 055A/APHI/Pusat/0200 | 02 lembar Asli
tanggal 21 Pebruari 2000 antara Ir. Adi Warsita
Adinegoro (Pihak I) dengan Dr. Ir. T. Lukman Aziz
(Pihak 1)

19. | Tanda terima dari APHI untuk biaya pemeriksaan | 01 lembar Asli
photo udara hutan produksi dan hutan lindung
sesuai perjanjian kerja antara Laboratorium
dengan APHI tanggal 18 September 2000
sebesar Rp.735.280.000,- yang ditandatangani
Dr. Ir. T. Lukman Aziz, M.Sc.

20. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1300 [ 01 lembar Asli
tanggal 28 September 2000 mengenai
Pemeriksaan Pekerjaan PU (UM) sebesar US$
994,700.00

21. | Memo dari Robert Sianturi, diketahui H. Zain | 01 lembar Asli
Masyhur dan disetujui oleh Ir. Adi Warsita
Adinegoro kepada Bendahara APHI tanggal 27
September 2000 tentang travel cheque sebesar
US$ 994,700.00

22 | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1200 | 01 lembar Asli
tanggal 25 September 2000 mengenai Biaya
Penelitian Pemeriksaan PU (UM) sebesar US$
480,000.00

23. | Memo dari Robert Sianturi, diketahui H. Zain | 01 lembar Asli
Masyhur dan disetujui oleh Ir. Adi Warsita
Adinegoro kepada Bendahara APHI tanggal 19
September 2000 tentang travel cheque sebesar
US$ 480,000.00

24. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.11.3800 | 01 lembar Asli
tanggal 13 Nopember 2000 kepada RSUD
mengenai Bantuan  Pembangunan  RSUD
Pelabuhan Ratu Sukabumi sebesar
Rp.100.000.000,-

25. | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada | 01 lembar Asli
Kasir tanggal 08 Nopember 2000 untuk
menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000,-
untuk pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu
Sukabumi, Jawa Barat.

26. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI [ 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu,
Sukabumi tanggal 13 Nopember 2000 sebesar
Rp.100.000.000,-
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27. | Tanda terima dari APHI untuk bantuan | 01 lembar Asli
pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu sebesar
Rp.100.000.000,- tanggal 15 Nopember 2000
yang ditandatangani Lili Suhaeli.

28. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.04.0201 | 01 lembar Asli
tanggal 02 Aprii 2001 sesuai bilyet giro
No.GH.605294 kepada Yayasan Putra Harapan
Bangsa mengenai Bantuan Dana untuk khitanan
massal dan satunan muharram  sebesar
Rp.24.000.000,-

29. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI | 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan social dalam acara bakti social
pemberian santunan yatim piatu dan khitanan
massal tanggal 02 April 2000 sebesar
Rp.24.000.000,-

30. | Surat dari Pengurus Yayasan Putra Harapan | 01 lembar Asli
Bangsa yang ditandatangani Alden Rahman dan
Lili Suhaeli kepada Ir. Adi  Warsita
No.038/YPHB/II/2001 tanggal 1 Maret 2001
perihal Permohonan Bantuan Dana Bakti Sosial.

31. | Proposal Bakti Sosial Pemberian Santunan Yatim | 04 lembar Asli
Piatu, Jompo dan Khitanan Massal dari Yayasan
Putra Harapan Bangsa tanggal 1 Maret 2001
yang ditandatangani oleh Lili Suhaeli (Ketua) dan
Alden Rahman (Sekretaris)

32. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.04.1801 | 01 lembar Asli
tanggal 05 April 2001 sesuai bilyet giro
No0.GH.605295 mengenai Bantuan untuk RSUD
Pelabuhan Ratu, Sukabumi sebesar
Rp.45.000.000, -

33. | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada | 01 lembar Asli
Kasir tanggal 03 April 2001 tentang sumbangan
renovasi pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu,
Sukabumi sebesar Rp.45.000.000, -

34. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI | 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan renovasi RSUD Pelabuhan Ratu tanggal
05 April 2001 sebesar Rp.45.000.000,-

35. | Tanda terima dari APHI untuk bantuan | 01 lembar Asli
pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu, Sukabumi
tanggal 05 April 2001 sebesar Rp.45.000.000,-
yang ditandatangani oleh Lili Suhaeli

18). 18.1). Penyitaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Thk Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti:

A. Uang :
1. Dana dalam rekening giro rupiah  N0.102.0060000459
Rp.292.838.419,62.

2. Dana dalam rekening giro rupiah  N0.102.0097524570
Rp.11.891.259,96.

3. Danadalam rekening girovalas N0.102.0099534817 USD.6,719.00
Dana dalam deposito N0.102.0204049610 Rp.500.000.000,-
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Dana dalam deposito N0.102.0204060351 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0204060369 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0204075144 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0204075151 Rp.500.000.000,-
Dana dalam deposito N0.102.0299.656139 Rp.20.000.000,-
10.Dana dalam deposito valas N0.102.0204074915 USD 250,000.00

© ® N o O

B. Dokumen :
NO JENIS DOKUMEN LEMBAR KET
JENIS NO NILAI TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7
1 NPB 5.0553 170,000 05-03-1999 2 Asli
2 NPB 5.0569 50,000 16-04-1999 1 Copy
3 NPB 5.0572 1,200,000 20-04-1999 2 Asli
4 NPB 5.0573 100,000 03-05-1999 1 Asli
5 NPB 150,000 25-05-1999 1 Asli
6 NPB 850,000 26-05-1999 1 Asli
7 NPB 5.0589 960,000 03-06-1999 1 Asli
8 NPB 5.0618 50,000 28-07-1999 1 Asli
9 NPB 5.0645 100,000 10-09-1999 1 Asli
10 NPB 5.0661 250,000 11-10-1999 1 Asli
11 NPB 5.0662 250,000 11-10-1999 1 Asli
12 NPB 5.0669 55,000 25-10-1999 1 Asli
13 NPB 5.068 50,000 09-12-1999 1 Asli
14 Transfer 5,000,164 23-02-2000 1 Copy
15 NPB 5.071 110,000 03-03-2000 2 Asli
16 NPB 5.0712 2,025,000 10-03-2000 2 Asli

surat
17 NPB 5.0722 60,000 11-04-2000 1 Asli
18 Transfer 115,002 24-04-2000 1 Copy
19 NPB 5.0756 50,000 08-06-2000 2 Asli
20 NPB 5.0757 35,000 09-06-2000 1 Asli
21 Konversi 50,000 27-07-2000 1 Asli
22 Transfer 1,474,890 18-09-2000 1 Copy
23 Konversi 50,000 15-11-2000 1 Asli
24 TRF IBT 100,000 04-12-2000 1 Asli
25 Incoming 235,000 04-01-2001 1 Asli
26 NPB 20,000 09-01-2001 1 Asli
27 NPB 65,000 09-01-2001 1 Asli
28 NPB 50,000 10-01-2001 1 Asli
29 NPB 100,000 16-01-2001 1 Copy
30 Konversi 90,000 25-05-2001 2 Asli
31 Transfer 1,000,000 07-06-2001 1 Copy
32 NPB 100,000 04-01-2002 2 Asli
33 NPB 65,000 04-01-2002 2 Asli
34 NPB 50,000 04-01-2002 2 Asli
35 NPB 20,000 04-01-2002 2 Asli
36 NPB 500,000 25-02-2002 1 Asli
37 NPB 500,000 21-05-2002 1 Asli
38 Transfer 5,833,804 09-09-2002 1 Asli
surat

39 Konversi 50,000 18-12-2002 2 Asli
40 Konversi 50,000 24-12-2002 1 Copy
41 Konversi 50,000 28-01-2003 1 Asli
42 Konversi 50,000 17-02-2003 1 Asli
43 BG GW.492026 725,000,00 25-02-1999 1 Asli
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44 BG GW.496003 5,000,000,000 15-04-1999 1 Asli
45 BG GW.496004 5,000,000,000 15-04-1999 1 Asli
46 BG GA.496025 2,500,000,000 17-05-1999 1 Asli
47 BG GA.496026 2,500,000,000 24-05-1999 1 Asli
48 BG GW.496027 2,500,000,000 31-05-1999 1 Asli
49 BG GA.496028 2,500,000,000 07-06-1999 1 Asli
50 Cek CB.724077 125,000,000 18-08-1999 1 Asli
51 Cek CA.323005 125,000,000 18-08-1999 1 Asli
52 Cek CB.725777 250,000,000 27-09-1999 1 Asli
53 BG GW.500104 200,000,000 01-11-1999 1 Asli
54 BG GE.225788 1,500,000,000 02-02-2000 2 Asli
55 BG GE.225786 2,000,000,000 02-02-2000 2 Asli
56 BG GE.225780 600,000,000 03-02-2000 2 Asli
57 BG GE.225781 400,000,000 03-02-2000 2 Asli
58 BG GE.225785 2,000,000,000 03-02-2000 2 Asli
59 BG GE.225777 500,000,000 04-02-2000 2 Asli
60 BG GE.225766 500,000,000 04-02-2000 2 Asli
61 BG GE.225774 1,000,000,000 04-02-2000 2 Asli
62 BG GE.225773 500,000,000 07-02-2000 2 Asli
63 BG GE.225775 1,000,000,000 07-02-2000 2 Asli
64 BG GE.225767 750,000,000 08-02-2000 2 Asli
65 BG GE.225768 500,000,000 08-02-2000 2 Asli
66 Cek CA.193550 13,000,000 13-03-2000 1 Asli
67 Cek CA.801632 15,000,000 02-06-2000 2 Asli
68 Cek CA.802180 50,000,000 23-06-2000 1 Asli
69 Cek CA.803208 265,000,000 24-07-2000 1 Asli
70 BG CB.109356 325,000,000 05-09-2000 2 Asli
71 Cek CF.090467 75,000,000 11-10-2000 1 Asli
72 BG GF.342135 35,000,000 18-12-2000 2 Asli
73 Cek CH.878560 300,000,000 30-01-2001 2 Asli
74 BG GF.342120 250,000,000 04-01-2001 2 Asli
75 BG GF.342114 2,000,000,000 04-01-2001 2 Asli
76 BG GF.342115 2,000,000,000 04-01-2001 2 Asli
77 BG GF.342118 500,000,000 05-01-2001 2 Asli
78 BG GF.342116 1,000,000,000 05-01-2001 2 Asli
79 BG GF.342111 2,000,000,000 05-01-2001 2 Asli
80 BG GF.342117 1,000,000,000 05-02-2001 2 Asli
81 BG GF.342119 250,000,000, 08-02-2001 2 Asli
82 BG GF.342112 2,000,000,000 08-02-2001 2 Asli
73 BG GF.342113 2,000,000,000 08-02-2001 2 Asli
84 Cek EJ.824755 1,300,000,000 06-09-2001 2 Asli
85 BG GW.498443 2,500,000,000 11-10-2001 2 Asli
86 BG C1.501769 500,000,000 28-03-2001 1 Asli
87 Cek CN.306992 12,\,682,000 31-01-2002 1 Asli
88 Cek CN.308151 300,000,000 01-02-2002 1 Asli
89 Cek CN.307000 1,700,000,000 01-02-2002 1 Asli
90 Cek CN.308163 675,000,000 14-02-2002 1 Asli
91 Cek CN.308179 800,000,000 20-02-2002 2 Asli
92 Cek CN.308180 1,300,000,000 25-02-2002 2 Asli
93 Cek CR.348312 105,000,000 23-02-2002 2 Asli
94 Cek CR.348311 50,000,000 22-05-2002 2 Asli
95 Cek C1.505210 300,000,000 03-04-2001 1 Asli
96 Cek Cl.505211 300,000,000 18-04-2001 1 Asli
97 Cek CH.878535 1,000,000,000 16-01-2001 1 Asli
98 Cek CS.193510 1.500,000,000 04-05-2000 1 Asli
99 Cek C1.505225 200,000,000 11-04-2001 1 Asli
100 | ATVA 1,004,998,995 11-10-1999 1 Asli
101 | ATVA 4.152.000.000 28-09-2000 1 Asli
102 | NPB 2,500,000,000 28-12-2000 1 Asli
103 | DEP 1,900,000 06-05-2002 2 Asli
Cair (USD)
104 | BG GE.225787 2,000,000,000 02-02-2000 2 Asli
105 | NPB 500,000 27-09-2001 1 Asli
(USD)
106 | NPB 1,000,000 07-06-2001 1 Asli
(USD)
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172 | NPB 2,000,000,000 24-12-2001 1 Asli
173 | NPB 2,000,000,000 26-12-2001 1 Asli
174 | NPB 500,000,000 26-12-2001 1 Copy
175 | NPB 2,000,000,000 27-12-2001 1 Asli
176 | NPB 600,000,000 27-12-2001 1 Asli
177 | NPB 1,000,000,000 28-12-2001 1 Asli
178 | Cek 0305113 150,000,000 03-01-2002 2 Asli
179 | Cek CN.00308174 | 525,000,000 18-02-2002 2 Asli
180 | Cek CP.00292878 | 500,000,000 18-04-2002 2 Asli
181 | Cek CP.00292898 | 400,000,000 29-04-2002 2 Asli
182 | Cek CP.00292899 | 365,000,000 06-05-2002 2 Asli
183 | RTGS Bank Agro 5,000,035,000 24-07-2002 2 Asli
184 | Cek CK.178639 120,000,000 24-07-2002 1 Asli
185 | Cek CK.170343 125,000,000 19-08-2003 1 Asli
186 | Cek CK.170543 170,000,000 05-09-2003 2 Asli
187 | Cek CJ.170550 300,000,000 09-09-2003 2 Asli
188 | BG BG.986065 180,000,000 11-09-2003 2 Asli
189 | BG BG.986069 580,000,000 10-11-2003 2 Asli
190 | BG BG.999851 1,000,000,000 17-11-2003 2 Asli
191 | Cek CK.632949 278,000,000 17-11-2003 1 Asli
192 | Cek CK.526085 175,000,000 20-11-2003 1 Asli
193 | BG BG.999852 125,000,000 10-12-2003 2 Asli
194 | Cek CK.841244 256,000,000 29-12-2003 1 Asli
195 | Deposito | EC.412331 1,000,003,000 13-03-1998 2 Asli
196 | Deposito | EC.425765 2,210,003,000 24-03-1998 1 Asli
197 | Deposito | 173287 5,000,004,000 02-10-1998 1 Asli
198 | BG GW.490158 100,000,000 08-12-1998 1 Asli
199 | BG GW.492011 100,000,000 17-12-1999 2 Asli
200 | Cek CB.716952 135,000,000 19-12-1999 1 Asli
201 | Deposito | ED.491336 3,400,000,000 24-02-1999 1 Asli
202 | Cek CB.716966 100,000,000 05-03-1999 1 Asli
203 | Deposito | ED.581981 1,200,000,000 24-03-1999 1 Asli
204 | Deposito | ED.582430 500,000,000 23-04-1999 1 Asli
205 | Cek CB.716999 400,000,000 04-05-1999 1 Asli
206 | Cek CH.720193 100,000,000 09-07-1999 1 Asli
207 | Deposito 2,500,000,000 05-10-1999 1 Asli
208 | Cek CH.725785 100,000,000 06-10-1999 1 Asli
209 | Cek CH.725786 150,000,000 06-10-1999 1 Asli
210 | Cek CH.725798 100,000,000 14-10-1999 1 Copy
211 | Cek CB.725800 125,000,000 19-10-1999 1 Asli
212 | CN CN.50247898 | 368,500,000 27-10-1999 1 Asli
213 | Cek CB.728178 100,000,000 11-11-1999 1 Asli
214 | BG GE.225801 2,000,000,000 08-12-1999 2 Asli
215 | BG GE.225802 2,000,000,000 08-12-1999 2 Asli
216 | BG GE.225806 1,000,000,000 09-12-1999 2 Asli
217 | BG GE.225805 2,500,000,000 10-12-1999 2 Asli
218 | BG GE.225804 2,500,000,000 13-12-1999 2 Asli
219 | BG GE.225803 1,000,000,000 13-12-1999 2 Asli
220 | BG GE.225758 7,500,000,000 13-12-1999 1 Asli
221 | BG GE.225810 1,000,000,000 14-12-1999 2 Asli
222 | BG GE.225807 2,000,000,000 14-12-1999 2 Asli
223 | BG GE.225809 3,000,000,000 15-12-1999 2 Asli
224 | BG GW.500130 6,500,000,000 15-12-1999 1 Asli
225 | Cek CB.731005 100,000,000 15-12-1999 1 Asli
226 | BG GW.500133 200,000,000 16-12-1999 2 Asli
227 | BG GW.500132 3,000,000,000 17-12-1999 1 Asli
228 | BG GW.500135 100,000,000 22-12-1999 1 Asli

18.2). Penyitaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung
Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti :
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= Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.
700.081.00204.2.01.8 yang kemudian dirubah menjadi No0.102-
0060006159 untuk rekening Rupiah tahun 1998 s/d 2004;

= Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 0818000303
yang kemudian dirubah menjadi N0.102-0099534.817 untuk rekening
Valuta Asing (US$) tahun 1998 s/d 2004;

= Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.
700.081.07372.2.01.1 yang dirubah menjadi N0.102-0097524570 untuk
rekening Rupiah tahun 1998 s/d 2003;

= Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 0818002647
untuk rekening pinjaman Rupiah Desember 1999 s/d September 2000;

= Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.102-

0100003745 untuk rekening pinjaman Rupiah;

= Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.102-
0101004007 untuk rekening Pinjaman Rupiah.

= Kartu Contoh Tanda tangan (Specimen of Signature Card) atas nama Ir.
Adiwarsita Adinegoro, Ir. H. Fattah DS, Yusran Sharif dan H. Zain
Masyhur.

Untuk dilampirkan dalam berkas perkara lain ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-
(limaribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta
Pid/2006/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2006
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2006 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2006 dan Terdakwa
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2006 serta memori

kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
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tanggal 22 Februari 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

pada pokoknya sebagai berikut:

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSAN

KARENA MENDASARKAN PUTUSAN PADA SUATU KESIMPULAN

FAKTA  JURIDIS YANG  SALAH DAN TIDAK  TERBUKTI

KEBENARANNYA.

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada Pertimbangan
Hukum Putusan PN hal. 211- 212 tentang pertimbangan dan
pendiriannya mengenai unsur "yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara " , menyatakan:..... "setelah Terdakwa
menerima dana titipan program Inventarisasi dan pembinaan hutan
yang semestinya untuk biaya pemotretan dan pemetaan areal hutan,
ternyata dana sebesar US $ 18.486.047.00 digunakan untuk:
...... Diserahkan Terdakwa dengan menandatangani memo tertanggal
18 Pebruari 2002 ditujukan kepada Ir. Adiwarsita dan H. Zain Mansyur
dana sebesar Rp.525.000.000 sebagai biaya Pengurusan Surat
Keputusan Bersama 2 (dua) Menteri menjadi Keppres dengan Bukti

Pengeluaran No. Reff. 2.14-02.5302 tanggal 18 Pebruari 2002.... "

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara
atau perekonomian Negara sebesar Rp. 4.080.000.000 (empat milyar
delapan puluh juta rupiah) dan US$ 500.000,00 (lima ratus ribu dolar
USA).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana
tersebut di atas, maka unsur ad"c" yaitu yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah menurut
hukum "

Fakta juridis yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusatdan kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusatdalam mengeluarkan Putusan PN ADALAH SALAH karena:
a. Yang menandatangani Memo 18 Pebruari 2002 adalah Ir. Adiwarsita

Adinegoro, yang ditujukan kepada Bendahara; yaitu masing-masing

Pemohon Kasasi dan Zain Mansyur BUKAN ditandatangani oleh
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Pemohon Kasasi serta ditujukan kepada Ir. Adiwarsita Adinegoro dan
H. Zain Mansyur sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat;

b. TIDAK ADA SATU PUN BUKTI TERTULIS (Vide uraian Bukti -Tertulis

dalam Putusan PN halaman 77-196, yang oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan telah memenuhi
Ketentuan Pasal 181 KUHAP), ataupun SAKSI yang menunjukan
bahwa Dana sebesar Rp.525.000.000 telah diterima oleh Pemohon
Kasasi, sebagaimana Kesimpulan yang dibuat oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

c. BAHKAN, dalam persidangan perkara ini pada 14 September 2005,
TERUNGKAP FAKTA ADANYA BUKTI KWITANSI TERTANGGAL 18
PEBRUARI 2002 TENTANG PENERIMAAN UANG DARI APHI
SEBESAR Rp.525.000.000 YANG DITANDA TANGANI OLEH IR.
ADIWARSITA ADINEGORO, fakta ini DIPERKUAT DENGAN
KESAKSIAN OLEH EVI S. SAID, BAHWA BENAR IR. ADIWARSITA
ADINEGORO SEBAGAI PENANDATANGAN BUKTI KWITANSI 18
PEBRUARI2002;

d. Mengenai adanya Keberatan Pemohon Kasasi, yang didakwa telah
menerima uang Rp. 525.000.000 serta adanya Bukti Kwitansi 18
Februari 2002 yang ditandatangani Ir. Adiwarsita Adinegoro telah
Pemohon Kasasi sampaikan dalam Pembelaan Pribadinya (Pleidooi)
yang diserahkan dalam Persidangan pada 28 September 2005. Namun
terhadap keberatan tersebut ternyata TIDAK PERNAH dijadikan
Pertimbangan oleh Maielis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat..
yang TETAP MEMAKSAKAN KEHENDAK dengan menyatakan
Pemohon Kasasi telah menerima uang sebesar Rp.25.000.000,
PADAHAL TIDAK. .

3. Selanjutnya, terhadap Putusan PN yang secara nyata-nyata dibuat dengan
mendasarkan pada kesimpulan fakta juridis yang salah, Pemohon Kasasi
telah menyampaikannya pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta, dalam pemeriksaan Tingkat Banding. Uraian mana

disampaikannya pada Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2005.

4. Ternyata, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang masih

merupakan pemeriksaan pada tingkat Judex Facti TETAP
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MEMPERTAHANKAN KESALAHAN YANG SAMA, dimana dalam
Pertimbangan Hukum Putusan PT. hal. 72-72, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta JUSTRU berpendapat bahwa "menurut Pengadilan
Tinggi dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum
olen Hakim Tingkat Pertama (Hakim PN. Jakarta Pusat) mengenai
terbuktinya dakwaan maupun mengenai penjatuhan pidananva sudahlah

tepat dan benar ”.

5. Dengan memperhatikan tentang adanya KESALAHAN yang dibuat oleh
Judex Facti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat
pada Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 2, jo Pasal 253 UU No0.8 Tahun
1981jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2004, kiranya adalah sangat beralasan
hukum jika Majelis Hakim Kasasi memutus dengan Amar Membatalkan
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal 16 Desember 2005,
No0.:196/PID/2005/PT. DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tertanggal 12 Oktober 2005, No.: 874/Pid.B/2005/PN.JKT.PST. dan untuk
selanjutnya dengan mengadili sendiri MENYATAKAN PEMOHON KASASI
TIDAK TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA
SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA
PENUNTUT UMUM.

Il. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM
MEMPERTIMBANGKAN PEMBUKTIAN UNSUR "YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"
DALAM PUTUSAN KARENA MENDASARKAN PUTUSAN PADA SUATU
KESIMPULAN FAKTA JURIDIS YANG BERADA DALAM LINGKUP
JURISDIKSI PERADILAN PERDATA DAN TIDAK BISA MENJADI DASAR
UNTUK PENGENAAN SANKSIPIDANA.

A. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA

MENDASARKAN PEMIDANAAN PEMOHON KASASI DENGAN
SUATU FAKTA JURIDIS BERSIFAT KEPERDATAAN YANG
JUSTRU SUDAH SELESAIHUBUNGAN HUKUMNYA.

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada

Pertimbangan Hukum Putusan PN hal. 211- 212 tentang
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pertimbangan dan pendiriannya mengenai unsur “yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”,

menyatakan:

".... setelah terdakwa menerima dana titipan program
Inventarisasi dan pembinaan hutan yang semestinya untuk
biaya pemotretan dan pemetaan areal hutan, ternyata dana
sebesar US $ 18, 486.047.00,- digunakan untuk: Diserahkan
kepada PT Bangun Prajanusa Persada dengan cara Terdakwa
dan Ir. Adiwarsita Adinegoro menandatangani Cek No. CJ
0824755 tanggal September 2001 sebesar
Rp.1.300.000.000,- "

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan
negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.4.080.000.000,-
(empat milyar delapan puluh juta rupiah) dan US$ 500.000,00,-
(limaratus ribu dolar USA).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana
tersebut di atas, maka unsur ad"c" yaitu yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti

secara sah menurut hukum "

2. Fakta juridis yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam mengeluarkan Putusan
PN ADALAH SALAH:, karena:

a. Penyidikan terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara ini
BARU DIMULAI pada Bulan Januari 2005, sebagaimana
Ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan
oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan
Agung Republik Indonesia. Tertanggal 6 Januari 2005.

b. Sesuai Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam
Persidangan, sebagaimana diuraikan dalam Daftar yang

terdapat pada Putusan PN, yaitu:

- Dokumen yang disita dari APHI; daftar hal. 182 angka 8:
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Bukti Penerimaan APHI dari PT. Bangun Prajanusa
Persada ("PT. BPP") No. 1.14-10.1301 tanggal 4
Oktober 2001 tentang Pengembalian Pinjaman
Sementara sebesar Rp.1.300.000.000,-"

- Dokumen yang disita dari Angga Adi Prabawa; daftar hal
125 Bag 3 angka1:

Bukti Penerimaan APHI dari PT. Bangun Prajanusa
Persada ("PT. BPP") No. 1.14-10.1301 tanggal 4 Oktober
2001 tentang Pengembalian Pinjaman Sementara
sebesar Rp. 1.300.000.000"

TERBUKTI bahwa Jikapun terdapat penyerahan uang
APHI kepada PT. BPP, namun terhadap uang yang
diserahkan tersebut ADALAH MERUPAKAN PINJAMAN
DAN SUDAH DITERIMA KEMBALISELURUHNYA OLEH
APHI pada 4 Oktober 2001.

c. Bahkan Jikapun terhadap penyerahan uang tersebut dianggap
sebagai suatu pinjaman, maka terhadap pinjaman tersebut
SUDAH DIBAYARKAN BUNGANYA, sebagaimana Bukti
Penerimaan tertanggal 3 Oktober 2001, No.: 1.14.10.1001
sebesar Rp. 12.715.068 dan cek Bank Mandiri No. CJ 823956
tanggal 3 Oktober 2001 senilai Rp. 12.715.068.

d. Terhadap fakta-fakta tersebut telah Pemohon Kasasi sampaikan
dalam Pembelaan Pledooi Pribadi Pemohon Kasasi, halaman 5,
dengan melampirkan BUKTI-BUKTI TERTULIS dan KESAKSIAN
yang diberikan oleh Saksi Evi. S. Said, yang keseluruhannya

disampaikan dalam persidangan pada 28 September 2005.

3. Namun ternyata kembali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, dalam pemeriksaan tingkat pertama telah "menutup mata"
dan "mengabaikan" seluruh fakta kebenaran tersebut, dengan
TETAP MEMAKSAKAN peristiwa hukum penandatanganan Cek
aguo sebagai kesimpulan fakta juridis yang mendasari
dikenakannya pidana pada Pemohon Kasasi.
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4,

Padahal, jikapun benar karena dalam kapasitasnya sebagai Pemilik

Spesimen Tandatangan yang terdapat di Bank, maka Pemohon

Kasasi dianggap telah melakukan kesalahan dengan menanda

tangani Cek No. CJ 824755 ( QUOD NON) maka hal tersebut.

TIDAK DAPAT dianggap dipakai menjadi Fakta Juridis untuk

menerapkan pidanaterhadap Pemohon Kasasi, karena:

a. Mengenai uang sebesar Rp. 1.300.000.000 SUDAH
DIKEMBALIKAN oleh PT.BPP kepada APHI.

b. APHI BAHKAN TELAH MENIKMATI KEUNTUNGAN daripada
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi aqua,
yaitu DENGAN MENERIMA PEMBAYARAN BUNGA dari PT.
BPP.

c. Hubungan Hukum yang terjadi sebagai akibat dari Peristiwa
Hukum Penandatanganan Cek No. CJ 824755 aquo SUDAH
SELESAI bahkan JAUH sebelum dimulainya Penyidikan atas
perkara ini.

Sehingga jikapun dianggap masih terdapat "kesalahan" yang
dilakukan oleh Pemohon sehubungan dengantindakan hukumnya
menandatangani Cek No. CJ 824755 (QUOD NON) maka hal
tersebut adalah MERUPAKAN JURISDIKSI PERADILAN PERDATA
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSNYA dan TIDAK DAPAT
DIJADIKAN DASAR untuk menerapkan sanksi pidana terhadap
Pemohon Kasasi.

Selanjutnya, terhadap Putusan PN, yang secara nyata-nyata dibu at
dengan mendasarkan pada kesimpulan fakta juridis yang salah,
Pemohon Kasasi telah menyampaikannya pada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam pemeriksaan Tingkat
Banding. Uraian mana telah disampaikannya pada Memori Banding
tertanggal 26 Oktober 2005.

Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang masih
merupakan pemeriksaan pada tingkat Judex Facti TETAP
MEMPERTAHANKAN KESALAHAN YANG SAMA, dimana dalam
Pertimbangan Hukum Putusan PT hal. 72-72, Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta JUSTRU berpendapat bahwa
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"menurut Pengadilan Tinggi dasar dan alasan yang dikemukakan
sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama Hakim
PN. Jakarta Pusat mengenai terbuktinya dakwaan maupun
mengenai penjatuhan pidananya sudahlah tepat dan benar”.

8. Dengan memperhatikan tentang adanya KESALAHAN yang dibuat
oleh Judex Facti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan
yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 2, jo Pasal
253 UU No0.8 Tahun 1981 jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2004, kiranya
adalah sangatberalasan hukum jika Majelis Hakim Kasasi memutus
dengan Amar Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta, tertanggal 16 Desember 2005, No.: 196/P1D/2005/PT. DKI
Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattertanggal 12 Oktober
2005, No.: 874/Pid.B/2005/PN.JKT.PST. dan untuk selanjutnya
dengan mengadili sendiri  MENYATAKAN PEMOHON KASASI
TIDAK TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA
SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN
JAKSAPENUNTUT UMUM.

B. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA
MENDASARKAN PEMIDANAAN PEMOHON KASASI DENGAN
SUATU FAKTA JURIDIS BERSIFAT KEPERDATAAN YANG
DIDASARIOLEH ADANYA SUATU PERJANJIAN.

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
Pertimbangan Hukum Putusan PN hal. 211- 212 tentang
pertimbangan dan pendiriannya mengenai “‘unsur yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" |,

menyatakan:

setelah terdakwa menerima dana titipan program Inventarisasi
dan pembinaan hutan yang semestinya untuk biaya pemotretan
dan pemetaan areal hutan, ternyata dana sebesar US$18,
486.047.00 digunakan untuk:

" mentransfer ke rekening PT. Bangun Prajanusa Persada senilai

US $ 500.000 sebagai pinjaman PT Bangun Prajanusa Persada. "

Hal. 158 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindah bukuan ke rekening Ir. Adiwarsita sebesar

Rp.1.580.000.000 sebagai pinjaman pribadi kemudian terdakwa
bersama Ir. HA Fattah DS menandatangani Bilyet Giro No. GR.
986069 tanggal 10 Nopember 2003 senilai Rp. 580.000.000
dan Bilyet Giro No. GX 999851 tanggal 14 Nopember 2003 senilai
Rp.1.000.000.000,00

6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan
negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.
4.080.000.000 (empat milyar delapan puluh juta rupiah) dan
US$ 500.000,00 (limaratus ribu dolar USA).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana
tersebut di atas, maka unsur ad'c" yaitu yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

telah terbukti secara sah menurut hukum "

2. Fakta juridis yang disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengeluarkan Putusan PN
ADALAH SALAH, karena:

a. Mengenai transfer senilai US $ 500.000 ke rekening PT. BPP
sebagai Pinjaman PT. BPP.

i. Telah terdapat Perjanjian No.: 373/Keu-APHI/Pusatl0601
tanggal 06 Juni 2001 antara Robert Sianturi ( PT. BPP,
sebagai Pihak ) dan Ir. Adiwarsita Adinegoro (APHI sebagai
Pihak Il) ("Perjanjian No. 373") Vide uraian dokumen yang
disita dari APHI, pada hal. 182 dari Putusan PN.

ii. Transfer senilai US$ 500.000 adalah sebagai realisasi
Pinjaman Tahap Ill ketentuan Pasal 1 Perjanjian No. 373,
yang mana terhadap Ketentuan Pasal 1 tersebut telah
direalisasikan sebelumnya dalam 2 tahap, masing-masing
Pinjaman Tahap | sebesar US $ 1.000.000.00 telah diterima
pada 7 Juni 2001 dan Pinjaman tahap Il sebesar Rp.US$
500.000 telah diterima pada 27 September 2001.
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iii. Terhadap Pinjaman yang diberikan pada Tahap | dan
Tahap Il tersebut APHI telah menerima pengembaliannya

sebagian, masing-masing:

o Bukti Penerimaan tertanggal 9 Oktober 2002
No0.1.16.10.0202, sebesar US $ 150.000; untuk

pengembalian Pinjaman Tahap I.

o Bukti Penerimaan tertanggal 20 Nopember 2002 , No.
1.16.11.0402, sebesar US $ 75.000; untuk
pengembalian Pinjaman Tahap Il. Vide Hal. 125 Bag.
3 angka 2 dan 3 mengenai uraian dokumen yang disita
dari Angga Adi Prabawa.

iv. Berdasarkan fakta:

- Terdapatnya Perjanjian ;

- Terhadap Pinjaman tersebut dari sebagaiannya SUDAH
diterima Pengembaliannya oleh APHI.

Maka, jikapun benar terdapat kesalahan yang dilakukan Pemohon
Kasasi karena dirinya sebagai pihak yang mempunyai spesimen
tandatangan telah menandatangani Cek sehubungan dengan
hubungan hukum Perjanjian Hutang Piutang antara PT. BPP sebagai
Pihak | dan Ir. Adiwarsita Adinegoro (APHI) sebagai Pihak Il (QUOD
NON), maka merupakan kewenangan peradilan Perdata untuk
memeriksa dan memutusnya dan BUKAN menjadi kewenangan
peradilan Pidana untuk mengadilinya.

b. Mengenai Pemindah bukuan ke rekening Ir. Adiwarsita Adinegoro

sebesar Rp. 1.580.000.000 sebagai pinjaman pribadi:

i Terdapat Perjanjian Utang Piutang No. 721/Keu-APHI/Pusat
1103, tertanggal 5 Nopember 2003 oleh dan antara Ir
Adiwarsita Adinegoro dan Ir. A. Fattah DS.

ii Terdapat Notulensi Rapat Pleno Dewan Pengurus APHI
tertanggal 20 April 2005, yang ditandatangani oleh masing-
masing Deddy Kusmayadi dan Agung Nugraha yang
MEMUTUSKAN untuk melakukan "off set" pinjaman Ir. Adi
Warsita kepada APHI sebesar Rp. 1, 6 Milyar dengan
Pinjaman APHI kepada Ir. Adiwarsita sebesar Rp. 1,3 M.
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iii. BERADASARKAN fakta tersebut maka sehubungan dengan
terjadinya tindakan hukum Pemindahbukuan ke rekening
Ir.Adiwarsita Adinegoro sebesar Rp. 1.580.000.000
sebagai pinjaman pribadi adalah MERUPAKAN SUATU
HUBUNGAN KEPERDATAAN dengan APHI dan TIDAK
DAPAT dijadikan fakta juridis dalam mempertimbangkan
pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi. Sehingga, jikapun
terhadap tindakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik
Spesimen Tandatangan pada Bank dianggap sebagai suatu
kesalahan (QUOD NON), adalah kewenangan peradilan
perdata untuk memeriksa dan mengutus perkaranya.

3. Selanjutnya, terhadap Putusan PN, yang secara nyata-nyata dibuat
dengan mendasarkan pada kesimpulan fakta juridis yang salah,
Pemohon Kasasi telah menyampaikannya pada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam pemeriksaan Tingkat Banding.
Uraian mana disampaikan Pemohon Kasasi pada Memori Banding
tertanggal 26 Oktober 2005.

4. Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang masih
merupakan pemeriksaan pada tingkat Judex Facti TETAP
MEMPERTAHANKAN KESALAHAN YANG SAMA, dimana dalam
Pertimbangan Hukum Putusan PT. hal. 72-72, Majelis Hakim PT.
JUSTRU berpendapat bahwa "menurut Pengadilan Tinggi dasar dan
alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim
Tingkat Pertama Hakim PN. Jakarta Pusat mengenai terbuktinya
dakwaan maupun mengenai penjatuhan pidananya sudahlah tepat

dan benar.

5. Dengan memperhatikan tentang adanya KESALAHAN yang dibuat
oleh Judex Facti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan
yang terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 2, jo Pasal
253 UU No.8 Tahun 1981 jo Pasal 30 UU. No.5 Tahun 2004, kiranya
adalah sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Kasasi memutus
dengan Amar Membatlkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
tertanggal 16 Desember 2005, No.: 196/PID/2005/PT. DKl jo Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Oktober 2005, No.:
874/Pid.B/2005/PN.JKT.PST. dan untuk selanjutnya dengan
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mengadili sendiri  MENYATAKAN PEMOHON KASASI TIDAK
BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA
DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT
UMUM.

. JUDEXFACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN TENTANG ADANYA "DASAR PENIADAAN
PIDANA" [/ STRAFUITSLUITINGSGRONDEN SEBAGAI PER
TIMBANGAN HUKUM DALAM MEMBUAT PUTUSAN.

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan:

"tidaklah dapat dihukum. barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk
melaksanakan suatu perintah Jabatan yang diberikan oleh kekuasaan

yang berwenang. "

Surat Keputusan Dewan Pengurus APHI No. 766/org-APHI/Pusat/0902
tanggal 29 September 2002 (Vide Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusathal. 197),

pada Pasal 19 ayat (5) menyebutkan:

Pengeluaran-Pengeluaran Khusus untuk kepentingan organisasi

menjadi wewenang dan tanggung jawab Ketua Umum™

NOYON-LANGEMEIJER dalam bukunya Het Wetboek I, halaman 279
mengatakan: Perkataan "ambtelijk bevel" atau perintah jabatan" secara
harafiah harus diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh
seorang atasan, dimana kewenangan memerintah semacam itu
bersumber kepada suatu "ambtelijke positie " atau suatu kedudukan
menurut jabatan baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari

orang yang menerima perintah.

Drs. PAF Lamintang, SH. dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana
Indonesia" pada balaman 527 berpendapat:

"Dari rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa undang-
undang telah mensyaratkan bahwa "perintah jabatan "_itu haruslah
diberikan oleh "het bevoegade gezag!" atau oleh " kekuasaan yang

berwenang "untuk mengeluarkan perintah semacam itu"
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Professor POMPE, dalam Handboek hal. 116-117 berpendapat:

" Suatu instruksi itu memuat sejumlah perintah-perintah yang tidak

terbatas pada hal-hal tertentu secara konkrit. Dengan demikian, maka

instruksi itu termasuk juga ke dalam pengertian perintah jabatan.

Demikianlah diputus oleh Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 17

Desember 1894, W. 6603 "

1. Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam perkara aquo, masing-masing Saksi Evi S. Said dan Mirasari,
dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan tentang
mekanisme yang berlaku di organisasi APHI untuk mengeluarkan
uang (vide Putusan PN halaman 16 dan hal. 52) yaitu :

- Adanya proposal dari dalam ataupun dari luar APHI;

- Proposal tersebut disetujui oleh Dewan Pengurus (DP) atau
Ketua Umum;

- Ketua Umum memberikan disposisi atau memo;

- Berdasarkan Disposisi atau Memo Ketua Umum tersebut Kasir
mempersiapkan Cek/bilyet giro.

- Kemudian, disposisiimemo beserta Cek diserahkan kepada
Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum untuk ditandatangani;

- Setelah ditandatangani oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua
Umum, disposisiimemo beserta Cek diserahkan kepada
Bendahara atau Wakil Bendahara yang mempunyai spesimen
tanda tangan di Bank;

- Selanjutnya Cek/bilyet giro yang sudah ditandatangani oleh
pemegang spesimen, diserahkan oleh Kasir kepada yang
meminta ;

- Spesimen Tandatangan yang ada pada rekening APHI adalah
Ir. Adiwarsita Adinegoro, Ir. Fattah DS, Drs. Yusran Sharif dan

Drs. H. Zain Mansyur.

2. Saksi Mirasari, dalam keterangannya dibawah sumpah dalam
pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

(Vide Putusan PN.Hal.52) menerangkan pula bahwa:

- Pengurus APHI yang berwenang mengeluarkan dana APHI

adalah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
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3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam pertimbangan
hukumnya mengenai pembuktian unsur “dengan melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
badan” ( vide halaman 215-221 Putusan PN ) menyatakan :

....... Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
maka unsur pada ad “b” yaitu “Dengan Melawan Hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
Dengan Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu badan” telah terbukti secara sah

menurut hukum”.

Kemudian, dalam Pertimbangan Hukum Putusan PN pada halaman

227-228, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena MAJELIS HAKIM dalam
persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa DRS.
YUSRAN SYARIF adalah orang yang tidak mampu bertanggung
jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu
alasanpun, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagai
alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu suah
selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas

kesalahannyatersebut dan patut apabila dipidana....”

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, dengan Pertimbangan
Hukum sebagaimana terurai di atas TERBUKTI TELAH SALAH
MENERAPKAN HUKUM, karena:

Mengenai prosedur pengeluaran uang di APHI:

a. Berdasarkan Kesaksian yang diberikan oleh Saksi Evi S. Said
dan Saksi Mirasari TERBUKTI bahwa PROSES UNTUK
DILAKUKANNYA PENGELUARAN DANA DI ORGANISASI
APHI DIMULAI DENGAN ADANYA DISPOSISI atau MEMO
DARI KETUA UMUM yang untuk selanjutnya berdasarkan
Memo tersebut Kasir mempersiapkan Cek/Bilyet giro.

b. Cek/Bilyet Giro yang telah dipersiapan tersebut, oleh Kasir
diserahkan kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum untuk

ditandatangani.
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c. SETELAH DITANDATANGANI oleh Ketua Umum atau Wakil
Ketua Umum, maka disposisi atau memo beserta Cek/Bilyet giro
KEMUDIAN diserahkan kepada Bendahara atau Wakil
Bendahara sebagai pemegang spesimen di Bank untuk

ditandatangani.

d. Cek/Bilyet giro yag sudah ditandatangani oleh Ketua
Umum/Wakil Ketua Umum dengan "counter sign " salah satu
pemegang spesimen, maka Cek/Bilyet Giro tersebut oleh Kasir
diserahkan kepada pihak yang memintanya/memerlukan
dananya.

e. Spesimen tandatangan yang ada padarekening APHIladalah Ir.
Adiwarsita Adinegoro, Ir. A. Fattah DS, Drs. Yusran Sharif dan

Drs. H. Zain Mansyur.

KARENANYA, JIKAPUN TERDAPAT TANDATANGAN PEMOHON
KASASI DI MEMO/ CEK UNTUK PENGELUARAN UANG MAKA
PENANDATANGANAN DILAKUKAN PEMOHON KASASI ADALAH
KARENA PEMOHON KASASI MEMPUNYAISPESIMEN TANDATANGAN
DI BANK SETELAH TERLEBIH DAHULU TERDAPAT TANDA
TANGAN/PERSETUJUAN DARI KETUA UMUM YANG NOTABENE
ADALAH ATASAN DARI PEMOHON KASASI.

Hal ini Terbukti dari fakta-fakta Juridis yang terungkap dalam persidangan,

yaitu:

a. Memo 13 Februari 2002, tentang penyiapan dana sebesar

Rp. 675.000.000,- untuk membantu pihak Kepolisian R.I dalam
meningkatkan pengamanan Jakarta:

- Pada bagian Kepala Memo tertulis:
"Kepada Yth:
Bapak Yusran Sharif'

Artinya: Memo dibuat untuk ditujukan kepada Pemohon Kasasi.

- Pada bagian Isi Memo Alinea ke-2 tertulis:
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"Jadi Total bantuan tersebut senilai dengan Rp. 675.000.000.
Harap dana sebesar tersebut disiapkan
Artinya: ADA INSTRUKSI dari PEMBUAT MEMO yang notabene
ADALAH ATASAN Pemohon Kasasi dalam organisasi APHI kepada
Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasai SEBAGAI BAWAHAN yang
memiliki Spesimen Tandatangan di Bank untuk menyiapkan dana
sebesar Rp. 675.000.000.

- Pada Bagian Penutup Surat ditandatangani oleh Ir. Adiwarsita
Adinegoro.

- Jikapun terdapat tanda tangan Pemohon Kasasi, maka hal tersebut
didahului dengan kata-kata : "MENGETAHUI" dan BUKAN
MENYETUJUI. Hal ini karena BERDASARKAN HUKUM:

a. Oleh Pembuat Memo in casu Ketua Umum, Memo DITUJUKAN
KEPADA PEMOHON KASASI.
b. PEMOHON KASASI adalah pihak yang mempunyai Spesimen

tandatangan di Bank untuk mengeluarkan dana dari rekening
APHI. Jadi, Pembubuhan tandatangan Pemohon Kasasi yang
didahului dengan kalimat "Mengetahui" adalah SEBAGAI
TANDA BAHWA PEMOHON KASASI MENGETAHUI
MENGENAI ADANYA PERINTAH DARI KETUA UMUM, dan
untuk selanjutnya DITINDAK LANJUTI.
Pemohon Kasasi dengan menandatangani cek yang juga
SUDAH TERLEBIH DAHULU ditandatangani oleh Ketua Umum.
b. Memo 18 Februari 2002, mengenai penyiapan dana sebesar Rp.
525.000.000 dalam rangka pengurusan "SKB 2 MENTERI MENJADI
KEPPRES No. 1132/KPTS-I1/200 1 & 292/MPP/Kep/10/2001:
- Pada bagian Kepala Memo tertulis:
"Kepada Yth:
Bapak Yusran Sharif'
Bapak Zain Mansyur
Artinya: Memo dibuat untuk ditujukan kepada Pemohon Kasasi
dan/atau kepada Sdr. Zain Mansyur.
- Pada bagian Isi Memo Alinea ke-2 tertulis:
Harap disiapkan dana sebesar Rp. 525.000.000 (lima ratus dua
puluh lima juta rupiah dalam rangka pengurusan "SKB 2
MENTERI MENJADI KEPPRES No.: 1132/KPTS-II/2001 &
292/MPP/Kep/10/2001.
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Artinya: ADA INSTRUKSI dari PEMBUAT MEMO yang notabene
secara struktural organisasi APHI MERUPAKAN ATASAN
Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi SEBAGAI BAWAHAN
menyiapkan dana sebesar Rp. 525.000.000.

- Pada Bagian Penutup Surat ditandatangani oleh Ir. Adiwarsita
Adinegoro.

- Jikapun terdapat tanda tangan Pemohon Kasasi, maka hal
tersebut didahului dengan kata-kata : "MENGETAHUI" dan
BUKAN MENYETUJUI. Hal ini karena BERDASARKAN HUKUM:
a Oleh Pembuat Memo in casu Ketua Umum, Memo

DITUJUKAN KEPADA PEMOHON KASASI.

b. PEMOHON KASASI adalah pihak yang mempunyai
Spesimen Tandatangan di Bank untuk mengeluarkan dana
dari rekening APHI Jadi, Pembubuhan tandatangan
Pemohon Kasasi yang didahului dengan kalimat
"Mengetahui" adalah SEBAGAI TANDA BAHWA
PEMOHON KASASI MENGETAHUI MENGENAI ADANYA
PERINTAH DARI KETUA UMUM, dan untuk selanjutnya
DITINDAK  LANJUTI  Pemohon Kasasi  dengan
menandatangani Cek yang juga SUDAH TERLEBIH
DAHULU ditandatangani oleh Ketua Umum.

C. PEMBUKAAN bahwa jikapun terdapat tanda tangan
Pemohon Kasasi pada Memo dan Cek adalah HANYA
karena Pemohon Kasasi memiliki Spesimen Tandatangan
di Bank satu dan lain adalah bahwa TERNYATA Memo 18
Pebruari 2002 juga ditujukan kepada Sdr. H. Zain Mansyur
yang Spesimen Tandatangannya juga terdapat di Bank.

c. Memo 19 Februari 2002 mengenai penyiapan dana untuk pinjaman
ketiga sebesar US $ 500.000 oleh PT. Bangun Prajanusa Persada:

- Pada bagian Kepala Memo tertulis:

"Kepada Yth:

Bapak Yusran Sharif'

Artinya: Memo dibuat untuk ditujukan kepada Pemohon Kasasi.

- Pada bagian Isi Memo Alineake-2. tertulis:
"Mengenai pinjaman ketiga sebesar US $ 500,000.000 (lima
ratus ribu US) mohon disiapkan danatersebutdi atas.
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Artinya: ADA INSTRUKSI dari PEMBUAT MEMO vyang
notabene secara struktural organisasi APHI MERUPAKAN
ATASAN Pemohon Kasasi agar Pemohon Kasasi SEBAGAI
BAWAHAN menyiapkan dana sebesar Rp. US $ 500.000.

- Pada Bagian Penutup Surat ditandatangani oleh Ir. Adiwarsita
Adinegoro.

- Jikapun terdapat tanda tangan Pemohon Kasasi, maka hal
tersebut didahului dengan kata-kata : "MENGETAHUI" dan
BUKAN MENYETUJUI. Hal ini karena BERDASARKAN
HUKUM:

a. Oleh Pembuat Memo in casu Ketua Umum, Memo
DITUJUKAN KEPADA PEMOHON KASASI
b. PEMOHON KASASI adalah pihak yang mempunyai
Spesimen Tandatangan di Bank untuk mengeluarkan
danadari rekening APHI. Jadi, Pembubuhan tandatangan
Pemohon Kasasi yang didahului dengan kalimat
"Mengetahui" adalah SEBAGAI TANDA BAHWA
PEMOHON KASASI MENGETAHUI MENGENAI
ADANYA PERINTAH DARI KETUA UMUM, dan untuk
selanjutnya DITINDAK LANJUTI Pemohon Kasasi dengan
menandatangani Cek yang juga SUDAH TERLEBIH
DAHULU ditandatangani oleh Ketua Umum.
d. Memo 14 November 2003 mengenai penyiapan dana untuk pinjaman

Pribadi Ir. Adiwarsita Adinegoro;

- Pada bagian Kepala Memo tertulis:

"Kepada Yth:

Bapak Yusran Sharif'

Artinya: Memo dibuatuntuk ditujukan kepada Pemohon Kasasi.

- Pada Bagian Penutup Surat ditandatangani oleh A Fattah DS.
Yang adalah Wakil Ketua Umum APHI yang notabene secara
organisasi APHI adalah Atasan dari Pemohon Kasasi.

- Jikapun terdapat tanda tangan Pemohon Kasasi pada Memo
tersebut maka hal tersebut TIDAK DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI
PERSETUJUAN Pemohon Kasasi, karena BERDASARKAN
HUKUM:
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a. Oleh karena Memo in casu Wakil Ketua Umumyang dalam hal
ini MEWAKILI APHI, Memo ditujukan kepada Pemohon Kasasi
DENGAN BERISI INSTRUKSI UNTUK DILAKSANAKAN.

b. PEMOHON KASASI adalah pihak Spesimen tanda tangan di
Bank untuk mengeluarkan dana dari rekening APHI. Jadi
pembubuhan tanda tangan Pemohon Kasasi adalah SEBAGAI
TANDA BAHWA PEMOHON KASASI MENGETAHUI
MENGENAI ADANYA PERINTAH DARI WAKIL KETUA UMUM
dan untuk selanjutnya DITINDAK LANJUTI Pemohon Kasasi
dengan menanda tangani cek yang juga SUDAH TERLEBIH
DAHULU ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum.

e. Mengenai pinjaman PT. Bangun Prajanusa Persada sebesar
Rp.1.300.000.000,-

Sesuai bukti yang disita Penyidik dari APHI, sebagaimana
ternyata dalam Daftar yang diuraikan dalam Putusan PN.
Halaman 182, angka 8 mengenai “Bukti Penerimaan APHI dari
PT. Bangun Prajanusa Persada ( PT.BPP) No. 1.14-10.1301
tanggal 4 Oktober 2001 tentang Pengembalian Pinjaman
sementara sebesar Rp. 1.300.000.000,-.

Sesuai bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam
pemeriksaan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
yaitu mengenai “Bukti Penerimaan APHI dari PT.BPP tertanggal 3
Oktobber 2001, No0.1.14.10.1001 tentang Bunga Pinjaman
sebesar Rp.12.715.068”, sebagaimana diuraikan dalam Memori

Banding Pemohon Kasasi tertanggal 26 Oktober 2005.

Maka:

Disclaimer

Jikapun pernah terdapat pinjaman dari APHI kepada PT.BPP
maka PINJAMAN TERSEBUT SUDAH DIKEMBALIKAN PADA 4
OKTOBER 2001, WAKTU PENGEMBALIAN PINJAMAN MANA
SUDAH LAMA TERJADI DAN DILAKUKAN BAHKAN JAUH
SEBELUM DIMULAINYA PENYIDIKAN ATAS PERKARA AQUO.
TIDAK TERDAPATNYA KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT DARI
PINJAMAN TERSEBUT, KARENA BAHKAN UNTUK PINJAMAN
TERSEBUT PT. BPP SEBAGAI DEBITUR SUDAH MEMBAYAR
BUNGA.

Dengan fakta telah dilakukannya pengembalian atas hutang
pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan terhadap utang pokok
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tersebut dibebankan pula bunganya telah pula diterima oleh APHI
maka adalah sangat tidak relevan jika Judex Facti
mempertimbangkannya sebagai uraan materiil atas tindak pidana
yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Quod Non).

Profesor Van Hamel dalam bukunya Inleiding, halaman 252 menyatakan:
‘“Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 51 KUHP itu ditentukan oleh
segi formal dan segi material kewenangan tersebut, yakni adanya
pengangkatan dalam jabatan dari orang yang memberikan perintah dan
hubungannya dengan orang-orang yang diperintah, oleh wilayah di atas
wilayah mana ia mempunyai kekuasaan dan oleh bentuk dan isi perintah

itu sendiri...”

Drs. P.A.F Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana
Indonesia, halaman 529 berpendapat: “Pembentuk Undang-Undang telah
memperluas ketentuan tentang hal tidak dapat dihukumnya seseorang
telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah
jabatan, sehingga orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan
untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh
seseorang atasan yang sebenarnya tidak mempunyai kewenangan
mengeluarkan perintah semacam itu, menjadi tidak dapat dihukum

dengan syarat:

a. apabila perintah seperti itu oleh bawahan yang bersangkutan dengan
‘itikad baik” atau ‘te goeder trow” dianggap sebagai suatu perintah
yang telah diberikan sesuai dengankewenangan yang dimiliki oleh
atasannya dan

b. apabila ketaatan pada perintah tersebut memang terletak pada ruang

lingkup pekerjaannya sebagai bawahan’.

POMPE dalam bukunya Handboek hal.116-117 berpendapat:
“..orang dikatakan telah bertindak dengan ‘itikad baik” jika orang
tersebut telah bertindak dengan jujur dengan tidak mempunyai
anggapan bahwa ia telah bertindak secara melawan hukum, hal mana
disimpulkan dari Memorie Van Toelichting” (SMIDT | halaman 410 ).

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan

hukumnya hal.218 Putusan PN yang mempertimbangkan:
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“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan, ternyata pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Terdakwa
bersama dengan Abdul Fattah dan Drs. H. Zain Mansyur tersebut
bertentangan dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang
disusun dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional dan tidak pernah
dirapatkan melalui rapat Dewan Pengurus, serta bertentangan dengan

AD/ART APHI, bahkan pengeluaran tersebut tidak pernah dipertanggung

jawabkan dalam MUNAS APHI, yang hingga kini Munas APHI tersebut

tidak pernah diselenggarakan...”

telah salah menerapkan hukum, karena:

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pertimbangan
Hukum aquo ternyata tidak secara cermat ( jika tidak ingin dikatakan
dengan sengaja mengenyampingkan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Surat
Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.
766/0rg-APHI/Pusat 0902, yang secara tegas mengatur tentang adanya
kewenangan prerogatif dari Ketua Umum untuk menyetujui
pengeluaran— pengeluaran khusus dari organisasi APHI.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 Anggaran
Rumah Tangga Organisasi APHI pada ayat (10) menyebutkan bahwa
Dewan Pengurus MEMPERTANGGUNG JAWABKAN KEGIATAN
ORGANISASI DAN KEUANGAN KEPADA MUSYAWARAH NASIONAL
(MUNAS).

c. Dengan demikian, jikapun dengan kewenangan prerogatifnya Ketua
Umum memutuskan untuk mengeluarkan dana-dana Pengeluaran
Khusus berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi APHI maka
adalah merupakan kewenangan Munas APHI untuk memutuskan
apakah pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Ketua Umum
Organisasi APHI dapat diterima atau tidak.

d. Dengan intervensinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam suatu urusan yang sesungguhnya merupakan masalah internal
organisasi APHI, membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusattelah salah dalam menerapkan hukum pada perkara aquo.

e. Kemudian, adalah terlalu prematur jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah menarik kesimpulan tentang pertanggung jawaban
dana yang dikeluarkan di luar RKAT dikaitkan belum dilaksanakannya

Munas APHI, karena berdasarkan keterangan yang diberikan oleh
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masing-masing Sdr. Martias dan Sdr. Agung Nugraha ( vide Putusan
PN. Hal.44 dan Hal.47), Munas sudah direncanakan untuk dilaksanakan,
namun karena beberapa pertimbangan maka dalam Rapat Kerja
Tahunan (Raker) APHI Tahun 2003 yang berlangsung di Bali pada 15
September 2003, perangkat organisasi mana memang diatur dalam
Pasal 3 Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan
Indonesia No. 766/0Org-APHI/Pusat 0902, diputuskan untuk menunda
pelaksanaan Munas APHl ke V.

6. Dengan mempertimbangkan adanya kewenangan dari Ketua Umum
sesuai Pasal 19 ayat (5) Surat Keputusan Dewan Pengurus Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia No. 766/0Org-APHI/Pusat 0902 inilah serta
suatu itikad baik dan percaya bahwa hal yang dilakukan oleh atasannya
sebagai Ketua Umum APHI adalah dilakukan Ketua Umum APHI setelah
mempertimbangkan segala kepentingan organisasi maka jikapun
Pemohon Kasasi menanda tangani cek yang diperlukan untuk
mengeluarkan dana milik APHI maka hal tersebut semata-mata untuk
melaksanakan perintah atasan.

7. Berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut, jikapun Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melihat fakta juridis adanya tanda
tangan Pemohon Kasasi pada Memo/Cek, yang didalilkan oleh JPU
sebagai bukti materiil tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi
(quod non) namun dengan memperhatikan terdapatnya unsur peniadaan
pidana/Strafuitsluitings Gronden maka sudah pada tempatnya jika
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak
tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi.

8. Namun ternyata kembali Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
dalam pemeriksaan tingkat pertama telah menutup mata dan
mengabaikan seluruh tentang adanya unsur Peniadaan Pidana dalam
perkara aquo dan tetap memaksakan untuk mengenakan pidana kepada
Pemohon Kasasi.

9. Selanjutnya, terhadap Putusan PN, yang secara nyata-nyata dibuat salah
penerapan hukum, Pemohon Kasasi telah menyampaikannya pada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam pemeriksaan
Tingkat Banding. Uraian mana disampaikan Pemohon Kasasi pada
Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2005.
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10. Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang masih
merupakan  pemeriksaan pada tingkat Judex Facti tetap
mempertahankan kesalahan yang sama, dimana dalam pertimbangan
hukum Putusan PT hal.72, Majelis Hakim PT justru berpendapat bahwa
“‘menurut Pengadilan Tinggi dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai
pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama ( Hakim PN. Jakarta
Pusat) mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai penjatuhan
pidananya sudahlah tepat dan benar.

11. Dengan memperhatikan tentang adanya kesalahan yang dibuat oleh
Judex Facti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan yang
terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 253 UU. No0.8 Tahun
1981 jo Pasal 30 UU. No. 5 Tahun 2004, kiranya adalah sangat
beralasan jika Majelis Hakim Kasasi memutus dengan amar
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal 16
Desember 2005, N0.196/PID/2005/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tertanggal 12 Oktober 2005, No. 874 / Pid. B / 2005 / PN.
JKT. PST. dan untuk selanjutnya dengan mengadili sendiri Menyatakan
Pemohon Kasasi tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

V. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM
MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “DILAKUKAN SECARA BERSAMA-
SAMA DAN MERUPAKAN PERBUATAN BERLANJUT’

1. TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI DALAM
MEMPERTIMBANGKAN UNSUR’DILAKUKAN SECARA BERSAMA -
SAMA “(EX.PASAL 55 KUHP)

Putusan Hooge Raad 9 Februari 1914 N.J. 1914,648, W.9620 dan 9

Juni 1925N.J 1925, 785, W.11437, mempertimbangkan:

“Untuk turut serta melakukan” itu disyaratkan bahwa setiap pelaku

mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk

menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki

dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan

keinginan untuk melakukan kejahatan itu.

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam
pertimbangan hukumnya pada halaman 234, telah

mempertimbangkan dan mengakui kebenaran dari doktrin yang
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Disclaimer

tentang syarat agar suatu tindakan dapat disebutkan sebagai turut

serta melakukan atau bersama-sama, yaitu:

a. Harus adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dalam artian
setiap yang didakwa melakukan pidana melakukan suatu
tindakan dengan mempergunakan kekuatan sendiri.

b. Adanyakesadaran bahwa Mereka satu dan lain bekerja sama
untuk melakukan suatu delik.

Bahkan dalam Pertimbangan Hukumnya lebih lanjut, pada

halaman 225 Putusan PN, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat mempertimbangkan:

“aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur

kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan suatu

tindak pidana...”

. Dari pertimbangan Hooge Raad sebagaimana diuraikan diatas,

serta berdasarkan doktrin YANG DIAKUI dan DIIKUTI oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapatlah

disimpulkan suatu esensi sebagai berikut:

a. Suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai suatu
"secara bersama- sama" melakukan tindak pidana ", jika
DARI MASING-MASING PESERTA PELAKU TINDAK
PIDANA MEMPUNYAI NIAT/ KEINGINAN UNTUK
MELAKUKAN / MEWUJUDKAN TERCAPAINYA SUATU
TINDAKAN, vyang ternyata MERUPAKAN SUATU
TINDAKAN YANG JIKA DILAKUKAN AKAN DIANCAM
DENGAN SUATU PIDANA.

b. DIDASARKAN PADA ADANYA SUATU NIAT, maka
MASING-MASING ~ PESERTA SECARA  SADAR
MELAKUKAN KERJASAMA DI ANTARA MEREKA
UNTUK MEWUJUDKAN TERCAPAINYA TINDAK
PIDANA YANG MEREKA NIATKAN UNTUK
DILAKUKAN.

Jika dilihat dari uraian perbuatan materil yang dipertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hal.
226, dalam mempertimbangkan unsur' dilakukan secara

bersama-sama’, yaitu:
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Uraian materiil tindakan pada halaman 226 alinea 2:
Terdakwa dan Ir. Adiwarsita Adinegoro menandatangani cek
No. CJ 824755 tanggal September 2001 sebesar
Rp.1.300.000.000 sebagai pinjaman, diserahkan kepada Ir.
Zulkarnaen dengan cara Ir. Adiwarsita menandatangani
memo tertanggal 13 Pebruari 2002 ditujukan Kepada
Terdakwa menyiapkan dana sebesar Rp. 675.000.000,-

sebagai bantuan pengamanan Jakarta.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan

uraian ini sebagai pembuktian bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan

suatu perbuatan yang memenuhi unsur Dilakukan Secara bersama-sama

(ex. Pasal 55 , maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, karena:

a.

Disclaimer

Tindakan Pemohon Kasasi menyiapkan dana sebesar Rp.
675.000.000,- dana mana kemudian diterima oleh Ir. Zulkarnaen
ADALAH karena Pemohon Kasasi MENERIMA PERINTAH DARI
Ir. Adiwarsita Adinegoro, sebagai Ketua Umum APHI yang dalam
struktur organisasi APHI MERUPAKAN ATASAN dari Pemohon
Kasasi, sebagaimana Memo 13 Februari 2002, yang ditujukan
oleh Ketua Umum APHI Ir. Adiwarsita Adinegoro kepada
Pemohon Kasasi, yang isinya antaralain:

" Dalam rangka membantu meningkatkan keamanan Jakarta dan
Sekitarnya maka APHI akan membantu Kepolisian R.I dengan 5
(ima) buah Mobil Hyundai dengan harga berkisar @
Rp.135.000.000 ,-Jadi Total Bantuan tersebut senilai dengan
Rp. 675.000.000,-

Harap dana sebesar tersebut disiapkan "

Menelaah dari isiMemo 13 Pebruari 2002 tersebut TERBUKTI:

- Bahwa yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah SUATU
PERINTAH YANG DIBERIKAN OLEH KETUA APHI, sebagai
ATASAN Pemohon Kasasi dalam Organisasi APHI.

- Perintah yang diterima adalah TELAH BERBENTUK SUATU
KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH KETUA APHI sebagai
atasan, dimana dalam Memo tersebut sangat jelas terlihat
Pertimbangan  Ketua APHI sebagai dasar untuk
memerintahkan Pemohon Kasasi menyiapkan dana, adalah

Hal. 175 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai partisipasi APHI dalam membantu meningkatkan
keamanan Jakarta.

- Pemohon Kasasi TIDAK PERNAH diikutsertakan dalam Proses
Pengambilan Keputusan oleh Ketua APHI tersebut, satu dan
lain adalah TIDAK PERNAH ADA hasil Rapat Dewan Pengurus
yang turut dijadikan dasar dalam Pengeluaran Memo oleh
Ketua Umum APHI.

c. Karena Memo yang diterima oleh Pemohon Kasasi adalah SUDAH
DALAM BENTUK SUATU KEPUTUSAN dimana ADALAH
KEWENANGAN KETUA UMUM APHI untuk mengeluarkan dana-dana
khusus bagi organisasi, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) Surat
Keputusan Dewan Pengurus APHI No.766/org-APHI/Pusat/0902
tanggal 29 September 2002, maka, TINDAKAN PEMOHON KASASI
SEMATA-MATA HANYA MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI
PEMEGANG SPESIMEN DI BANK UNTUK MENYIAPKAN DANA
SESUAI PERINTAH KETUA APHI BUKAN MELAKUKAN TINDAKAN
YANG DIDASARI OLEH SUATU NIAT/ KEINGINAN PRIBADI DARI
PEMOHON KASASI Sehingga adalah tidak berdasarkan hukum jika
kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menyatakan tindakan Pemohon Kasasi dapat diklasifikasi
mengandung suatu niat untuk melakukan tindak pidana sehingga
memenuhi unsur Pasal 55 KUHP.

d. Mengenai uraian materiil penandatangan cek No. No. CJ 824755
tanggal September 2001 sebesar Rp.1.300.000.000 sebagai
pinjaman, Majelis Hakim bahkan membuat PERTIMBANGAN
DENGAN KESALAHAN YANG SANGAT FATAL, jika dikatakan
sebagai suatu uraian pidana materiil yang dilakukan Pemohon Kasasi,
karena:

i Mengenai Pinjaman tersebut, jikapun ada SUDAH
DIKEMBALIKAN SELURUHNYA pada 4 Oktober 2001,
BAHKAN APHI TELAH MENERIMA BUNGA atas pinjaman
tersebut, yang diterima APHI pada 3 Oktober 2001 sebesar
Rp. 12.715.068,-

ii. Dengan demikian jikapun terdapat kesalahan atas tindakan
hukum ini, maka tentunya mengenai hal ini HARUSLAH
menjadi kewenangan peradilan perdata untuk memeriksa

dan memutusnya.
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Uraian materiil tindakan pada halaman 226 alinea 2:

Diserahkan Terdakwa dengan menandatangani memo tertanggal 18
Februari 2002 ditujukan kepada Ir. Adiwarsita dan H. Zain Mansyur dana
sebesar Rp. 525.000.000,- sebagai biaya Pengurusan Surat keputusan
Bersama 2 (dua) Menteri menjadi Keppres dengan bukti pengeluaran
No.Reff. 2.14-02.5302 tanggal 18 Pebruari 2002, mentransfer ke
rekening PT. Bangun Prajanusa Persada senilai US $ 500.000,- sebagai
pinjaman PT. Prajanusa Persada.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan
uraian ini sebagai pembuktian bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan
suatu perbuatan yang memenuhi unsur "Dilakukan Secara bersama-
sama (ex. Pasal 55 KUHP") , maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, karena:

a. Memo 18 Pebruari 2002 ADALAH Memo yang ditandatangani oleh
Ketua APHI dan DITUJUKAN kepada Pemohon Kasasi dan Zain
Mansyur dan BUKAN Memo dari Pemohon Kasasi Kepada Ketua
APHI (fakta ini jelas membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat TIDAK SECARA CERMAT memperhatikan alat bukti
yang ada.

b. Memo 18 Pebruari 2002 menyatakan : " Harap disiapkan dana
sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah
dalam rangka pengurusan "SKB 2 MENTERI MENJADI KEPPRES
No.: 1132/KPTS-II/2001 & 292/MPP/ Kep/10/2001."

Menelaah dariisi Memo 18 Pebruari 2002 tersebut TERBUKTI:

i. Maksud dan tujuan dari si Pembuat memo (in casu Ketua
Umum APHI) adalah meminta agar si Penerima Memo (in casu
Pemohon Kasasi atau Zain Mansyur) menyiapkan dana dengan
besar sesuai yang diminta Pembuat Memo.

ii. Perintah/Permintaan penyiapan dana tersebut dilakukan
DENGAN MENYERTAKAN PERTIMBANGAN YANG
MENDASARIPemberi memo melakukan perintah tersebut.

iii. Pemohon Kasasi TIDAK PERNAH diikutsertakan dalam
Pengambilan Keputusan oleh Ketua Umum APHI untuk

pengeluaran danatersebut.
iv. Karena mengandung SUATU PERINTAH DENGAN
DIDASARKAN PADA SUATU ALASAN, ALASAN MANA
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MERUPAKAN HAK PREROGATIF KETUA UMUM APHI UNTUK
MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSKANNYA sesuai
kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 19 ayat (5) Surat
Keputusan Dewan Pengurus  APHI No. 766/org-
APHI/Pusat/0902 tanggal 29 September 2002, maka adalah
JUSTRU KEWAJIBAN HUKUM dari Pemohon Kasasi sebagai
bawahan, yang sekaligus merupakan Pemegang Spesimen
untuk melaksanakan apa yang TELAH MENJADI KEPUTUSAN
KETUA UMUM APHL.

v. Berdasarkan hal tersebut tentunya Majelis Hakim Agung dapat
sepakat bahwa Jikapun untuk menindaklanjuti Perintah yang
diberikan oleh Atasannya dalam Memo 18 Pebruari 2002,
kemudian Pemohon Kasasi Menandatangani suatu cek, maka
penandatangan cek tersebut TIDAKLAH DIDASARI ADANYA
SUATU NIAT DARI PEMOHON KASASI UNTUK MELAKUKAN
SUATU TINDAK PIDANA. Karenanya adalah tidak pada
tempatnya jika Judex Facti mengkwalifisir tindakan Pemohon
Kasasi sebagai memenuhi Unsur "melakukan tindakan secara
bersama-sama" sesuai Pasal 55 KUHP.

vi. Mengenai Pengeluaran dana sebesar Rp. 525.000.000,-sebagai
uraian materiil yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan
memutus perkara aquo, ternyata MAJELIS HAKIM TELAH
MELAKUKAN SUATU KESALAHAN YANG SANGAT FATAL
DENGAN MENYATAKAN BAHWA DANA SEBESAR
RP.525.000.000,- TELAH DITERIMA OLEH PEMOHON
KASASI. PADAHAL TIDAK ADA SATU BUKTI TERTULIS
ATAU SAKSIPUN YANG MEMBUKTIKAN PEMOHON KASASI
SEBAGAI PENERIMA DANA SEBESAR RP.525.000.000,-
SEBAGAIMANA DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. BAHKAN
SEBALIKNYA, SAKSI EVI S. SAID dalam keterangannya di
bawah sumpah SECARA TEGAS MENYATAKAN bahwa dana
sebesar Rp. 525.000.000,- tersebut diterima Oleh Ir. Adiwarsita.

vii. Mengenai Fakta ini sudah pernah Pemohon Kasasi sampaikan,
baik dalam Pembelaan Pribadi ataupun dalam Memori Banding.

Namun terhadap pembelaan Pemohon Kasasi tersebut, Judex
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Facti TETAP MENUTUP MATA, HATI DAN TELINGANYA untuk
mendengar suara kebenaran yang coba diberikan oleh
Pemohon Kasasi dengan TETAP MEMAKSAKAN
KEHENDAKNYA dan TETAP MEMPERSALAHKAN PEMOHON
KASASI, walaupun TIDAK ADA SATUPUN BUKTI YANG
MENUNJUKAN ADANYA KESALAHAN PEMOHON KASASI.

c. Mengenai Pengeluaran dana sebesar US $ 500.000,- dilakukan
dengan didahului adanya Memo tertanggal 19 Pebruari 2002, yang
MERUPAKAN PERINTAH dari Ketua Umum APHI.

d. Memo 19 Pebruari 2002 tersebut diberikan oleh Ketua Umum APHI
dengan merujuk kepada pada suatu Perjanjian oleh dan antara Sdr.
Robert Sianturi dalam hal ini sebagai Direktur PT. Bangun Prajanusa
Persada yang SEKALIGUS MERUPAKAN PENGURUS APHI dan Ir.
Adiwarsita Adinegoro sebagai Ketua APHI tertanggal 6 Juni 2001
No.: 373/Keu-APHI/Pusat/0601, dimana Pemohon Kasasi dalam
Memo tersebut semat-mata HANYA DIMINTA UNTUK
MENYIAPKAN DANA sesuai jumlah yang tersebut dalam Memo 19
Pebruari 2002, sehubungan Pemohon Kasasi adalah sebagai
Pemegang Spesimen yang bisa memberikan "counter sign" atas cek
yang SUDAH TERLEBIH DAHULU DITANDATANGANI oleh Ketua
APHI.

e. Dengan memperhatikan bahwa isi dari Memo tersebut
SELURUHNYA ADALAH MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN
YANG DIBUAT OLEH KETUA UMUM, sesuai dengan kewenangan
yang ada padanya sesuai Pasal 19 ayat (5) Surat Keputusan Dewan
Pengurus APHI No. 766/org-APHI/Pusat/0902 tanggal 29 September
2002, apalagi dengan mempertimbangkan bahwa Perintah
Pengeluaran Dana sesuai Memo 19 Pebruari 1002 tersebut adalah
MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI SUATU PERJANJIAN yang
TELAH DIBUAT SEBELUMNYA, Perjanjian mana JUSTRU
ditandatangani sendiri oleh Ketua Umum APHI dan sudah pernah
dilakukan penyerahan dana dalam 2 tahap sebelumnya, dan
pengeluaran atas dana pacta kedua tahap tersebut adalah TANPA
SEPENGETAHUAN PEMOHON KASASI, maka kewajiban hukum
yang ada pada Pemohon Kasasi adalah JUSTRU melaksanakan
Perintah Sesuai memo 19 Pebruari 2002 tersebut.
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f.  Dengan demikian ADALAH SANGAT BERTENTANGAN DENGAN
NILAI-NILAI KEADILAN jika kemudian Majelis Hakim pada Judex-
Facti mengkwalifisir hal yang dilakukan Pemohon Kasasi yang
SESUNGGUHNYA JUSTRU ADALAH UNTUK MENTAATI
KEWAJIBAN HUKUM PADANYA sebagai suatu tindak pidana yang
memenuhi unsur Pasal 55 KUHP.

uraian materiil pada halaman 226 alinea 3:

"memindah  bukukan ke rekening Ir.  Adiwarsita  sebesar

Rp.1.580.000 sebagai pinjaman pribadi kemudian Terdakwa bersama Ir.

RA. Fattah DS menandatangani Bilyet Giro No. GR. 986069 tanggal 10

Nopember 2003 senilai Rp. 580.000.000,- don Bilyet Giro No. GX999851

tanggal 14 Nopember 2003 senilai Rp. 1000.000.000.000,-

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan

uraian ini sebagai pembuktian bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan

suatu perbuatan yang memenuhi unsur "Dilakukan Secara bersama-sama

(ex. Pasal 55") , maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, karena:

a. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa pada
5 Nopember 2003 TELAH DIBUAT DAN DITANDATANGANI SUATU
PERJANJIAN UTANG PIUTANG OLEH DAN ANTARA Ir.
ADIWARSITA ADINEGORO selaku Pribadi dan Ir.A. FATTAH DS
selaku Wakil Ketua Umum APHI yang dalam hal ini BERTINDAK
MEWAKILI APHI mengenai Pinjaman Pokok Adiwarsita sebesar Rp.
1.600.000.000,- perjanjian mana SAMA SEKALI TIDAK
MELIBATKAN PEMOHON KASASI.

b. Selanjutnya dengan Memo tertanggal 14 Februari 2003 yang
diberikan oleh Ir. A. Fattah DS selaku Wakil Ketua APHI
memerintahkan Pemohon Kasasi untuk melakukan proses atas
Permohonan yang diajukan oleh Ir. Adiwarsita Adinegoro selaku
pribadi.

c. Pemohon Kasasi TIDAK PERNAH TERLIBAT dalam pengambilan
keputusan dalam menyetujui dilakukannya penandatanganan
perjanjian utang piutang antara APHI dan Ir. Adiwarsita Adinegoro
selaku pribadi.

d. Namun demikian, dengan mempertimbangkan adanya KEWAJIBAN
HUKUM PADA DIRINYA UNTUK MENTAATI PERJANJIAN YANG
TELAH DIBUAT OLEH APHI yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. A.
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Fattah DS dan Ir. Adiwarsita Adinegoro, PERJANJIAN MANA
ADALAH MENGIKAT DAN BERLAKU SEBAGAI UNDANG -
UNDANG BAGI YANG MEMBUATNYA, maka Pemohon Kasasi
DALAM KAPASITAS SEBAGAI PEMEGANG SPESIMEN
menjalankan hal yang diminta oleh Wakil Ketua APHI yang notabene
adalah Atasannya, sebagaimana tersebut dalam Memo 14
Nopember 2003.

e. Dengan fakta yang demikian kiranya SUNGGUH MERUPAKAN
SESUATU HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI - NILAI
KEADILAN BAHWA TINDAKAN YANG DILAKUKAN PEMOHON
KASASI UNTUK MEMENUHI HUKUM SERTA KEPATUTAN YANG
ADA JUSTRU OLEH MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI
DIKWALIFISIR SEBAGAI TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG
MEMENUHI UNSUR PASAL 55 KUHP. Sehingga adalah sangat
beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa
perkara ini membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta, tertanggal 16 Desember 2005, No.: 196/PID/2005/PT. DKl jo
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Oktober
2005, No.: 874/Pid.B/2005/PN.JKT.PST. dan untuk selanjutnya
dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa tindakan yang
dilakukan oleh Pemohon Kasasi TIDAK DAPAT dikwalifisir
memenuhi Pasal 55 KUHP dan untuk menolak dakwaan yang
diajukan JPU.

B. TENTANG KESALAHAN JUDEX FACTI DALAM
MEMPERTIMBANGKAN UNSUR "SEBAGAIPERBUATAN BERLANJUT"
(EX. PASAL 64 KUHP")

Dalam arrestnya tanggal 26 Juni 2005, W. 8255, Hoge Raad telah

mempertimbangkan:

“ tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua

tindak pidana telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari _dan

tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidana yang
pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan dilakukannva
kemudian, maka disitu tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut ..."
1. Berdasarkan fakta yang ada, jikapun terdapat tindakan Pemohon Kasasi
untuk menandatangani Cek, maka tindakan Pemohon Kasasi tersebut
SEMATA-MATA HANYA UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAH

ATASAN, in casu Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum APHI, karena
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Pemohon Kasasi memiliki Spesimen Tandatangan di Bank untuk
mengeluarkan dana dan rekening APHI.

2. Selain itu BERDASARKAN FAKTA yang ada bahwa, tindakan Pemohon
Kasasi untuk menandatangani Cek sebagai counter sign BARU
DILAKUKAN PEMOHON KASASI SETELAH MENERIMA MEMO, dari
Ketua Umum APHI / Wakil Ketua Umum APHI. Hal ini MEMBUKTIKAN
bahwa antara penandatangan yang satu dengan yang lainnya BUKAN
MERUPAKAN INISIATIF / KEINGINAN dari Pemohon Kasasi clan
karenanya TIDAKLAH DAPAT DIKWALIFISIR bahwa Pemohon Kasasi
telah mengetahui tindakan yang akan dilakukan selanjutnya setelah
Pemohon Kasasi melakukan tindakan pertama.

3. Fakta lain MEMBUKTIKAN bahwa rentang waktu antara satu Memo
dengan Memo yang lainnya, yang merupakan dasar bagi Pemohon
Kasasi untuk menandatangani cek, dikeluarkan oleh Ketua Umurn/Wakil
Ketua Umum APHI dalam jarak yang berjauhan dengan MASING-
MASING PERTIMBANGAN YANG BERBEDA DALAM
MENGELUARKAN MEMO DAN MEMERINTAHKAN PEMOHON KASASI
UNTUK MENYIAPKAN ( DANA Sehingga adalah SANGAT TIDAK
BERDASAR jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengkwalifisir tindakan Pemohon Kasasi sebagai suatu tindakan
berlanjut.

4. Fakta lain tentang kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam membuat Pertimbangan Hukum
dalam perkara ini adalah adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim
yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan suatu
tindakan berlanjut dengan masing-masing Terdakwa Ir. Adiwarsita, H.
Zain Mansyur, Ir. H.A. Fattah (Vide Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
pada halaman 198), PADAHAL TIDAK SATUPUN dari dokumen yang
diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
DITANDATANGANI OLEH PEMOHON KASASI.

5. Terdapatnya hal-hal dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang SUNGGUH SANGAT BERBEDA
DARI FAKTA YANG SEBENARNYA, MEMBUKTIKAN BAHWA TELAH
TERJADI SUATU PEMAKSAAN KEHENDAK oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang TETAP MEMAKSAKAN UNTUK
MENYATAKAN PEMOHON KASASIBERSALAH, PADAHAL TIDAK.
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6. Terhadap Putusan PN, yang secara nyata-nyata dibuat dengan
mendasarkan pada kesimpulan fakta juridis yang salah dan "TELAH
MENGANIAYA" Pemohon Kasasi telah menyampaikannya pada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam pemeriksaan Tingkat
Banding. Uraian mana disampaikannya pada Memori Banding tertanggal
26 Oktober 2005.

7. Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang masih
merupakan pemeriksaan pada tingkat Judex Facti TETAP
MEMPERTAHANKAN KESALAHAN YANG SAMA, dimana dalam
Pertimbangan Hukum Putusan PT hal. 72-72, Majelis Hakim PT JUSTRU
berpendapat bahwa "menurut Pengadilan Tinggi dasar dan alasan yang
dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama
(Hakim PN Jakarta Pusat) mengenai terbuktinya dakwaan maupun
mengenai penjatuhan pidananya sudahlah tepat dan benar”

8. Dengan memperhatikan tentang adanya KESALAHAN yang dibuat oleh
Judex Facti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan yang
terdapat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d jo Pasal 2, jo Pasal 253 UU
No.8 Tahun 1981 jo Pasal 30 UU No.5 Tahun 2004, kiranya adalah
sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Kasasi memutus dengan
Amar Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal
16 Desember 2005, No.: 196/PID/2005/PT. DKI jo Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Oktober 2005,
No0:874/Pid.B/2005/PN.JKT.PST. dan untuk selanjutnya dengan
mengadili sendiri MENYATAKAN PEMOHON KASASITIDAK TERBUKTI
BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKW
AKAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM.

V. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM
MENERAPKAN HUKUMAN PIDANA DENDA PEMBAYARAN DENDA
KEPADA PEMOHON KASASI.

1. Dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat pada halaman 212, mempertimbangkan bahwa terhadap tindakan
yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, hegara dirugikan Rp. 4.080.000.000
dan US$ 500.000,-

2. Ternyata, dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat halaman 237 disebutkan bahwa Pemohon Kasasi dijatuhi pidana
uang pengganti secara tanggung renteng yang diperhitungkan dari jumlah
sebesar Rp.43.545.000.000,-
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3. Berdasarkan Amar yang demikian TERBUKTI bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah TELAH SALAH DALAM
MENERAPKAN HUKUM. Karena jikapun benar seperti Pertimbangan
Majelis Hakim bahwa Pemohon Kasasi telah merugikan Negara (QUOD
NON), maka sesuai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada halaman 212 tersebut, perhitungan ganti kerugian
HARUS DIPERHITUNGKAN DARI ANGKA KERUGIAN SEBESAR Rp.
4.080.000.000,- dan US$ 500.000,- dan BUKAN dari Rp.43.545.000.000.
sebagaimana Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat.

4. Selain itu berdasarkan fakta yang ada, jikapun dianggap terdapat
kesalahan dari Pemohon Kasasi (QUOD NON), ternyata untuk pemberian
Pinjaman sebesar Rp. 1.300.000,- DAN SUDAH DITERIMA KEMBALI
SELURUHNYA OLEH APHI pada 4 Oktober 2001, BAHKAN terhadap
penyerahan uang tersebut dianggap sebagai suatu pinjaman, maka
terhadap pinjaman tersebut SUDAH DIBAYARKAN BUNGANYA oleh PT.
BPP kepada APHI, sebagaimana Bukti Penerimaan tertanggal 3 Oktober
2001, N0:1.14.10.1001 sebesar Rp. 12.715.068,- dan cek Bank Mandiri
No. CJ 823956 tanggal 3 Oktober 2001 senilai Rp.12.715.068,-

5. Selanjutnya mengenai Pemindahbukuan ke rekening Ir. Adiwarsita
Adinegoro sebesar Rp.1.580.000.000,- sebagai pinjaman pribadi. Terdapat
Notulensi Rapat Pleno Dewan Pengurus APHI tertanggal 20 April 2005,
yang ditandatangani oleh masing-masing Deddy Kusmayadi dan Agung
Nugraha yang MEMUTUSKAN untuk melakukan "off set" pinjaman Ir. Adi
Warsita Adinegoro kepada APHI sebesar Rp. 1, 6 Milyar dengan Pinjaman
APHI kepada Ir. Adiwarsita Adinegoro sebesar Rp.1,3 Milyar.

6. Berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo Pertimbangan Hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan
Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp.4.080.000.000 dan US$ 500.000
(QUOD NON), NYATA-NYATA merupakan Pertimbangan Hukum YANG
SALAH.

7. Ternyata, Pengadilan Tinggi, sebagai Judex Facti tidak membatalkan
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang demikian,
BAHKAN menguatkannya. Terhadap Putusan Judex Facti yang demikian

kiranya beralasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan
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VI.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal 16 Desember 2005,

No.: 196/PID/2005/PT. DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tertanggal 12 Oktober 2005, No.: 874/Pid.B/2005/PN.JKT.PST. dan untuk

selanjutnya dengan mengadili sendiri MENYATAKAN PEMOHON KASASI

TIDAK TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA

SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA

PENUNTUT UMUM.

PUTUSAN JUDEX FACTI KURANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(ONVOLDOENDE GEMOTIVEEND)

Pasal 37 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan:
" Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi... "

1. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang secara nyata-
nyata TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, Pemohon
Kasasi selaku Terdakwa berusaha untuk menggunakan haknya sesuai
ketentuan yang terdapat pada Pasal 37 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999
dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang
juga merupakan Judex Facti, DENGAN HARAPAN BAHWA Majelis
Tingkat Banding sebagai Judex Facti, SECARA CERMAT dapat
mempertimbangkan fakta-fakta juridis yang ada dalam persidangan
perkara aquo.

2. Namun adalah sangat disayangkan, bahwa Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta, sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yang berfungsi sebagai
Judex Facti, JUSTRU MENGAMBIL ALIH SELURUH PERTIMBANGAN
HUKUM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun secara nyata-
nyata Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatadalah suatu Putusan
yang dikeluarkan dengan Penerapan Hukum yang tidak sebagaimana
mestinya. Fakta ini MEMBUKTIKAN bahwa Putusan Judex Facti adalah
suatu Putusan yang dikeluarkan dengan kurang Pertimbangan Hukum
dan juga TELAH SECARA SENGAJA MENGENYAMPINGKAN hak
Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, hal mana SECARA TEGAS telah
diaturdalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.

3. Berdasarkan fakta hukum yang demikian, maka secara nyata Putusan
Judex Facti dalam perkara ini benar-benar merupakan suatu Putusan
yang dikeluarkan dengan suatu Pertimbangan-Pertimbangan Hukum
yang telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Terhadap

Putusan Judex Facti yang demikian, adalah patutdan beralasan hukum
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bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi DKl Jakarta, tertanggal 16 Desember 2005, No.:
196/PID/2005/PT. DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tertanggal 12 Oktober 2005, No. : 874 / Pid.B / 2005/ PN.JKT.PST. dan
untuk selanjutnya dengan mengadili sendiri MENYATAKAN PEMOHON
KASASI TIDAK  TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK
PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM. Menyatakannya batal dan selanjutnya
dengan mengadili sendiri MENYATAKAN PEMOHON KASASI TIDAK
BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA
DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKW AAN JAKSA PENUNTUT
UMUM.

VIl. DENGAN TIDAK TERPENUHINYA UNSUR "SECARA MELAWAN
HUKUM", MAKA DAKWAAN SUBSIDAIR JAKSA PENUNTUT UMUM
HARUS PULA DINYATAKAN DITOLAK.

Dengan memperhatikan terdapatnya UNSUR PENIADAAN

PIDANA/STRAFUITSLUITINGSGRONDEN MAKA SUDAH PADA

TEMPATNYA JIKA MAJELIS HAKIM AGUNG BERKETETAPAN UNTUK

MENYATAKAN MENOLAK TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM ,

TERMASUK PULA MENGENAI DAKWAAN SUBSIDAIR.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat:

mengenai alasan ke I;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak
salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil pendapat dan
pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat dan benar, lagi pula
alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat
kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan
penerapan hukum, adanya pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian
dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas
wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang
No.14 Tahun 1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
No.5 Tahun 2004;
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Mengenai alasan ke ll :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. judex facti tidak salah
menerapkan hukum, karena penggunaan dana APHI oleh Terdakwa tidak
sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan pemerintah (Departemen
Kehutanan) yaitu untuk keperluan : foto udara, tata batas, upaya pencegahan
kebakaran hutan, penelitian dalam meningkatkan stabilitas pengolahan hutan
serta kelestariannya ;

Dana tersebut adalah dana yang bersumber dari para pemegang HPH
(Hak Pengusahaan Hutan) . Sekalipun PT.Bangun Prajanusa Persada telah
mengembalikan pinjaman seluruhnya kepada APHI tapi hanya merupakan
sebagian saja dari seluruh kerugian sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.

Tindakan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan
terbukti secara sah dan meyakinkan, bukan merupakan perbuatan perdata,
karena uang yang dihimpun APHI adalah berasal dari para pengusaha HPH
masing-masing sebesar US $ 1/M3 kayu log dan US $ 2/M3 kayu olahan.
Berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Cq. Dirjen Pengusahaan Hutan,
pengusaha HPH berkewajiban melakukan foto udara, tata batas, keperluan tata
hutan yang lain, mendukung upaya pencegahan kebakaran dan upaya
penelitian dalam meningkatkan stabilitas pengusahaan hutan dan
kelestariannya guna kemanfaatan, kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat/bangsa Indonesia, karena hutan mempunyai multi fungsi untuk
kehidupan rakyat, tidak boleh digunakan selain daripada yang ditentukan
tersebut di atas. Kenyataannya uang tersebut telah digunakan di luar tujuan
semula, sehingga pemotretan udara dan pemetaan areal HPH serta tindakan-
tindakan lain seperti diuraikan di atas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Karenaitu perekonomian negara sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan
umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dirugikan;

Mengenai alasan ke lll:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah
menerapkan hukum, karena sungguhpun pengeluaran dana atas perintah Ketua
Umum, akan tetapi Terdakwa mengetahui penggunaannya tidak sesuai dengan
SK.Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 167/KPTS/IV/Prog/1986 tanggal
21 Mei 1986, SK Menteri Kehutanan No. 442/Kpts.l/1989 tanggal 29-8-1989,
SK. Dirjen.Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 102/Kpts/VII-2/1989 tanggal
15-9-1989 serta AD dan ART dari APHI. Dan sekalipun ada Memo atasan
kepada Terdakwa, isi perintah dalam Memo tersebut diluar tujuan yang
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ditentukan sehingga bukan merupakan perintah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 50 ayat (1) KUHP;

Mengenai alasan-alasan ke IV s/d VI:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak
salah menerapkan hukum, karena apa yang dilakukan Terdakwa adalah
merupakan perbuatan pelaksanaan dan merupakan Conditio Sine Quanon atas
terlaksananyatindak pidanaini;

Menimbang, bahwa tentang uang pengganti sebesar
Rp.43.545.000.000,- yang bersumber dari dana APHI harus dikembalikan pada
pihak yang dirugikan dalam hal ini Assosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
(APHI) . Oleh karena tidak dapat dibuktikan secara tepat berapa banyak harta
benda yang diperoleh masing-masing pelaku tindak pidana korupsi ini, maka
uang pengganti secaratanggung —renteng sebagaimana ditetapkan judex facti
dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,
maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang
No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

Drs. YUSRAN SHARIF tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No0.196/Pid/2005/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2005 yang menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No0.874/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 12 Oktober 2005 sekedar mengenai amar besarnya pidana denda dan
uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. YUSRAN SHARIF terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan : TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4

(empat ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta
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rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan dan
membayar uang pengganti secara tanggung renteng bersama Ir. ADI
WARSITA ADINEGORO dan Ir. HA. Fatah DS sebesar
Rp. 43.545.000.000,- ( empat puluh tiga milyar lima ratus empat puluh lima
jutarupiah);

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan
Salemba Cabang Kejaksaan Agung;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Penyitaan dari PT. Inhutanil :

C. Lampiran | :
No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Pembayaran Potret Udara PT. Duta | 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir
Reksa Triharmoni (DRT) tahun 1989
s/d 1992
2. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. 005136 tgl
20-12-1989 dan No. 003452 tgl 01-
09-1989

3. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003455 tgl
02-09-1989 dan No. 003796 tgl 25-
09-1989

4. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 004200 tgl
19-10-1989 dan PT. Melapi Timber
No. 004582 tgl 18-11-1989

5. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 005281 tgl
09-01-1990 dan No. 005653 tgl 22-
02-1990

6. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 005598 tgl
01-02-1990 dan No. 006953 tgl 05-
06-1990

7. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007242 tgl
05-07-1990 dan No. 007243 tgl 05-
07-1990

8. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007796 tgl
18-08-1990 dan No. 007898 tgl 03-
09-1990

9. Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007896 tgl
03-09-1990 dan No. 008319 tgl 13-
10-1990

10. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008300 tgl
08-10-1990 dan No. 008289 tgl 04-
10-1990
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11. | Bukii pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Rendra Mulya No. 008286 tgl 02-10-1990
dan 008652 tgl 01-11-1990

12. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008623 tgl
09-11-1990 dan No. 008168 tgl 08-
11-1990

13. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008669 tgl
14-11-1990 dan No. 008683 tgl 19-
11-1990

14. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009007 tgl
05-11-1990 dan No. 009105 tgl 27-
12-1990

15. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009099 tgl
28-12-1990 dan No. 009010 tgl 07-
12-1990

16. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mi$ulya No. 013061 tgl
29-11-1990 dan No. 013060 tgl 28-
11-1990

17. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya 0.12572 tgl 01-
11-1991 dan No. 012804 tgl 13-11-
1991

18. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012568 tgl
08-10-1991 dan No. 012563 tgl 08-
10-1991

19. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012783 tgl
01-12-1991 dan No. 012897 tgl 26-
11-1991

20. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012798 tgl
06-11-1991 dan No. 012765 tgl 29-
10-1991

21. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011939 tgl
22-08-1991 dan No. 012794 tgl 05-
11-1991

22. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011538 tgl
22-07-1991 dan No. 011540 tgl 23-
07-1991

23. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008741 tgl
19-11-1990 dan No. 008845 tgl 28-
11-1990

24. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011497 tgl
16-07-1991 dan No. 011530 tgl 20-
07-1991

25. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011483 tgl
10-07-1991 dan No. 011491 tgl 12-
07-1991

26. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011469 tgl
04-07-1991 dan No. 011474 tgl 05-
07-1991

27. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. Duta | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Rendra Mulya No. 009541 tgl 25-01-1991
dan No. 009399tgl 12-01-1991

1 (satu) lembar
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28. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009550 tgl
31-01-1991 dan No. 009553 tgl 31-
01-1991

29. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008651 tgl
01-11-1990 dan No. 008601 tgl 02-

11-1990

30. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kayu Lapis Asli Murni No. 008663 tgl
08-11-1990

31. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kayu Lapis Asli Murni No. 006931 tgl
09-06-1999

32. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. 010949 tgl
29-06-1991 dan No. 011207 tgl 29-
06-1991

33. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010955 tgl
29-06-1991 dan No. 011143 tgl 29-
06-1991

34. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010601 tgl
29-04-1991 dan No. 010584 tgl 24-
04-1991

35. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010472 tgl
12-04-1991 dan No. 010504 tgl 12-
04-1991

36. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010149 tgl
25-03-1991 No. 010476

37. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010168 tgl
30-03-1991 dan No. 010152 tgl 30-
04-1991

38. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009716 tgl
15-02-1991 dan No. 010105 tgl 15-
03-1991

39. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009740 tgl
21-02-1991 dan No. 009744 tgl 23-
02-1991

40. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009403 tgl
15-01-1991 dan No. 009382 tgl -01-
1991

41. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011902 tgl
14-08-1991 dan No. 009525 tgl 17-
01-1991

42. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011925 tgl
19-08-1991 dan 011904 tgl 14-08-
1991

43. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011935 tgl
22-08-1991 dan No. 011930 tgl 26-
08-1991

44. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012256 tgl
16-09-1991 dan No. 012287 tgl 14-
09-1991
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45, | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010103 tgl
14-03-1991, No. 010141 tgl 22-03-
1991 No. 010271

46. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 29-01-
1991 dan No. tgl 29-01-1991

47. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Jan 1991
dan No. Jan 1991

48. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya

49. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya

50. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya tgl Mei-1992 dan
tgl Mei-1992

51. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya tgl 30-04-1992
dan tgl Mei-1992

52. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 015367 tgl
17-06-1992 dan No. 015365 tgl 16-
06-1992

53. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 10-06-
1992 dan No. tgl 15-06-1992

54. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

55. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

56. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

57. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 09-06-1992

58. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 13-06-
1992 dan No. tgl 13-06-1992

59. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 09-07-
1992 dan No. tgl 09-07-1992
60. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 18-07-
1992 dan No. tgl 16-07-1992
61. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 01-07-
1992 dan No. tgl 01-07-1992
62. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 07-07-
1992 dan No. tgl 09-07-1992
63. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 28-08-
1992 dan No. tgl 04-07-1992
64. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 17-07-
1992 dan No. tgl 17-07-1992
65. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 05-08-
1992 dan No. tgl 17-07-1992
66. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 02-08-
1992 dan No. tgl 02-08-1992

Hal. 192 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl

68. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl

69. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl.

70. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl.

71. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl.

72. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

73. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

74. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

75. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

76. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl Okt 1992

77. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 31-10-
1992

78. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kalamup No. 015980 dan No. 014316

79. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kalamup No. 014298

80. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. tgl 17-10-
1992 dan No. tgl 17-10-1992

81. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 16-10-
1992 dan No. tgl 06-10-1992

82. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 07-10-
1992 dan No. tgl 26-09-1992

83. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -08-1992
dan No. tgl -08-1992

84. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -08-1992
dan No. tgl -08-1992

85. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -08-1992
dan No. tgl 09-07-1992

86. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 13-06-
1992 dan No. tgl 05-06-1992

87. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 04-06-
1992 dan No. tgl 03-06-1992
88. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-06-
1992 dan No. tgl 08-06-1992
89. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 09-06-
1992 dan No. tgl 18-06-1992
90. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 15-06-
1992 dan No. tgl 17-06-1992
91. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 16-06-
1992 dan No. tgl 30-04-1992
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92. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl dan No. tgl
93. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. tgl 28-01-
1992 dan No. 004935 tgl

94. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003446 tgl
30-08-1992 dan No. 004761 tgl

95. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 004067 tgl
20-10-1992 dan No. 004030 tgl 04-
10-1992

96. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No0.003498 tgl 11-
10-1992 dan No. 003484 tgl

97. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003495 tgl
14-11-1992 dan No. 004935

99. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 003458 tgl
02-09-1992 dan No. 003888 tgl 22-
09-1992

100. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 005150 tgl
23-12-1992 dan No. 004383

101. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 007829 tgl 22-08-
1990

102. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Melapi Timber No. 007368 tgl 22-08-
1990 dan No. 007365 tgl 14-07-1990

103. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 007255 tgl 22-08-
1990 dan No. 007247 tgl. 09-07-1990
dan No. 007108 tgl.

104. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 006933 tgl 11-06-
1990 dan No. 006941 tgl. 12-06-1990
dan No. 006955 tgl.

105. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 006677 tgl 29-05-
1990 dan No. 006593 tgl. 03-05-1990

106. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 006670 tgl 25-05-
1990 dan No. 006659 tgl. 07-05-1990
dan No. 006614 tgl.

107. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 14-04-
1990 dan No. tgl. 10-04-1990

108. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 11-04-
1990 dan No. tgl. 06-04-1990

109. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 006434 tgl
23-04-1990 dan No. 006680 tgl. 29-
05-1990

110. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 006681 tgl
30-05-1990 dan No. 006666 tgl. 22-
05-1990

111. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 006965 tgl
20-06-1990 dan No. 007116 tgl. 30-
06-19909
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112. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007390 tgl
26-07-1990 dan No. 007519 tgl. 30-
07-1990

113. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 007812 tgl
27-07-1990 dan No. 007596 tgl. 04-
08-1990

114. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008122 tgl
25-09-1990 dan No. 008125 tgl. 26-
09-1990

115. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008313 tgl
11-10-1990 dan No. 008307 tgl. 10-
10-1990

116. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008295 tgl
06-10-1990 dan No. 008290 tgl. 05-
10-1990

117. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008666 tgl
12-11-1990 dan No. 008285 tgl. 02-
10-1990

118. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008678 tgl
16-11-1990 dan No. 008749 tgl. 21-
11-1990

119. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008913 tgl
01-12-1990 dan No. 008825 tgl. 22-
11-1990

120. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 008834 tgl
26-11-1990 dan No. 009093 tgl. 21-
12-1990

121. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kayu Lapis Asli No. 007254 tgl 09-07-
1990 dan No. 007074 tgl. 21-04-1990
dan No. 006958

122. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010498 tgl
12-05-1991 dan No. 010480 tgl. 06-
05-1991

123. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010583 tgl
24-04-1991 dan No. 010294 tgl. 17-
12-1991

124. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010866 tgl
21-05-1991 dan No. 010579 tgl. 22-
04-1991

125. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010948 tgl
03-06-1991 dan No. 011189 tgl. 26-
06-1991

126. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011167 tgl
21-06-1991 dan No. 011180 tgl. 24-
06-1991

127. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 01112 tgl 12-
06-1991 dan No. 01108 tgl. 06-06-
1991
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Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. tgl 23-02-
1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 009627 tgl
07-02-1991 dan No. 009727 tgl. 18-
02-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011758 tgl
09-08-1991 dan No. 011484 tgl. 10-
07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012051 tgl
28-08-1991 dan No. 012056 tgl. 20-
08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011748 tgl
05-08-1991 dan No. 011766 tgl. 12-
08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011730 tgl
01-08-1991 dan No. 011750 tgl. 27-
08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011479 tgl
09-07-1991 dan No. 011478 tgl. 08-
07-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 013318 tgl
30-12-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 013103 tgl
10-12-1991 dan No. 013126 tgl. 13-
12-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 013301 tgl
21-12-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 011764 tgl
12-08-1991 dan No. 011752 tgl. 07-
08-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012895 tgl
25-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012896 tgl
26-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012800 tgl
07-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 012790 tgl
05-11-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010472 tgl
04-05-1991 dan No. 010504 tgl. 13-
05-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010149 tgl
25-03-1991 dan No. 010476 tgl. 08-
05-1991

Bukti pembayaran iuran wajib PT.
Duta Rendra Mulya No. 010168 tgl
30-08-1991 dan No. 010152 tgl. 25-
03-1991
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146. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009716 tgl
15-02-1991 dan No. 010105 tgl. 15-
03-1991

147. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009740 tgl
21-02-1991 dan No. 009744 tgl. 23-
02-1991

148. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009403 tgl
15-01-1991 dan No. 009382 tgl. 09-
01-1991

149. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011902 tgl
14-08-1991 dan No. 009525 tgl. 17-
01-1991

150. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011925 tgl
19-08-1991 dan No. 011904 tgl. 18-
08-1991

151. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011935 tgl
22-08-1991 dan No. 011930 tgl. 20-
08-1991

152. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012256 tgl
16-09-1991 dan No. 012287 tgl. 14-
09-1991

153. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 013061 tgl
29-11-1991 dan No. 013060 tgl. 28-
11-1991

154. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012572 tgl
09-10-1991 dan No. 012804 tgl. 13-
11-1991

155. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012568 tgl
08-10-1991 dan No. 012563 tgl. 09-
10-1991

156. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012783 tgl
01-11-1991 dan No. 012897 tgl. 26-
11-1991

157. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 012790 tgl
06-11-1991 dan No. 012768 tgl. 29-
10-1991

158. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011939 tgl
22-08-1991 dan No. 012794 tgl. 05-
11-1991

159. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011925 tgl
19-08-1991 dan No. 011904 tgl. 18-
08-1991

160. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011538 tgl
22-07-1991 dan No. 011540 tgl. 23-
07-1991

161. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011497 tgl
16-07-1991 dan No. 011530 tgl. 20-
07-1991
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162. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011483 tgl
10-07-1991 dan No. 011491 tgl. 12-
07-1991

163. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 011469 tgl
04-07-1991 dan No. 011474 tgl. 05-
07-1991

164. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009541 tgl
25-01-1991 dan No. 009399 tgl. 12-
01-1991

165. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 009550 tgl
31-01-1991 dan No. 009553 tgl. 31-
01-1991

166. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010949 tgl
04-06-1991 dan No. 011207 tgl. 29-
06-1991

167. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010955 tgl
05-06-1991 dan No. 011143 tgl. 17-
06-1991

168. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 010601 tgl
29-04-1991 dan No. 010584 tgl. 24-
04-1991

169. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kayu Lapis Asli No. 009543 tgl 26-01-
1991 dan No. 009689 tgl. 14-02-1991
170. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 009396 tgl 11-01-
1991 dan No. 009686 tgl. 13-02-1991

171. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Melapi Timber No. 017107 tgl 10-11-
1992 dan No. 017114 tgl. 16-11-1992
dan No. 017415 tgl 05-12-1992

172. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. 017467 tgl
11-12-1992 dan No. tgl. 31-10-1992
173. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 22-10-
1992 dan No. tgl. 22-10-1992

174. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 23-10-
1992 dan No. tgl. 21-10-1992

175. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 12-10-
1992 dan No. tgl. 02-09-1992

176. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 16-09-
1992 dan No. tgl. 08-09-1992

177. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 17-09-
1992 dan No. tgl. —09-1992

178. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl dan
No. tgl. -

179. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Duta Rendra Mulya No. tgl 17-07-
1992 dan No. tgl. 17-07-1992
180. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -07-
1992 dan No. tgl. 06-07-1992
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181. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -07-
1992 dan No. tgl. 01-07-1992
182. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 03-07-
1992 dan No. tgl. 01-07-1992
183. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 18-07-
1992 dan No. tgl. 16-07-1992

184. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 08-07-
1992 dan No. tgl. 13-06-1992
185. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 06-06-
1992 dan No. tgl. 02-06-1992
186. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 02-05-
1992 dan No. tgl. 08-05-1992
187. | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -01-
1992 dan No. tgl. -01-1992
188 | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl -01-
1992 dan No. tgl. 22-01-1992
189 | Bukti pembayaran iuran wajib PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Duta Rendra Mulya No. tgl 28-01-
1992 dan No. tgl. 19-02-1992

D. Lampiran Il
No. | Nama Dokumen Jumlah Ketarngan
1 2 3 4
1. Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara | 1 (satu) lembar Fotocopy
PT. Inhutani | / PT. Intracawood
Manufacturing tahun 1991.
2. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 4438 tgl
27-6-1991.

3. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 2969 tgl
3-5-1991 dan No. 2972 tgl 3-5-1991.
4. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 3983 tgl
6-6-1991.

5. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 4147 tgl
14-6-1991.
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6. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5178 tgl
22-7-1991.

7. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5179 tgl
22-7-1991.

8. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 5627 tgl

5-8-1991.

9. Cash/Bank Payment Voucher Bank | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
BPI Samarinda No. 8/BPI-S/VIII/91 tgl
13-8-1991.

10. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7098
tgl 27-9-1991.

11. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6192 tgl
26-9-1991.

12. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6140 tgl
27-8-1991 dan No. 6152 tgl. 27-8-
1991.

13. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6398 tgl
2-9-1991.

14. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6732 tgl
16-9-1991.

15. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 6555 tgl
9-9-1991 dan No. 6558 tgl 9-9-1991
16. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7070
tgl 26-9-1991.

17. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7060 tgl
23-9-1991 dan No. 7058 tgl 23-9-
1991.

18. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7069 tgl
26-9-1991 dan No. 7072 tgl 26-9-
1991.

Hal. 200 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7074 tgl
26-9-1991.

20. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7071 tgl
26-9-1991 dan No. 7073 tgl. 26-9-
1991.

21. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8259 tgl
1-11-1991.

22. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7540
dan No. 7514 tgl 8-10-1991.

23. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7535
dan No. 8261 tgl 1-11-1991.

24. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7536
dan No. 7513 tgl 8-10-1991.

25. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7504 tgl
8-10-1991 dan No. 7509 tgl 8-10-
1991.

26. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 7506 tgl
8-10-1991 dan No. 7510 tgl 8-10-
1991.

27. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu)lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8301 tgl
2-11-1991.

28. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8306 tgl
2-11-1991.

29. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8305 tgl
2-11-1991 dan No. 8307 tgl 2-11-
1991.

30. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8344 tgl
4-11-1991.
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31. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8431 tgl
6-11-1991 dan No. 8436 tgl 6-11-
1991.

32. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. tgl 4-
11-1991.

33. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8527 tgl
11-11-1991 dan No. 8552 tgl 12-11-
1991.

34. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 9056 tgl
28-11-1991.

35. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8568 tgl
12-11-1991 dan No. 8535 tgl 11-11-
1991.

36. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8598 tgl
12-11-1991.

37. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8082 tgl
16-11-1991.

38. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 8570 tgl
12-11-1991 dan No. 8566 tgl 12-11-
1991.

38. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0125 ttg transfer ke APHI No. 9112 tgl
30-11-1991.

39. [ Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/077/D/11/91 tgl 20-11-1991 dan
No. TRK/070/D/11/91 tgl 20-11-1991.
40. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/078/D/11/91 tgl 20-11-1991 dan
No. TRK/120/D/11/91 tgl 29-11-1991.
41. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/072/D/11/91 tgl 20-11-1991.
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42. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/023/D/12/91 tgl 05-12-1991.

43. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/021/D/12/91 tgl 05-12-1991.

44. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/122/D/11/91 tgl 29-11-1991.

45. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/102/D/11/91 tgl 26-11-1991 dan
No. TRK/105/D/11/91 tgl 26-11-1991.
46. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/096/D/11/91 tgl 26-11-1991 dan
No. TRK/099/D/11/91 tgl 26-11-1991.
47. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/071/D/12/91 tgl 12-12-1991.

48. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/111/D/12/91 tgl 19-12-1991 dan
No. TRK/119/D/12/91 tgl 19-12-1991.
49. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/115/D/12/91 tgl 19-12-1991 dan
No. TRK/108/D/12/91 tgl 19-12-1991.
50. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/160/D/01/92 tgl 28-01-1992.

51. | Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Samarinda kepada PT. Intrawood
Jakpus atas Rek. Giro No. 211-31-
0004 ttg transfer ke APHI No.
TRK/025/D/01/92 tgl 08-01-1992 dan
No. TRK/032/D/01/92 tgl 08-01-1992.

C. Lampiran il

No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
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10.

11.

13.

17.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0083/NPPWE tgl 15-11-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0084/NPPWE tgl 17-11-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0085/NPPWE tgl 12-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0086/NPPWE tgl 12-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0088/NPPWE tgl 27-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0087/NPPWE tgl 27-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0089/NPPWE tgl 29-12-
1988 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara
PT. Inhutani 1/PT. IDEC tahun 1990.
Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 12-3-1990 dan 20-4-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 10-10-1990 dan 26-10-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 5-2-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 23-5-1990 dan 11-6-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 25-6-1990 dan 17-7-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 8-8-1990 dan 25-8-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 6-9-1990 dan 29-9-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 9-11-1990 dan 29-11-1990.

Bukti transfer PT. IDEC melalui BDN
kepada APHI A/C No. 30.81.411.088
tgl 11-12-1990 dan 28-12-1990.

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir
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D. Lampiran IV :

No. Nama Dokumen Jumlah Ketarangan

1 2 3 4

1. Pembayaran Potret Udara PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy
Inhutani | Unit Tarakan.

2. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

kepada BDN  Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 9-11-1988.

3 Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada BNI Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta DN. 89/459 tgl 20-
1-1989.

4. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit |l [ 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 14-12-1988.

5. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit 1l [ 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta A/C No.
30.81.411.088 tgl 16-11-1988.

6. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta A/C No.
30.81.411.088 tgl 29-12-1988.

7. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il [ 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 28-2-1989 dan tgl.
19-1-1989.

8. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit 1l [ 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 28-3-1989.

9. Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl 28-3-1989.

10. | Bukti transfer PT. Inhutani | Unit Il | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AIC No.
30.81.411.088 tgl. April 1989.

11. | Bukti transfer PT. Inhutani | Unit |l | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada  BDN Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta AlC No.
30.81.411.088 tgl 5-11-1990.

12. | Bukti pembayaran keanggotaan APHI | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
RKT 1997/1998 dan  1998/1999
melalui BDN Kehutanan

13. | Slip Setoran BDN Cab. Kehutanan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
No. GW. 495970 pembayaran
keanggotaan APHI RKT 1997/1998
dan 1998/1999 dari PT. Inhutani |

14. | Surat APHI kepada Dirut. PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Inhutani | No. 192/APHI/Pusat/0499
tgl. 12-4-1999 tentang luran

Keanggotaan APHI.

G. LampiranV :
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No. Nama Dokumen Jumlah Ketarngan
1 2 3 4
1. Rekapitulasi luran Biaya Potret Udara | 1 (satu) lembar Fotocopy
PT. Inhutani/PT. IDEC tahun 1989
2. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.

Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0090/NPPWE tgl 31-1-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

3. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0092/NPPWE tgl 8-2-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

4. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0093/NPPWE tgl 8-2-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

5. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight tgl
8-2-1989 a.n. PT. ldec Abadi Wood
Industries Tarakan.

6. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0094/NPPWE tgl 6-3-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

7. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0095/NPPWE tgl 15-3-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

8. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 16-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

9. Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 31-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

10. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 31-3-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

11. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 4-4-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

12. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. tgl 29-4-1989 a.n. PT. Idec Abadi
Wood Industries Tarakan.

13. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

14. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0102/NPPWE tgl 3-5-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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15. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0103/NPPWE tgl 12-5-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

16. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0104/NPPWE tgl 9-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

17. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0107/NPPWE tgl 30-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

18. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0105/NPPWE tgl 12-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

19. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0106/NPPWE tgl 12-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

20. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0108/NPPWE tgl 30-6-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

21. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0109/NPPWE tgl 6-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

22. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0110/NPPWE tgl 18-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

23. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0111/NPPWE tgl 31-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

24. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0112/NPPWE tgl 31-7-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

25. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0119/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

26. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0115/NPPWE tgl 14-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

27. | Nota Perhitungan Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0116/NPPWE tgl 14-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.
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28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0117/NPPWE tgl 19-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0118/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0119/NPPWE tgl 30-9-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0121/NPPWE tgl 30-10-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0120/NPPWE tgl 31-10-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0123/NPPWE tgl 6-11-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

Nota Perhitungan Pembayaran
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05.581/0122/NPPWE tgl 6-11-
1989 a.n. PT. Idec Abadi Wood
Industries Tarakan.

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

Fotocopy legalisir.

H. Lampiran VI

Nama Dokumen

Jumlah

Keterangan

2

3

4

Rekapitulasi Setoran kepada APHI.
Rekapitulasi Biaya Potret Udara
atas Hasil Ekspor Kayu Gergajian
tahun 1992

Bukti Nota Debet Bapindo Cab.
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/058/D/01/92 tgl
13-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

Bukti Nota Debet Bapindo Cab.
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/062/D/01/92 tgl
14-01-1992 dan No. TRK.
065/D/01/92 tgl 14-01-1992 atas
Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

Bukti Nota DebetBapindo Cab. Tarakan
kepada PT. Intrawood Tarakan No.
TRK/090/D/01/92 tgl 17-01-1992 dan
No. TRK/098/D/01/92 tgl 18-01-1992

atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

1 (satu) lembar
2 (dua) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy
Fotocopy

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir

Fotocopy legalisir
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6. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/133/D/01/92 tgl
24-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

7. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/182/D/01/92 tgl
30-01-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

8. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/204/D/01/92 tgl
31-01-1992 dan No.
TRK/202/D/01/92 tgl 31-01-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

9. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/028/D/02/92 tgl
06-02-1992 dan No.
TRK/030/D/02/92 tgl 06-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

10. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/023/D/02/92 tgl
06-02-1992 dan No.
TRK/025/D/02/92 tgl  06-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

11. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/059/D/02/92 tgl
10-02-1992 dan No.
TRK/057/D/02/92 tgl 10-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

12. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/145/D/02/92 tgl
21-02-1992 dan No.
TRK/149/D/02/92 tgl 21-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

13. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/143/D/02/92 tgl
21-02-1992 dan No.
TRK/146/D/02/92 tgl 21-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

16. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/177/D/02/92 tgl
24-02-1992 dan No.
TRK/194/D/02/92 tgl 26-02-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

17. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood Tarakan
No. TRK/175/D/02/92 tgl 24-02-1992
dan No. TRK/173/D/02/92 tgl 24-02-
1992 atas Rek. Giro No. 211-31-0004
ttg transfer ke APHI
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18. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/021/D/03/92 tgl
03-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

19. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/020/D/03/92 tgl
03-03-1992 dan No.
TRK/023/D/03/92 tgl 03-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

20. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/040/D/03/92 tgl
04-03-1992 dan No.
TRK/038/D/03/92 tgl 04-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

21. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/047/D/03/92 tgl
06-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

22. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/059/D/03/92 tgl
07-03-1992 dan No.
TRK/062/D/03/92 tgl 07-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

23. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/129/D/03/92 tgl
12-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

24. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/162/D/03/92 tgl
14-03-1992 dan No.
TRK/166/D/03/92 tgl 14-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

25. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/164/D/03/92 tgl
14-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

26. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/191/D/03/92 tgl
17-03-1992 dan No.
TRK/247/D/03/92 tgl 23-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

27. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/240/D/03/92 tgl
21-03-1992 dan No.
TRK/237/D/03/92 tgl 21-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI
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28. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/353/D/03/92 tgl
03-03-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

29. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/333/D/03/92 tgl
30-03-1992 dan No.
TRK/351/D/03/92 tgl 30-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

30. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/335/D/03/92 tgl
30-03-1992 dan No.
TRK/336/D/03/92 tgl 30-03-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

31. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/133/D/04/92 tgl
14-04-1992 dan No.
TRK/145/D/04/92 tgl  15-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

32. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/148/D/04/92 tgl
15-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

33. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/210/D/04/92 tgl
21-04-1992 dan No.
TRK/208/D/04/92 tgl 21-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

34. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/269/D/04/92 tgl
27-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

35. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/298/D/04/92 tgl
29-04-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

36. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/319/D/04/92 tgl
30-04-1992 dan No.
TRK/325/D/04/92 tgl  30-04-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

37. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/031/D/05/92 tgl
02-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

38. Bukti Nota DebetBapindo Cab. Tarakan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada PT. Intrawood Tarakan No.
TRK/027/D/05/92 tgl 02-05-1992 dan
No. TRK/029/D/05/92 tgl 02-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

Hal. 211 dari 259 hal. Put. No.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 211
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39. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/081/D/05/92 tgl
07-05-1992 dan No.
TRK/139/D/05/92 tgl 11-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

40. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/286/D/05/92 tgl
20-05-1992 dan No.
TRK/287/D/05/92 tgl 20-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

41. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/284/D/05/92 tgl
20-05-1992 dan No.
TRK/285/D/05/92 tgl 20-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

42. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/229/D/05/92 tgl
18-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

43. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/228/D/05/92 tgl
18-05-1992 dan No.
TRK/230/D/05/92 tgl  18-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

44, Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/201/D/05/92 tgl
15-05-1992 dan No.
TRK/249/D/05/92 tgl  19-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

45, Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/303/D/05/92 tgl
21-05-1992 dan No.
TRK/301/D/05/92 tgl 21-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

46. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/302/D/05/92 tgl
21-05-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

47. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/343/D/05/92 tgl
26-05-1992 dan No.
TRK/344/D/05/92 tgl 26-05-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

48. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/023/D/06/92 tgl
01-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

Hal. 212 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 212
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49. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/022/D/06/92 tgl
01-06-1992 dan No.
TRK/021/D/06/92 tgl 01-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

50. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/164/D/06/92 tgl
12-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

51. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/108/D/06/92 tgl
08-06-1992 dan No.
TRK/109/D/06/92 tgl 08-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

52. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/220/D/06/92 tgl
16-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

53. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/226/D/06/92 tgl
16-06-1992, No. TRK/222/D/06/92
tgl 16-06-1992 dan No.
TRK/224/D/06/92 tgl  16-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

54. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/313/D/06/92 tgl
22-06-1992, No. TRK/315/D/06/92
tgl 22-06-1992 dan No.
TRK/314/D/06/92 tgl 22-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

55. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/387/D/06/92 tgl
26-06-1992, No. TRK/391/D/06/92
tgl 26-06-1992 dan No.
TRK/389/D/06/92 tgl  26-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

56. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/392/D/06/92 tgl
26-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

57. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/397/D/06/92 tgl
26-06-1992 dan No.
TRK/395/D/06/92 tgl 26-06-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

58. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/428/D/06/92 tgl
30-06-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

Hal. 213 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 213
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59. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/181/D/07/92 tgl
01-07-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

60. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/243/D/07/92 tgl
16-07-1992 dan No.
TRK/245/D/07/92 tgl 16-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

61. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/316/D/07/92 tgl
20-07-1992 dan No.
TRK/317/D/07/92 tgl 20-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

62. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/385/D/07/92 tgl
24-07-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

63. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/492/D/07/92 tgl
31-07-1992 dan No.
TRK/493/D/07/92 tgl 31-07-1[992]
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

64. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/430/D/07/92 tgl
29-07-1992 dan No.
TRK/429/D/07/92 tgl 291-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

65. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/494/D/07/92 tgl
31-07-1992, No. TRK/496/D/07/92
tgl 31-07-1992 dan No.
TRK/495/D/07/92 tgl  31-07-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

66. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/224/D/08/92 tgl
01-08-1992 dan No.
TRK/023/D/08/92 tgl  01-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

67. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/204/D/08/92 tgl
13-08-1992 dan No.
TRK/207/D/08/92 tgl  13-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

68. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/205/D/08/92 tgl
13-08-1992 dan No.
TRK/206/D/08/92 tgl  13-08-1992

Hal. 214 dari 259 hal. Put. No.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 214
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atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

69. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/228/D/08/92 tgl
14-08-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004 ttg transfer ke APHI

70. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/274/D/08/92 tgl
18-08-1992, No. TRK/275/D/08/92
tgl 18-08-1992 dan No.
TRK/276/D/08/92 tgl 18-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004 ttg
transfer ke APHI

71. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/380/D/08/92 tgl
24-08-1992, No. TRK/379/D/08/92
tgl 24-08-1992 dan No.
TRK/381/D/08/92 tgl 01-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

72. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/429/D/08/92 tgl
26-08-1992, No. TRK/430/D/08/92
tgl 26-08-1992 dan No.
TRK/428/D/08/92 tgl 26-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

73. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/427/D/08/92 tgl
26-08-1992 dan No.
TRK/426/D/08/92 tgl 26-08-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

74. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/017/D/09/92 tgl
01-09-1992 dan No.
TRK/018/D/09/92 tgl 01-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

75. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/171/D/09/92 tgl
10-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004.0 ttg transfer ke APHI

76. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/169/D/09/92 tgl
10-09-1992 dan No.
TRK/170/D/09/92 tgl  10-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

77. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/172/D/09/92 tgl
10-09-1992, No. TRK/072/D/09/92
tgl 04-09-1992 dan No.
TRK/071/D/09/92 tgl  04-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-31-0004.0
ttg transfer ke APHI

Hal. 215 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 215
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78. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/367/D/09/92 tgl
21-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001 ttg transfer ke APHI

79. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/368/D/09/92 tgl
21-09-1992 dan No.
TRK/325/D/09/92 tgl  18-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001 ttg
transfer ke APHI

80. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/429/D/09/92 tgl
24-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
31-0004.0 ttg transfer ke APHI

81. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/416/D/09/92 tgl
23-09-1992 dan No.
TRK/417/D/09/92 tgl  23-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

82. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/415/D/09/92 tgl
23-09-1992 dan No.
TRK/414/D/09/92  tgl  23-09-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

83. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/513/D/09/92 tgl
30-09-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

84. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V012/D/10/92 tgl
06-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

85. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V013/D/10/92 tgl
06-10-1992 dan No.
TRK/V016/D/10/92 tgl 06-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

86. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V014/D/10/92 tgl
06-10-1992 dan No.
TRK/V015/D/10/92 tgl 06-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

87. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V033/D/10/92 tgl
10-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

88. Bukti Nota DebetBapindo Cab. Tarakan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
kepada PT. Intrawood Tarakan No.
TRK/N032/D/10/92 tgl 10-10-1992 dan
No. TRK/\V031/D/10/92 tgl 10-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1 ttg
transferke APHI
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89. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V049/D/10/92 tgl
15-10-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

90. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V048/D/10/92 tgl
15-10-1992 dan No.
TRK/V047/D/10/92 tgl 15-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

91. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V073/D/10/92 tgl
23-10-1992 dan No.
TRK/V070/D/10/92 tgl 23-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

92. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V071/D/10/92 tgl
23-10-1992 dan No.
TRK/V072/D/10/92 tgl 23-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

93. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V095/D/10/92 tgl
30-10-1992 dan No.
TRK/V094/D/10/92 tgl 30-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

94. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V093/D/10/92 tgl
30-10-1992 dan No.
TRK/V092/D/10/92 tgl 30-10-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

95. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V009/D/11/92 tgl
07-11-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

96. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V031/D/11/92 tgl
10-11-1992 Rek. Giro No. 211-62-
0001.1 dan No. TRK/167/D/11/92
tgl  11-11-1992Rek. Giro  No.
211.31.0004.0 atas ttg transfer ke
APHI

97. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V019/D/11/92 tgl
09-11-1992 dan No.
TRK/V022/D/11/92 tgl 09-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

98. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V033/D/11/92 tgl
10-11-1992 dan No.
TRK/V032/D/11/92 tgl 10-11-1992
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atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

99. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V017/D/11/92 tgl
09-11-1992 dan No.
TRK/V020/D/11/92 tgl 09-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

100. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V013/D/11/92 tgl
13-11-1992 atas Rek. Giro No. 211-
62-0001.1 ttg transfer ke APHI

101. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V051/D/11/92 tgl
17-11-1992 dan No.
TRK/V052/D/11/92 tgl 17-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

102. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V059/D/11/92 tgl
19-11-1992 dan No.
TRK/V060/D/11/92 tgl 19-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

103. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V078/D/11/92 tgl
25-11-1992 dan No.
TRK/V079/D/11/92 tgl 25-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

104. Bukti Nota Debet Bapindo Cab. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Tarakan kepada PT. Intrawood
Tarakan No. TRK/V076/D/11/92 tgl
25-11-1992 dan No.
TRK/V077/D/11/92 tgl 25-11-1992
atas Rek. Giro No. 211-62-0001.1
ttg transfer ke APHI

2) Penyitaan dari PT. Inhutani Il :

No. Nama Dokumen Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Surat Kabag Akutansi kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Direktur Utama tentang pembayaran
yang telah dilaksanakan PT.
Inhutani Il dalam pengadaan potret
udara di PLT dan Snk oleh APHI tgl

27-10-2000.

2. Bukti Pengeluaran Kas/Bank No. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
03030 tgl 03-03-1993

3. Nota Pemindah Bukuan kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

BDN Jakarta Gedung Manggala
Wanabhakti tgl. 03-03-1993.
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4. Surat  PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
Pimpinan PT. BDN Cab. Gdg Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti
No. 0350/P/1993 tgl 26-02-1993
perihal Pengadaan Potret Udara

pada Areal PT. |Inhutani Il di
Kalimantan Selatan
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Penafsiran Potret Udara P. Luat dan
Senakin di APHI tgl Pebruari 1993
6. Surat Ketua Team Pengadaan | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Barang kepada Direktur Utama PT.
Inhutani Il tgl 12-02-1993

7. Addendum Surat Perjanjian Kerja | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
antara PT. Inhutani Il dengan APHI
tentang Potret Udara.

8. Surat Perjanjian Kerja Pengadaan | 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir
Potret Udara di P. Laut dan Senakin
Kalsel No. 0492/SPK/1992 tgl 02-

04-1992

9. Addendum Surat Perjanjian Kerja | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
antara PT. Inhutani Il dengan APHI
tentang Potret Udara No.
0355/SK/1993 tgl 26-02-1993.

10. Nota Pemndah Bukuan tgl 28-12- | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
1994 kepada BDN Cab. Gdg. Pusat
Kehutanan

11. Surat PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir

Pimpinan PT. BDN Cab. Gdg Pusat
Kehutanan Manggala Wanabakti
No. 2035/P/1994 tgl 28-12-1994
perihal Pengadaan Potret Udara

pada Areal PT. Inhutani Il di
Kalimantan Selatan
12. Memo dari Dir. Produksi kepada Dir, | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir

Keuangan tgl 25-04-1994 perihal
Tagihan Dana Inventarisasi Hutan/
luran potret udara.

13. Nota Pemindah Bukuan tgl 03-06- | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
1996 kepada PT. BDN Khutanan
PT. Inhutani Il kepada APHI

14. Surat Direksi PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
PT. Bank BDN Cab. Kehutanan No.
0772/P/1996 tgl 3-06-1996 perihal
Pembayaran tahap ke \Y]
(pelunasan) Pengdaan Potret Udara
pada Areal PT. Inhutani Il di Kalsel
15. Surat Direksi PT. Inhutani Il kepada | 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir
PT. Bank BDN Cab. Kehutanan No.
0350/P/1993 tgl 26-02-1993 perihal
Pengadaan Potret Udara pada areal
PT. Inhutani Il diKalsel

16. Nota Pemindah bukuan kepada | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Bank BDN Gedung Pudat
Kehutanan tanggal 28-12-1994

17. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6869/NPPWE tgl 24-11-
1989

18. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6993/NPPWE tgl 28-12-
1989
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19. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/6994/NPPWE tgl 28-12-
1989

20. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/7050/NPPWE tgl 04-01-
1990

21. Nota  Perhitungan  Pembayaran | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir.
Wesel/Hasil Ekspor atas L/C Sight
No. 05530/7051/NPPWE tgl 05-01-

1990

22. luran APHI Tahun 1988 s/d 1992 | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Kantor Unit Usaha Kalsel tgl 17-02-
1993

23. Hasil Rekapitulasi APHI dengan PT. | 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir
Inhutani Il Tahun 1988/1989 s/d
1992

24. luran Wajib BPB : ISA PT. Inhutani | 10 (sepuluh) lembar | Fotocopy
Il tgl 03-01-1989 s/d 29-06-1993
25. Surat Kuasa Pemotongan luran | 2 (dua) lembar Fotocopy
Wajib Untuk Beaya Investarisasi
dan Pembinaan Hutan No.
1611/P/1988 tanggal 2 Nopember
1988.

3). Penyitaan dari Angga Adi Prabawa :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Bukti penerimaan APHI No. 1.14-| 01 lembar Copy

10.1301 tanggal 04 Oktober 2001
sebesar Rp.1.300.000.000,- untuk
pengembalian pinjaman sementara.
2. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 75,000 untuk pengembalian
sebagian pokok pinjaman PT. BPP
(thp 2), yang ditandatangani oleh Evi
S. Said, SE.

3. Kwitansi tanggal 09 Oktober 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 150,000 untuk pengembalian
sebagian pokok pinjaman PT. BPP,
yang ditandatangani oleh Evi S.
Said, SE.

4. Kwitansi tanggal 31 Oktober 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 9,500 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat APHI No.758A/Keu-
APHI/Pusat/1101 yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
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5. Kwitansi tanggal 26 Juli 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 6,600 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. Bangun
Prajanusa Persada sesuai surat
APHI  No.483/Keu-APHI/Pusat/0701
yang ditandatangani oleh Evi S.
Said, SE.

6. Kwitansi tanggal 31 Agustus 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 6,808,33 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat APHI No.564/Keu-
APHI/Pusat/0801 yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.

7. Kwitansi tanggal 05 Oktober 2001 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 13,450 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat APHI No.683/Keu-
APHI/Pusat/0901 dan No.709A/Keu-
APHI/Pusat/1001, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
8. Kwitansi tanggal 26 Pebruari 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 8,045,83 untuk pembayaran
bunga pinjaman tahap | untuk
periode Pebruari 2002-Maret 2002
sebesar US$ 5,441.67 dan bunga
pinjaman tahap Il untuk periode
Januari 2002-Pebruari 2002 sebesar
US$ 2,604.17, yang ditandatangani
oleh Evi S. Said, SE.

9. Kwitansi tanggal 20 Pebruari 2003 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 18,010.42 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat tagihan APHI No.985/Keu-
APHI/Pusat/1202 dan No.030A/Keu-
APHI/Pusat/0103, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.

10. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 | 01 lembar Copy
tentang penerimaan dana dari PT.
Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 10,104.17 untuk pembayaran
bunga pinjaman PT. BPP sesuai
surat tagihan APHI No.907A/Keu-

APHI/Pusat/1002, yang
ditandatangani oleh Evi S. Said, SE.
11. Akta Pendirian Perseroan Terbatas | 17 lembar Copy

PT. Bangun Prajanusa Persada No.
11 tanggal 9 Juni 1997, Notaris Ny.
Asmara Noer, SH di Jakarta.

12. Akta Risalah Rapat PT. Bangun | 05 lembar Copy
Prajanusa Persada No. 106 tanggal
27 April 2001 (Salinan), Notaris H.M.
Afdal Gazali, SH di Jakarta.
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13. Akta Berita Acara Rapat (PT. Wana | 06 lembar Copy
Rimba Kencana) No. 4 tanggal 11
September 2003, Notaris Herlina
Pakpahan, SH di Jakarta.

4). Penyitaan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta

Barat :

No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KET
1 2 3 4

1. Buku Tanah HM. No. 435/Jembatan | 01 eksemplar Asli

Lima, luas 2.957 M2, surat ukur No.
49/2000 tanggal 16-10-2000 terletak
di Jalan Sawah Lio IV Kelurahan
Jembatan Lima Kecamatan Tambora
Wilayah Jakarta Barat atas nama :
Drs. Pradono Dirdjo Pranoto

2. Buku Tanah HM. No. 436/Jembatan | 01 eksemplar Asli
Lima, luas 4.094 M2 (telah dipisah
menjadi 19 sertifikat), surat ukur
tanggal 16-10-2000 No. 48/2000
dengan pemecahan sebagai berikut :

1. HM. 585/Jembatan Lima, luas 51 | 01 eksemplar Asli
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto.

2. HM. 586/Jembatan Lima, luas 119 | 01 eksemplar Asli

M2 diterbitkan tanggal 06-10-2003

a.n. Drs. Pradono Dirdjo Pranoto.

- Pada tanggal 28-05-2004 dibalik | 01 eksemplar Asli
nama Ny. Merie Hie (Merry Hie)
berdasarkan Akte Jual Beli
PPAT Linggo Darsono, SH tgl
13-5-2004 No. 57/2004.

- HM No. 577/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003 a.n.
Pradono Dirdjo Pranoto padatgl
28-5-2004, dibalik nama kepada
Ny. Mery Hie (Merry Hie)
berdasarkan Akte Jual Beli
PPAT Linggo Darsono, SH tgl
13-5-2004 No. 56/2004..

- HM. 578/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 80
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 579/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 41
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 580/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 43
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 581/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 90
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

Hal. 222 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HM. 582/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 44
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 583/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 49
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 584/Jembatan Lima [ 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 46
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 587/Jembatan Limaditerbitkan | 01 eksemplar Asli
tgl 6-10-2003, luas 72 M2 a.n. Drs.
Pradono Dirdjo Pranoto..

- HM. 585/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 32
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 589/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 34
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 590/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 26
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 591/Jembatan Lima | 01 eksefmlplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 19
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 592/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 19
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 593/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 61
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 594/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 71
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

- HM. 595/Jembatan Lima | 01 eksemplar Asli
diterbitkan tgl 6-10-2003, luas 44
M2 a.n. Drs. Pradono Dirdjo
Pranoto..

3. HM. 512/Jembatan Lima, luas 1.990 | 01 eksemplar Asli

M2 a.n. Hermanto.

5). Penyitaan dari Dadang Sukandar :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Surat Perjanjian Hutang Piutang | 02 lembar Asli

antara H. Dadang Sukandar (Pihak
Pertama) dengan M. Zein P.
Hutagaol (Pihak Kedua) tanggal 9
April 1999.
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2. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah tanggal 6
Desember 1999 sebesar

Rp.1.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 1).

3. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah tanggal 7
Desember 1999 sebesar

Rp.2.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 2).

4. Kwitansi tanda terima uang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 10
Desember 1999 sebesar
Rp.2.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 3).

5. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 13
Desember 1999 sebesar
Rp.1.500.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 4).

6. Kwitansi tanda terima wuang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 20
Desember 1999 sebesar
Rp.2.100.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 5).

7. Kwitansi tanda terima uang dari | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar qg. Yayasan
Raudatul Jannah  tanggal 22
Desember 1999 sebesar
Rp.2.300.000.000,- yang diterima
oleh M.Z.P. Hutagaol (Angsuran 6).

6). Penyitaan dari Muhammad Zain Parluhutan Hutagaol :

NO JENIS DOKUMEN JUMLAH LEMBAR KET
1 2 3 4
1. Surat Perjanjian Hutang Piutang | 02 lembar Asli

antara H. Dadang Sukandar (Pihak
Pertama) dengan M. Zein P.
Hutagaol (Pihak Kedua) tanggal 9
April 1999.

2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh | 01 lembar Asli
Dadang Sukandar tanggal 20
November 1999.

3. Kwitansi tanda terima uang dari M. | 01 lembar Asli
Zein P. Hutagaol tanggal 20 April
1999 sebesar Rp.5.000.000.000,-
yang diterima oleh Dadang
Sukandar.

4. Kwitansi tanda terima uang dari M. | 01 lembar Asli
Zein P. Hutagaol tanggal 27 April
1999 sebesar Rp.5.000.000.000,-
yang diterima oleh Dadang
Sukandar.
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7). Penyitaan dari Tonny Sukanta :
1. Kwitansitanggal 22 Nopember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- untuk sumbangan

pembangunan Mesjid, yang ditandatangani Tonny Sukanta.

2. Kwitansi tanggal 9 Desember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.125.000.000,- untuk sumbangan
pembangunan Mesjid Al-Hidayah, yang ditandatangani Tonny Sukanta.

3. Kwitansitanggal 28 Desember 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,- untuk sumbangan
pembangunan Mesjid, yang ditandatangani Tonny Sukanta.

8. Penyitaan dari Departemen Kehutanan (Drs. Akmal Hasan, Msi) :
1. 1 (satu) lembar copy surat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia kepada
Ir. Soebagjo Hadisepoetro No. 231/APHI/Pusat/0798 tanggal 01 Juli 1998
perihal Laporan Progres Pekerjaan Pemotretan Udara, Pemetaan
Vegetasi, Pemetaan Garis Bentuk, Pembuatan Uncontrolled Mosaic dan
Pemeriksaan Lapangan Areal Hak Pengusahaan Hutan vyang
ditandatangani oleh A. Tjipto Wignjoprajitno selaku Ketua Eksekutif APHI

beserta 18 (delapan belas) lembar lampirannya.

2. 1 (satu) lembar copy surat Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesiakepada
Ir. Rodjai (Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan
Perkebunan) No. 463/APHI/Pusat/0699 tanggal 25 Juni 1999 perihal
Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemotretan Udara, Pembuatan Mosaic,
Pemetaan Garis Bentuk, Pemetaan Vegetasi dan Pemeriksaan Lapangan
Areal Hak Pengusahaan Hutan yang ditandatangani oleh Ir. Hendro
Prastowo selaku Sekretaris Jenderal APHI beserta 12 (dua belas) lembar

lampirannya.

9). Penyitaan dari Djoko Sumarno:
1. Kwitansi tanggal 5 Juli 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- bantuan untuk

renovasi mesjid, yang ditandatangani Djoko Sumarno.

2. Kwitansi tanggal 2 Agustus 1999 tentang Penerimaan dana Yayasan
Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,- bantuan untuk

renovasi mesjid, yang ditandatangani Djoko Sumarno.
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10). Penyitaan dari ADDAM :

1. Kwitansi tanggal 23 Agustus 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan mesjid yang ditandatangani Addam.

2.  Kwitansi tanggal 29 September 1999 tentang Penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.100.000.000,00
untuk sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani oleh
Addam.

3.  Kwitansi tanggal 28 Desember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandangani Addam.

11). Penyitaan dari DJuandi :

1. Kwitansi tanggal 4 Oktober 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.75.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani Djuandi.

2. Kwitansi tanggal 08 Nopember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.125.000.000,00
untuk sumbangan pembangunan Mesjid yang ditandatangani
Djuandi.

3. Kwitansi tanggal 22 Desember 1999 tentang penerimaan dana
Yayasan Raudatul Jannah Jakarta sebesar Rp.50.000.000,00 untuk
sumbangan pembangunan Mesjid yang ditanda tangani Djuandi.

12). Penyitaan dari Drs. Sudradjat Djaya Pertjunda :

1. Asli Surat Perjanjian pemberian dana untuk kegiatan Sosial dalam
rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dari Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) sebesar Rp.4.000.000.000,00
(empat milyar rupiah) tanggal 6 Januari 2000.

2. Asli Surat Pembatalan Pasal 4 Surat Perjanjian tanggal 6 Januari
2000.
3. Asli Surat Pembatalan perjanjian tanggal 6 Maret 2000 untuk
mengembalikan dana abadi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga
milyar rupiah) tanggal 6 Maret 2000.
13). Penyitaan dari FARIED AMIR :

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
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0036986 tanggal 26—06 — 1996.
2. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
No0.0036957 tanggal 18-06 — 1996
dan No. 003974 tanggal2l- 06—
1996.

3. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
N0.0036954 tanggal 14— 06-1996
dan No. 0036955 tanggal 14— 06-
1996.

4. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038306 tanggal 17-08-1996 dan
No.0037653 tanggal 01-07-1996.

5. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038296 tanggal 26-08-1996 dan
No. 0038273 tanggal 20-08-1996.
6. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038206 tanggal 02-08-1996 dan
No. 0038232 tanggal 09-08-1996.
7. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
No0.0038204 tanggal 02-08-1996
dan No. 0038205 tangga 02-08-
1996.

8. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0037716 tanggal 18-07-1996 dan
No. 0037714 tanggal 17-07-1996.
9. Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0038331 tanggal 30-08-1996 dan
No. 0038474 tanggal 20-08-1996
10 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0041011 tanggal 28-12-1996

11 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0040957 tanggal 13-12-1996 dan
No. 0041010 Tanggal 28-12-1996.
12 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0040940 tanggal 06-12-1996 dan
No. 0040951 tanggal 11-12-1996.
13 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0040934 tanggal 04-12-1996 dan
0040935tnaggal 04-12-1996

14 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
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0042033 tanggal 05-05-1997 dan
No. 0042079 tanggal 26-02-1997.
15 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0041938 tanggal 25-01-1997 dan
No. 0041955 tanggal 30-januari
1997.

16 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI
No.0041872 tanggal 07-01-1997
dan No. 0041931 tanggal 23-01-
1997.

17 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0049113 tanggal 14-12-1997 dan
No0.0043256 tanggal 11-04-1997.
18 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0042490 tanggal 05-03-1997 dan
No0.0042583 tanggal 21-03-1997.
19 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0043311 tanggal 23-04-1997 dan
No. 0043264 tanggal 29-04-1997.
20 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0047632tanggal 08-10-1997 dan
No0.0047618 tanggal 30-09-1997.
21 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0047351 tanggal 10-09-1997 dan
No. 0048038 tanggal 17-10-1997.
22 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0050462 tanggall3-01-1998.

23 Bukti pembayaran Dana | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Inventarisasi dan Pembinaan
Hukum PT. ITCI kepada APHI No.
0050890 tanggal 18-05-1998 dan
No. 0050885 tanggal 20-04-1998.

14). Penyitaan dari NANA SUPARNA :

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6011 tanggal 26-01-
1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD
1,738.96.

2. Nota Pemindahan Bukuan Devisa [ 01 Lembar Fotocopy Legalisir
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Umum BBD No.
057/20/094/89/6026 tanggal 03-03-
1995kepada Rekg APHI.  No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,913.78.
3. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6045 tanggal 13-02-
1995 kepada Rekg APHI No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,199.77.
4. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6049 tanggal 20-02-
1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

5,559.72.
5. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6052 tanggal 22-02-
1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,999.62.
6. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6080 tanggal 09-
03-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,208.56.
7. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6093 tanggal 20-
03-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,600.41
8. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6109 tanggal 28-
03-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah

USD2,035.75.
9. Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6120 tanggal 03-
04-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,339.20.
10 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/6144  tanggal 20-
04-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,111.83.
11 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7386  tanggal 20-
02-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,099.39.
12 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7402 tanggal  25-
02-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah
USD1,598.34.
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13 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.
057/20/094/89/7403 tanggal 25-
02-1995 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,7399947.
14 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7406 tanggal 27-
02-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,90.69.
15 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7419 tanggal 04-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,598.34.
16 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7428 tanggal 06-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,499.28.
17 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7448 tanggal 20-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,399.54.
18 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7460 tanggal 24-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

3,765.68.
19 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7465 tanggal 27-
03-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,999.62.
20 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7481 tanggal 03-
04-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,520.88.
21 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7493 tanggal 10-
04-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,488.14.
22 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7907 tanggal 18-
09-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,400.43.
23 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/7997 tanggal 13-
10-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD
2,499.55.
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24 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.
057/20/094/89/8014 tanggal 16-
10-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

4,982.10.
25 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8015 tanggal 16-
10-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,492.78.
26 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8046 tanggal  04-
11-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah

USD4,138.20.
27 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8045 tanggal 04-
11-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

3,959.96.
28 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8103 tanggal 02-
12-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,307.64.
29 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8142  tanggal 24-
12-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

2,503.02.
30 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8140 tanggal 24-
12-1997 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

602.06.
31 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8163 tanggal 07-
01-1998 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD

1,204.11.
32 Nota Pemindahan Bukuan Devisa | 01 Lembar Fotocopy Legalisir
Umum BBD No.

057/20/094/89/8169 tanggal 09-
01-1998 kepada Rekg APHI. No.
Rekg. 094014-04022 jumlah USD
1,999.86.

15). Penyitaan dari IrIMAM HERMAIN AZIZ :

No. | Jenis Dokumen Jumlah BESARNYA Keterangan
(Us$)
1. 05889.4400.094 APHI 12.255.67 Foto Copy Legalisir
14-10-1992 (0940014-04022)
2. 05889.4578.094 APHI 3.745,20 Foto Copy Legalisir
28-12-1992 (0940014-04022)
3. 05889.4433.094 APHI 4.017,14 Foto Copy Legalisir
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23-10-1992 (0940014-04022)

4. 05889.4471.094 APHI 2.334,48 Foto Copy Legalisir
11-11-1992 (0940014-04022)

5. 05889.4457.094 APHI 3.251,64 Foto Copy Legalisir
11-11-1992 (0940014-04022)

6. 05889.4495.094 APHI 2.786,40 Foto Copy Legalisir
10-11-1992 (0940014-04022)

7. 05889.4531.094 APHI 6.027,52 Foto Copy Legalisir
20-11-1992 (0940014-04022)

8. 05889.4565.094 APHI 2.703,65 Foto Copy Legalisir
28-11-1992 (0940014-04022)

9. 05889.4550.094 APHI 8.785,70 Foto Copy Legalisir
26-11-1992 (0940014-04022)

10 05889.4433.094 APHI 5.488,97 Foto Copy Legalisir
11-12-1992 (0940014-04022)

16). Penyitaan dari KONSTAN :

No. Jenis Dokumen Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. Memo dari Ir. Adiwarsita Adinegoro (Ketua | 01 lembar Copy
Umum APHI) kepada Zain Mansyhur tanggal 25
Pebruari 1999 “Mohon siapakan dana sebesar
Rp. 725.000.000,- untuk bantuan ke DPRD-
berupa mobil

2. Bilyet giro PT. Bank Dagang Negara (Persero) | 01 lembar Copy
Cab. Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No.GW.
492026 tanggal 25 Pebruari 1999 sebesar Rp.
725.00.00,- yang ditandatangani oleh
Ir. Adiwarsita Adinegoro dan H. Zain Mansyhur.

3. Kwitansi tanda terima dari APHI tanggal 25 | 01 lembar Copy
Pebruari 1999 yang ditandatangani oleh H. Zain
Mansyhur sebesar Rp. 725.000.000,- sebagai
uang muka untuk pembelian mobil untuk DPR.
4. Bukti pengeluaran APHI tanggal 01 Maret 1999 | 01 lembar Copy
denga sesuain dengan Bilyet giro No. GW.
492026 sebesar Rp. 725.000.000,- dengan
penjelasan sebagai Bantuan mobil untuk DPR

5. Surat Perjanjian Kerja No. | 02 lembar Copy
055A/APHI/Pusat/0200 tanggal 21Pebruari 2000
antara Ir. Adiwarsita Adinegoro ( ketua umum
APHI ) sebagai Pihak Pertama dengan Dr.Ir.T.
Likman Aziz,MSc (Kepala Laboratorium
Pengolahan Citra dan Sistem Informasi Spasial
ITB ) sebagai Pihak kedua untuk melakukan
Photo Udara hasil pekerjaan PT. Mapindo
Parama.

6. Anggaran Biaya Pemeriksaan Photo Udara | 01 lembar Copy
Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dibuat
oleh Laboratorium Penolahan Citra dan Sistem
Informasi Speksial Institut Teknologi Bandung
serta ditandatangani oleh Dr.Ir.T. Lukman Aziz,
MSc.

7. Surat dari Dr. Bobby Santoso D kepada Ir. | 01 lembar Copy
Adirwasita Adinegoro ( ketua APHI ) tanggal 21
Mei 2000 tentang usulan tahapan pembayaran
Invoice jasa pemeriksaan data Photo Udara dan
Pemetaan Hutan Lindung.

8. Syrat yang ditandatangani oleh Ir.Bobby Santoso | 02 lembar Copy
D ( Prajak Manager ) dan Enrico Clerici (
Tekhnical Consultant ) kepada Mr. Adiwarsito
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Adinegoro ( Presiden of Association of
Indonesian Forest Concession Holders ) tanggal
14 Juni 2000 perihal Asssment of mamping work
of PT. Mapindo Parama.

9. Tanda terima uang dari APHI sejumlah US$ | 01 lembar Copy
1,474,726.00 tanggal 18 Desember 2000 yang
dtandatangani oleh Dr.Ir. Lukman Aziz, MSc
untuk biaya pemeriksaan photo udara hutan
produksi dan hutan lindung sesuai dengan
perjanjian kerja dengan Laboratorium dengan
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI )
tanggal 21 Pebruari 2000

10 Purchase Record Travellers Chaques tanggal 25 | 01 lembar Copy
September 2000 sebedar USD 290,000.00 tujuan
9194414 9 999 |, BANK MANDIRI HO
OPERATIONAL - REMTTANCE, 9 th FL.
MANDIRI. JL.JEND.GATOT SUBROTO, KAV .
36-38 JAKARTA INDONESIA 12190, oleh
Purchaser name APHI.

11 Citicorp Purchase Agreement Traveler Cheque | 01 lembar Copy
sebesar USD 190,000.00 dengan tujuan : SOLD
BY : PT. BANK MANDIRI (PERSERO),PLASA
MANDIRI 9 ™ FLOOR, JL.END.GATOT
SUBROTO KAV . 36- 38 JAKARTA
12190,972985 Oleh Purchaser ‘ name: APHI
Jakarta Indonesia

12 Citicorp Purchase Agreement Traveler Cheque | 01 lembar Copy
sebesar USD 194,000.00 dengan tujuan : SOLD
BY : PT. BANK MANDIRI (PERSERO),PLASA
MANDIRI 9 th FLOOR, JL.END.GATOT
SUBROTO KAV . 36- 38 JAKARTA
12190,972985 Oleh Purchaser ‘ name: APHI
Jakarta Indonesia

13 Nota Pembelian / Penjualan Valuta Asing tanggal | 01 lembar Copy
29 Sebtember 2000 sebesar USD 26,22 (Rp.
229.450,-) dari APHI .

17.1). Penyitaan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) :

A. Lampiran | :

No URAIAN DOKUMEN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1. Ledger APHI Tahun 1999 01 buku Asli

2. Ledger APHI Tahun 2000 01 buku Asli

3. Ledger APHI Tahun 2001 01 buku Asli

4. Ledger APHI Tahun 2002 01 buku Asli

5. Ledger APHI Tahun 2003 01 buku Asli

6. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-03.10001 tanggal | 01 lembar Asli
29 Maret 2001 tentang Pengeluaran cek
No.CL.501769.

7. Memo Ir. Adiwarsita Adinegoro tanggal 28 Maret | 01 lembar Asli
2001 kepada Kasir untuk menyiapkan dana
sebesar Rp.500.000.000, - sebagai biaya
pengembangan.
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8. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-05.6902 tanggal | 01 lembar Asli
29 Mei 2002 untuk  pengeluaran cek
No.CR.348311 tentang Kado pernikahan

9. Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.8302 tanggal | 01 lembar Asli
20Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek No.
CN.308179 tentang Permohonan biaya
keringanan pajak sebesar Rp.800.000.000, -

10. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.7302 tanggal [ 01 lembar Asli
25 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308180 tentang Biaya keringanan pajak
sebesar Rp.1.300.000.000,-

11. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.0702 tanggal [ 01 lembar Asli
01 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.307000 tentang Beban pengurusan pajak
sebesar Rp.1.700.000.000,-

12 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.0502 tanggal [ 01 lembar Asli
01 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308151 tentang Beban pengurusan pajak
sebesar Rp.300.000.000,-

13 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.5302 tanggal | 01 lembar Asli
18 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308174 tentang Biaya pengurusan SKB
Menteri sebesar Rp.525.000.000,-

14 | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro (mengetahui [ 01 lembar Asli
Yusran Sharif/M.Zain) kepada Yusran Sharif dan
Zain Masyhur tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar
Rp.525.000.000,0 untuk pengurusan SKB 2
Menteri menjadi Keppres No. 1132/KPTS-II/2001
dan 292/MPP/Kep/10/2001.

15. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.131-06.0402 tanggal | 01 lembar Asli
07 Juni 2002 untuk pengeluaran cek CH.878180
tentang Biaya kasasi potret udara sebesar
Rp.100.000.000,-

16 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar | 01 lembar Asli
Rp.100.000.000,- tanggal Juni 2002 yang
ditandatangani Robert Sianturi.

17 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-05.6002 tanggal | 01 lembar Asli
27 Mei 2002 untuk pengeluaran cek CR.348312
tentang Pertisipasi APHI dalam Rakernas |l
Apkasi tanggal 29-30 Mei 2002 sebesar
Rp.105.000.000,-

18 | Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar | 01 lembar Asli
Rp.105.000.000,- tanggal 27 Mei 2002 untuk
pembayaran sponsorship Rakernas Il Apkasi 29-
30 Mei 2000.

19 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-02.4902 tanggal [ O1 lembar Asli
15 Pebruari 2002 untuk pengeluaran cek
CN.308163 tentang Bantuan beli mobil dalam
rangka meningkatkan keamanan Jakarta sebesar
Rp.675.000.000, -

20 [ Kwitansi tanda terima dari APHI sebesar | 01 lembar Asli
Rp.675.000.000,- tanggal 14 Pebruari 2002 untuk
bantuan pembelian kendaraan dalam rangka
meningkatkan keamanan Jakarta, yang
ditandatangani Ir. Zulkarnaen.
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21 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro (mengetahui [ 01 lembar Copy
Yusran Sharif) kepada Yusran Sharif tanggal 13
Pebruari 2002 untuk membantu keamanan
Jakarta sebesar Rp.675.000.000, -

22 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.7501 tanggal | 01 lembar Asli
30 Januari 2001 untuk pengeluaran cek
CH.878560 tentang untuk entertain sebesar
Rp.300.000.000,-

23 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 30 Januari 2001 untuk entertain sebesar
Rp.300.000.000.-

24 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-12.9400 tanggal | 01 lembar Asli
18 Desember 2000 untuk pengeluaran cek
GF.342135 untuk sumbangan sebesar
Rp.35.000.000,-

25 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir tanggal | 01 lembar Asli
15 Desember 2000 untuk sumbangan RSUD
Pelabuhan Ratu Sukabumi sebesar Rp.35.000.000,-

26 | Formulir Transfer Bank Mandiri dari APHI kepada | 01 lembar Asli
Yayasan Putra Harapan Bangsa sebesar
Rp.35.000.000,- tanggal 18 Desember 2000.

27 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada kasir | 01 lembar Asli
tanggal 09 Oktober 2000 untuk sumbangan
pembuatan RSUD Pelabuhan Ratu sebesar
Rp.75.000.000,-

28 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-10.3200 tanggal | 01 lembar Asli
11 Oktober 2000 untuk pengeluaran cek
CF.090467 tentang sumbangan sebesar
Rp.75.000.000,-

29 [ Formulir Transfer Bank Mandiri dari APHI kepada | 01 lembar Asli
Yayasan Putra Harapan Bangsa sebesar
Rp.75.000.000,- tanggal 11 Oktober 2000.

30 | Tanda terima uang sebesar Rp.75.000.000,- dari [ 01 lembar Asli
APHI kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa
Pelabuhan Ratu tanggal 15 Oktober 2000.

31 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-09.1200 tanggal | 01 lembar Asli
05 September 2000 untuk pengeluaran cek
GB.109356 tentang bantuan renovasi Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Pelabuhan Ratu
sebesar Rp.325.000.000,-

32 | Tanda terima uang sebesar Rp.325.000.000,- dari | 01 lembar Asli
APHI untuk bantuan pembangunan RSUD
Pelabuhan Ratu, Sukabumi tanggal 07 September
2000 yang ditandatangani Lili Suhaeli.

33 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.0200 tanggal | 01 lembar Asli
09 Juni 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.801632 tentang bantuan pembangunan
gedung SLB sebesar Rp.15.000.000,-

34 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir | 01 lembar Asli
tanggal 02 Juni 2000 untuk bantuan
pembangunan gedung SLB sebesar
Rp..15.000.000,-
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35 | Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Kasir [ 01 lembar Copy
tanggal 24 Juli 2000 untuk pembangunan gedung
SLB sebesar Rp.265.000.000, -

36 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-07.7100 tanggal | 01 lembar Asli
28 Juli 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.803208 tentang bantuan pembangunan
gedung SLB sebesar Rp.265.000.000,-

37. | Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-08.2399 tanggal | 01 lembar Asli
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No. CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN sebesar Rp.125.000.000, -

38 | Memo H. Zain Masyhur kepada Evi tanggal 18 | 01 lembar Asli
Agustus 1999 sebesar Rp.250.000.000,-

39 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-08.2399 tanggal | 01 lembar Copy
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No.CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN masing-masing cek sebesar
Rp.125.000.000,- total Rp.250.000.000,-

40 | Tanda terima uang dari APHI kepada HKSN | 01 lembar Asli
No.016/HKSN/99 tanggal 18 Agustus 1999 untuk
sumbangan dana social sebesar
Rp.125.000.000,-

41 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-08.3299 tanggal | 01 lembar Asli
18 Agustus 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.724077 dan No. CA.323005 tentang bantuan
untuk HKSN sebesar Rp.125.000.000, -

42 | Tanda terima uang dari APHI kepada Ketua | 01 lembar Asli
Umum HKSN No.017/HKSN/99 tanggal 18
Agustus 1999 untuk sumbangan dana sosial
sebesar Rp.125.000.000,-

43 | Memo H. Zain Masyhur kepada Kasir tanggal 21 | 01 lembar Asli
September 2000 untuk hadiah pernikahan
sebesar Rp.75.000.000,-

44 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-09.6500 tanggal | 01 lembar Asli
20 September 2000 untuk pengeluaran cek No.
CF.090454 tentang hadiah pernikahan Feni Riani
Rizal dengan Andie Purwanto Adinegoro sebesar
Rp.75.000.000,-

45 | Memo kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro tanggal 4 | 01 lembar Asli
Juli 2002 untuk pengeluaran dana sebesar
Rp.5.000.000,- sebagai kado ulang tahun Bapak
Dehen Binti ke-70

46 | Kwitansi tanda terima dari APHI tanggal 5 Juli | 01 lembar Asli
2002 sebesar Rp.5.000.000,- untuk kado ultah Bp.
Dehen Binti.

47 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.2402 tanggal | 01 lembar Asli
11 Juni 2002 untuk pengeluaran cek No.
CR.349413 tentang kado pernikahan putri Bp. ES.
Lestuny sebesar Rp.15.000.000,-

48 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.10802 tanggal | 01 lembar Asli
31 Januari 2002 untuk pengeluaran cek No.
CA.306992 tentang penggantian service
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kendaraan Ketua  Umum APHI  sebesar
Rp.12.682.000,-

49 | Bukti rincian pembayaran/faktur service mobil | 01 lembar Asli
(King) No0.1025 tanggal 21 Januari 2002 sebesar
Rp.12.682.000,-

50 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-04.2399 tanggal | 01 lembar Asli
8 April 1999 untuk pengeluaran cek No.
CB.716981 tentang bantuan HKSN sebesar
Rp.60.000.000,-

51 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-06.5199 tanggal | 01 lembar Asli
30 Juni 1999 untuk pengeluaran cek No.
GW.497367 tentang sumbangan kegiatan social
HKSN sebesar Rp.60.000.000,-

52 | Tanda terima No.0182/V1/99 tanggal 21 Juni 1999 | 01 lembar Asli
dari APHI kepada Ketua Umum HKSN sebesar
Rp.60.000.000,-

53 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0699 tanggal | 01 lembar Asli
Desember 1998 untuk pengeluaran cek No.
GW.492001 tentang partisipasi kegiatan social di
seluruh Indonesia sebesar Rp.50.000.000, -

54 | Disposisi pengeluaran keuangan tanggal 28 | 01 lembar Asli
Desember 1998 untuk partisipasi APHI dalam
kegiatan sosial di seluruh Indonesia sebesar
Rp.50.000.000,-

55 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-11.0999 tanggal | 01 lembar Asli
2 Nopember 1999 untuk pengeluaran cek No.
GW.500104 tentang sumbangan dana
HKSN/malam dana di Hotel Mulia tanggal 12
Oktober 1999 sebesar Rp.200.000.000,-

56 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Evi | 01 lembar Asli
tanggal 25 Oktober 1999 sebesar
Rp.200.000.000,-

57 | Tanda terima No0.013/HKSN/99 dari APHI uang | 01 lembar Asli
sejumlah Rp.200.000.000,- tanggal 19 Oktober
1999, yang diterima Ketua Umum HKSN.

58 [ Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 20 | 01 lembar Asli
Desember 2000 dari APHI sebesar
Rp.500.000.000,-

59 | Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi [ 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal 4
Oktober 2001 perihal permohonan pencairan
pinjaman.

60 [ Memo Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada Bagian | 01 lembar Copy
Keuangan tanggal 4 Maret 2002.

61 | Bukti pengeluaran No. Reff.3.JU-03.0101 tanggal | 01 lembar Asli
25 Maret 2002 dibayarkan kepada M.Z. P.
Hutagaol tentang pinjaman sementara sebesar
Rp.2.000.000.000,-

62 | Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi | 01 lembar Asli
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal
15 Agustus 2001 sebesar Rp.2.500.000.000,-
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63 [ Memo Zain Masyhur (mengetahui Ir. Adi Warsita | 01 lembar Asli
Adinegoro) kepada Bagian Keuangan tanggal 22
Agustus 2001 untuk menyiapkan dana sebesar
Rp.2.500.000.000,-

64 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-08.8401 tanggal | 01 lembar Asli
24 Agustus 2001 tentang pinjaman sementara
sebesar Rp.2.500.000.000, -

65 [ Memo H. Zain Masyhur (menyetujui) kepada | 01 lembar Copy
Bagian Keuangan tanggal 5 Desember 2000
untuk menyiapkan dana sebesar
Rp.1.000.000.000,-

66 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-12.4500 tanggal | 01 lembar Asli
07 Desember 2000 untuk dibayarkan kepada M.
Z.P. Hutagaol tentang pinjaman sementara
sebesar Rp.1.000.000.000,-

67 [ Memo H. Zain Masyhur (menyetujui Ir. Adi | 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro) kepada Bagian Keuangan
tanggal 23 Mei 2000 untuk menyiapkan dana
sebesar Rp.1.500.000.000,-

68 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.13-03.0800 tanggal | 01 lembar Asli
24 Mei 2000 untuk pengeluaran cek No.
CA.193512 untuk dibayarkan kepada M.Z. P.
Hutagaol tentang pinjaman sementara sebesar
Rp.1.500.000.000,-

69 | Surat dari M. Zein P. Hutagaol kepada Ir. Adi | 01 lembar Copy
Warsita Adinegoro (Ketua Umum APHI) tanggal
20 Desember 1999, perihal permohonan
pencairan pinjaman.

70 [ Memo dari H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. | 01 lembar Copy
A.Fattah DS, menyetujui Ir. Adi Warsita
Adinegoro) kepada Bagian Keuangan tanggal 18
Januari 2000 untuk menyiapkan dana
Rp.250.000.000,-

71 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.2600 tanggal | 01 lembar Asli
20 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500146 dibayarkan kepada M.Z.P. Hutagaol
tentang pinjaman sebesar Rp.250.000.000, -

72 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 6 Januari 2000 untuk
menyiapkan dana Rp.500.000.000,-

73 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1800 tanggal | 01 lembar Asli
07 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500150 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.500.000.000,-

74 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 6 Januari 2000 untuk
menyiapkan dana Rp.500.000.000, -

75 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1500 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500148 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pinjaman sebesar
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Rp.500.000.000,-

76 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 5 Januari 2000.

77 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1400 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GE.225764 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pinjaman sebesar
Rp.250.000.000,-

78 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 5 Januari 2000.

79 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.1300 tanggal | 01 lembar Asli
06 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500147 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.250.000.000,-

80 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 3 Januari 2000.

81 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0700 tanggal | 01 lembar Asli
05 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.500149 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.750.000.000,-

81 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Ir. A. Fattah | 01 lembar Copy
DS, menyetujui Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada
Bagian Keuangan tanggal 3 Januari 2000.

82 [ Bukti pengeluaran No. Reff.2.14-01.0600 tanggal | 01 lembar Asli
05 Januari 2000 untuk pengeluaran cek No.
GW.225765 untuk dibayarkan kepada M.Z.P.
Hutagaol tentang pemberian pinjaman sebesar
Rp.250.000.000, -

83 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui/menyetujui [ 01 lembar Copy
Ir. Adi Warsita Adinegoro) kepada Bagian
Keuangan tanggal 12 April 1999 untuk
menyiapkan dana sebesar US$ 100,000.

84 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0199 tanggal | 01 lembar Asli
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar Rp.865.000.000,-

84 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0799 tanggal | 01 lembar Copy
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar US$ 100,000

85 [ Memo H. Zain Masyhur (mengetahui/menyetujui | 01 lembar Copy
Ir.  Adi Warsita Adinegoro) kepada Bagian
Keuangan tanggal 12 April 1999 untuk
menyiapkan dana sebesar US$ 100,000.

86 | Bukti pengeluaran No. Reff.2.16-04.0799 tanggal | 01 lembar Asli
14 April 1999 untuk dibayarkan kepada Hutagaol
tentang pinjaman sebesar US$ 100,000

87 | Memo H. Zain Masyhur (mengetahui Drs. Yusran | 04 lembar Asli
Sharif, menyetujui Ir.Adi Warsita Adinegoro dan Ir.
A. Fattah DS) kepada Ketua umum tanggal 28
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April 1999 perihal permohonan perubahan
anggaran tahun 1999.

B. Lampiran 1l :

URAIAN DOKUMEN

JUMLAH

KET

2

3

4

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.16.04.0799 tgl
14-4-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar US $ 100.000

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.16.04.0199 tgl
14-4-1999 kepada Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 865.000.000,-

Memo tgl 12-04-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Advis Transaksi Valuta Asing BDN tgl 15-4-
1999 sebesar US $ 100.000

Kwitansi tgl 13-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar US $ 100.000

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.10.7899 tgl
11-10-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 498443 tgl. 11-10-1999
Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 08-10-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 11-10-1999 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-
Surat tgl 6-10-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.04.4499A tgl
29-04-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
5.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496004 tgl. 29-4-1999 Rp.
5.000.000.000,-

Memo tgl 26-4-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 29-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Surat tgl 23-4-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.04.4499 tgl
22-04-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
5.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496003 tgl. 22-4-1999 Rp.
5.000.000.000,-

Memo tgl 15-4-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 22-4-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Surat tgl 12-4-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.1599 tgl
09-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496028 tgl. 07-06-1999
Rp. 2.500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
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Memo tgl 7-6-1999 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 9-6-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 3-6-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.0299 tgl
01-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496027 tgl. 31-05-1999
Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 27-6-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 30-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.10.12899 tgl
25-10-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. Rp. 2.500.000.000,-

Memo tgl 20-10-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 25-10-1999 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-
Surat tgl 6-10-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.05.5299 tgl
26-6-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 496022 tgl. 24-5-1999 Rp.
2.500.000.000,-

Memo tgl 21-5-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 26-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli

Asli

Asli

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.05.3199 tgl
18-5-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 496025 tgl. 17-5-1999 Rp.
2.500.000.000,-

Memo tgl 14-5-1999 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 14-5-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Surat tgl 11-5-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.06.1599 tgl
09-06-1999 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
2.500.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 496028 tgl. 07-06-1999
Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 7-6-1999 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 9-6-1999 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tgl 3-6-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

Asli

10.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0600 tgl

05-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000, -

Bilyet Giro No. GE. 225765 tgl. 3-1-2000 Rp.
250.000.000, -

Memo tgl 3-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

11.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0700 tgl

05-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
750.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500149 tgl. Jan 2000 Rp.
750.000.000,-

Memo tgl 3-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 750.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

12.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1300 tgl

06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 225765 tgl. Des 1999 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

13.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1400 tgl

06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 287864gl. Des 1999 Rp.
250.000.000, -

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy

14.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1500 tgl

06-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 500148 tgl. Des 1999 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 5-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 6-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

15.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1800 tgl

07-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
500.000.000, -

Bilyet Giro No. GW. 500150 tgl. Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 6-1-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

16.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2600 tgl

20-01-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol
(pemberian pinjaman) sebesar Rp.
250.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 500146 tgl. Jan 2000 Rp.
250.000.000,-

Memo tgl 18-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 20-1-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

Surat tgl 20-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadaIr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy
Asli

Fotocopy

17.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.03.0300 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GE. 228767 tgl. Peb 2000 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 28-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat tgl 25-12-1999 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Asli

18.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0900 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Memo tgl 1-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

19.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0500 tgl 2-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Memo tgl 28-1-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

20.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0700 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 600.000.000,-

Bilyet Giro No. GW. 225780 Rp. 600.000.000,-
Memo tgl 3-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 600.000.000, -

21.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0800 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 400.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225781 Rp. 400.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

Asli

Fotocopy
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo tgl 3-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 400.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli
Asli

Fotocopy

22.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.0900 tgl 3-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Memo tgl 2-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 3-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

23.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1100 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

24.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1200 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225772 Peb 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

25.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1300 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225766 Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

26.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1400 tgl 4-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225774 Peb 2000 Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 4-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

27.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.1800 tgl 7-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225773 Peb 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 7-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli

Asli

28.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2000 tgl 7-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225775 Peb 2000 Rp.
1.000.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo tgl 7-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 7-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Asli

29.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2100 tgl 8-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225768 Jan 2000 Rp.
500.000.000,-

Memo tgl 8-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 25-1-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

30.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.02.2200 tgl 8-
2-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 750.000.000,-

Bilyet Giro No. GE. 225767 Jan 2000 Rp.
750.000.000, -

Memo tgl 8-2-2000 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-2-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 750.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

31.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 3.14.02.1270 tgl 8-
12-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 7.000.000.000, -

Memo tgl 10-10-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Surat tgl 5-10-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalIr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 16-10-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 20-10-2000 ditanda tangani
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 24-10-2000 ditanda tangani
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 24-10-2000 ditanda tangani
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 31-10-2000 ditanda tangani
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Surat tgl 1-11-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 4-11-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 11-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-
Kwitansi tgl 8-11-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 13-11-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

Kwitansi tgl 17-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 18-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 20-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
Kwitansi tgl 23-11-2000 ditanda tangani M.
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

= = 2 x

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy

Fotocopy

Asli

Asli
Asli
Asli
Asli
Asli

Asli

Asli
Asli
Asli

Asli

Asli
Asli
Asli

Asli

32.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.12.4500 tgl 7-
12-2000 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000, -

1 (satu) lembar

Fotocopy
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek No. CF. 971233 Des 2000 Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 5-12-2000 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 7-12-2000 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy
Asli

Asli

33.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0601 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342114 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

34.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0701 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342115 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

35.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0501 tgl 4-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 250.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342120 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Kwitansi tgl 4-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

36.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0901 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342118 Jan 2001 Rp.
500.000.000,-

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepada Ir. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Asli
Asli

Fotocopy

37.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1001 tgl 5-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342116  Rp.
1.000.000.000, -

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

38.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1101 tgl 3-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342111 Des 2000 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Surat tgl 18-12-2000 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy
Asli

Fotocopy

39

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1201 tgl 5-

1 (satu) lembar

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342117 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 4-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 5-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Fotocopy
Fotocopy

Asli

40.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1701 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 250.000.000,-

Bilyet Giro No. GF. 342119 Jan 2001 Rp.
250.000.000, -

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 250.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Fotocopy

Asli

41.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1801 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342112 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

42.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1901 tgl 8-
1-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -

Bilyet Giro No. GF. 342113 Jan 2001 Rp.
2.000.000.000,-

Memo tgl 5-1-2001 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 8-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy
Fotocopy

Asli

43.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.08.8401 tgl
24-8-2001 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 22-1-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 24-1-2001 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

44.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0402 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 200.000.000,-

Memo tgl 2-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-1-200 ditanda tangani M. Zein P.
Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

45.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0502 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

46.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0702 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

Hal. 247 dari 259 hal. Put. No.716 K/Pid/2006

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0802 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 5000.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

48.

49.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.0902 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1002 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

50.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1102 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

51.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1202 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

52.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1302 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

53.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1402 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

54.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1502 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

55.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1602 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 24-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

56.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1702 tgl 2-

1 (satu) lembar

Asli
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 2-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

57.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1802 tgl 2-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari Hutagaol kepada Ir.
Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

58.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.1902 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopyi

Asli

59.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2102 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopi

Asli

60.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2202 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

61.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2302 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

62.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2402 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

63.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2502 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

64.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2602 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli
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65.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2702 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

66.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2802 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

67.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.2902 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

68.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3002 tgl 3-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 3-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

69.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3202 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 200.000.000,-

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 200.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

70.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3302 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.500.000.000, -

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 2.500.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

71.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3402 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 1.050.000.000, -

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 1.050.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Fotocopy

Asli

72.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3502 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 600.000.000,-

Memo tgl 3-1-2002 dari Bag. Keuangan kepada
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur

Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 600.000.000,-

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli

Asli

73.

Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3602 tgl 4-
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-

Memo tgl 2-12-2001 dari Bag. Keuangan
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000,-

Surat tgl 21-12-2001 perihal Permohonan
pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

1 (satu) lembar

1 (satu) lembar
1 (satu) lembar

1 (satu) lembar

Asli

Asli
Asli

Fotocopy

Hal. 250 dari 259 hal. Put. N0.716 K/Pid/2006

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pinjaman dari M. Zein P. Hutagaol
kepadalr. Adi Warsita Adinegoro

74. | - Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3702 tgl 4- | 1 (satu) lembar Asli
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-
- Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan | 1 (satu) lembar Fotocopy
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
- Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein | 1 (satu) lembar Asli
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
75. | - Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.01.3802 tgl 4- | 1 (satu) lembar Asli
1-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 500.000.000,-
- Memo tgl 28-12-2001 dari Bag. Keuangan | 1 (satu) lembar Fotocopy
kepada Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
- Kwitansi tgl 4-1-2002 ditanda tangani M. Zein | 1 (satu) lembar Asli
P. Hutagaol sebesar Rp. 500.000.000, -
76. | - Bukti Pengeluaran No. Reff. 2.14.03.0102 tgl | 1 (satu) lembar Asli
25-3-2002 kepada M.Z.P. Hutagaol (pemberian
pinjaman) sebesar Rp. 2.000.000.000, -
- Memo tgl 4-3-2002 dari Bag. Keuangan kepada | 1 (satu) lembar Asli
Wakil Bendahara H. Zain Masyhur
- Kwitansi tgl 11-10-2001 ditanda tangani M. | 1 (satu) lembar Asli
Zein P. Hutagaol sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Surat tgl 4-10-2001 perihal Permohonan | 1 (satu) lembar Fotocopy

17.2). Penyitaan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) :

No

URAIAN DOKUMEN

JUMLAH

KETERANGAN

2

3

4

Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 152
tanggal 31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 153
tanggal 31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

Salinan Pengakuan Hak Hutang No. 154 tanggal
31 Maret 1999, Notaris/PPAT Drs. Atrino
Leswara, SH

Akta Perpanjangan Perjanjian Pengakuan Hutang
No. 5 tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Ny. Yati
K. Hermen, SH

Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Cessie No. 4
tanggal 27 Agustus 2003, Notaris Ny. Yati K.
Hermen, SH

Surat Perjanjian Utang Piutang No. 373/Keu-
APHI/Pusat/0601 tanggal 06 Juni 2001 antara
Robert Sianturi (Pihak 1) dengan Ir. Adi Warsita
Adinegoro (Pihak II)

Surat Perjanjian Utang Piutang No. 721/Keu-
APHI/Pusat/1103 tanggal 05 Nopember 2003
antara Ir. Adi Warsita Adinegoro (Pihak I) dengan
Ir. A. Fattah DS (Pihak II)

01 eksemplar

01 eksemplar

01 eksemplar

01 eksemplar

01 eksemplar

03 lembar

03 lembar

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Asli

Bukti Penerimaan APHI dari PT. Bangun

01 lembar

Asli
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Prajanusa Persada (PT. BPP) No. 1.14-10.1301
tanggal 04 Oktober 2001 tentang Pengembalian
Pinjaman Sementara sebesar Rp.1.300.000.000,-

9. Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.06.0601 | 01 lembar Asli
tanggal 7 Juni 2001 mengenai Pinjaman sebesar
US$ 1,000,000.00

10. | Memo dari Bagian Keuangan yang | O1 lembar Asli
ditandatangani oleh Evi Sulastri, SE kepada
Ketua Umum APHI tanggal 06 Juni 2001 perihal
Transfer Dana Pinjaman PT. Bangun Prajanusa
Persada.

11. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman | PT. | 01 lembar Asli
Bangun Prajanusa Persada yang ditandatangani
Robert Sianturi dan Angga Adi Prabawa A
tanggal 07 Juni 2001 sebesar US$ 1,000,000.00

12. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman | 01 lembar Asli
sementara IV PT. Bangun Prajanusa Persada
yang ditandatangani Robert Sianturi dan Angga
Adi Prabawa A tanggal 21 Mei 2002 sebesar US$
500,000.00

13. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.05.0802 | 01 lembar Asli
tanggal 21 Mei 2002 mengenai Pinjaman IV atas
nama PT. Bangun Prajanusa Persada sebesar
US$ 500,000.00

14. | Nota Pembelian/Penjualan Valuta Asing dari PT. | 01 lembar Asli
Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat
Kehutanan tanggal 06 Mei 2002 sebesar US$
500,000.00

15. | Tanda terima dari APHI untuk pinjaman Il PT. | 01 lembar Asli
Bangun Prajanusa Persada yang ditandatangani
Robert Sianturi dan Angga Adi Prabawa A
tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar US$
500,000.00

16. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1401 | 01 lembar Asli
tanggal 27 September 2001 kepada PT. Bangun
Prajanusa Persada mengenai Pinjaman
Sementara sebesar US$ 500,000.00

17. | Formulir Pemindahbukuan PT. Bank Mandiri | 01 lembar Asli
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
September 2001 sebesar US$ 500,000.00 untuk
PT. Bangun Prajanusa Persada

18. | Surat Perjanjian Kerja No. 055A/APHI/Pusat/0200 | 02 lembar Asli
tanggal 21 Pebruari 2000 antara Ir. Adi Warsita
Adinegoro (Pihak I) dengan Dr. Ir. T. Lukman Aziz
(Pihak 1)

19. | Tanda terima dari APHI untuk biaya pemeriksaan | 01 lembar Asli
photo udara hutan produksi dan hutan lindung
sesuai perjanjian kerja antara Laboratorium
dengan APHI tanggal 18 September 2000
sebesar Rp.735.280.000,- yang ditandatangani
Dr. Ir. T. Lukman Aziz, M.Sc.

20. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1300 | 01 lembar Asli
tanggal 28 September 2000 mengenai
Pemeriksaan Pekerjaan PU (UM) sebesar US$
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994,700.00

21. | Memo dari Robert Sianturi, diketahui H. Zain | 01 lembar Asli
Masyhur dan disetujui oleh Ir. Adi Warsita
Adinegoro kepada Bendahara APHI tanggal 27
September 2000 tentang travel cheque sebesar
US$ 994,700.00

22 | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.16.09.1200 | 01 lembar Asli
tanggal 25 September 2000 mengenai Biaya
Penelitian Pemeriksaan PU (UM) sebesar US$
480,000.00

23. | Memo dari Robert Sianturi, diketahui H. Zain | 01 lembar Asli
Masyhur dan disetujui oleh Ir. Adi Warsita
Adinegoro kepada Bendahara APHI tanggal 19
September 2000 tentang travel cheque sebesar
US$ 480,000.00

24. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.11.3800 | 01 lembar Asli
tanggal 13 Nopember 2000 kepada RSUD
mengenai Bantuan Pembangunan  RSUD
Pelabuhan Ratu Sukabumi sebesar
Rp.100.000.000,-

25. | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada | 01 lembar Asli
Kasir tanggal 08 Nopember 2000 untuk
menyiapkan dana sebesar Rp.100.000.000,-
untuk pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu
Sukabumi, Jawa Barat.

26. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI | 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu,
Sukabumi tanggal 13 Nopember 2000 sebesar
Rp.100.000.000,-

27. | Tanda terima dari APHI untuk bantuan | 01 lembar Asli
pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu sebesar
Rp.100.000.000,- tanggal 15 Nopember 2000
yang ditandatangani Lili Suhaeli.

28. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.04.0201 | 01 lembar Asli
tanggal 02 Aprii 2001 sesuai bilyet giro
No.GH.605294 kepada Yayasan Putra Harapan
Bangsa mengenai Bantuan Dana untuk khitanan
massal dan satunan muharram  sebesar
Rp.24.000.000,-

29. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI | 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan social dalam acara bakti social
pemberian santunan yatim piatu dan khitanan
massal tanggal 02 April 2000 sebesar
Rp.24.000.000,-

30. | Surat dari Pengurus Yayasan Putra Harapan | 01 |embar Asli
Bangsa yang ditandatangani Alden Rahman dan
Lili Suhaeli kepada Ir. Adi  Warsita
No.038/YPHB/II/2001 tanggal 1 Maret 2001
perihal Permohonan Bantuan Dana Bakti Sosial.

31. | Proposal Bakti Sosial Pemberian Santunan Yatim | 04 lembar Asli
Piatu, Jompo dan Khitanan Massal dari Yayasan
Putra Harapan Bangsa tanggal 1 Maret 2001
yang ditandatangani oleh Lili Suhaeli (Ketua) dan
Alden Rahman (Sekretaris)
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32. | Bukti Pengeluaran APHI No. Reff.2.14.04.1801 | 01 lembar Asli
tanggal 05 Aprii 2001 sesuai bilyet giro
No.GH.605295 mengenai Bantuan untuk RSUD
Pelabuhan Ratu, Sukabumi sebesar
Rp.45.000.000,-

33. | Memo dari Ir. Adi Warsita Adinegoro kepada | 01 lembar Asli
Kasir tanggal 03 April 2001 tentang sumbangan
renovasi pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu,
Sukabumi sebesar Rp.45.000.000, -

34. | Formulir transfer PT. Bank Mandiri dari APHI | 01 lembar Asli
kepada Yayasan Putra Harapan Bangsa untuk
bantuan renovasi RSUD Pelabuhan Ratu tanggal
05 April 2001 sebesar Rp.45.000.000,-

35. | Tanda terima dari APHI untuk bantuan | 01 lembar Asli
pembangunan RSUD Pelabuhan Ratu, Sukabumi
tanggal 05 April 2001 sebesar Rp.45.000.000,-
yang ditandatangani oleh Lili Suhaeli

18). 18.1). Penyitaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti:

A. Uang :
1. Dana dalam rekening giro rupiah N0.102.0060000459
Rp.292.838.419,62.

2. Dana dalam rekening giro rupiah  N0.102.0097524570
Rp.11.891.259,96.

Danadalam rekening giro valas N0.102.0099534817 USD.6,719.00
Dana dalam deposito N0.102.0204049610 Rp.500.000.000,-

Dana dalam deposito N0.102.0204060351 Rp.500.000.000,-

Dana dalam deposito N0.102.0204060369 Rp.500.000.000,-

Dana dalam deposito N0.102.0204075144 Rp.500.000.000,-

Dana dalam deposito N0.102.0204075151 Rp.500.000.000,-

Dana dalam deposito N0.102.0299.656139 Rp.20.000.000,-

10.Dana dalam deposito valas N0.102.0204074915 USD 250,000.00

© © N9 gn~ w

B. Dokumen :
NO JENIS DOKUMEN LEMBAR KET
JENIS NO NILAI TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7
1 NPB 5.0553 170,000 05-03-1999 2 Asli
2 NPB 5.0569 50,000 16-04-1999 1 Copy
3 NPB 5.0572 1,200,000 20-04-1999 2 Asli
4 NPB 5.0573 100,000 03-05-1999 1 Asli
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5 NPB 150,000 25-05-1999 1 Asli
6 NPB 850,000 26-05-1999 1 Asli
7 NPB 5.0589 960,000 03-06-1999 1 Asli
8 NPB 5.0618 50,000 28-07-1999 1 Asli
9 NPB 5.0645 100,000 10-09-1999 1 Asli
10 NPB 5.0661 250,000 11-10-1999 1 Asli
11 NPB 5.0662 250,000 11-10-1999 1 Asli
12 NPB 5.0669 55,000 25-10-1999 1 Asli
13 NPB 5.068 50,000 09-12-1999 1 Asli
14 Transfer 5,000,164 23-02-2000 1 Copy
15 NPB 5.071 110,000 03-03-2000 2 Asli
16 NPB 5.0712 2,025,000 10-03-2000 2 Asli
surat
17 NPB 5.0722 60,000 11-04-2000 1 Asli
18 Transfer 115,002 24-04-2000 1 Copy
19 NPB 5.0756 50,000 08-06-2000 2 Asli
20 NPB 5.0757 35,000 09-06-2000 1 Asli
21 Konversi 50,000 27-07-2000 1 Asli
22 Transfer 1,474,890 18-09-2000 1 Copy
23 Konversi 50,000 15-11-2000 1 Asli
24 TRF IBT 100,000 04-12-2000 1 Asli
25 Incoming 235,000 04-01-2001 1 Asli
26 NPB 20,000 09-01-2001 1 Asli
27 NPB 65,000 09-01-2001 1 Asli
28 NPB 50,000 10-01-2001 1 Asli
29 NPB 100,000 16-01-2001 1 Copy
30 Konversi 90,000 25-05-2001 2 Asli
31 Transfer 1,000,000 07-06-2001 1 Copy
32 NPB 100,000 04-01-2002 2 Asli
33 NPB 65,000 04-01-2002 2 Asli
34 NPB 50,000 04-01-2002 2 Asli
35 NPB 20,000 04-01-2002 2 Asli
36 NPB 500,000 25-02-2002 1 Asli
37 NPB 500,000 21-05-2002 1 Asli
38 Transfer 5,833,804 09-09-2002 1 Asli
surat
39 Konversi 50,000 18-12-2002 2 Asli
40 Konversi 50,000 24-12-2002 1 Copy
41 Konversi 50,000 28-01-2003 1 Asli
42 Konversi 50,000 17-02-2003 1 Asli
43 BG GW.492026 725,000,00 25-02-1999 1 Asli
44 BG GW.496003 5,000,000,000 15-04-1999 1 Asli
45 BG GW.496004 5,000,000,000 15-04-1999 1 Asli
46 BG GA.496025 2,500,000,000 17-05-1999 1 Asli
47 BG GA.496026 2,500,000,000 24-05-1999 1 Asli
48 BG GW.496027 2,500,000,000 31-05-1999 1 Asli
49 BG GA.496028 2,500,000,000 07-06-1999 1 Asli
50 Cek CB.724077 125,000,000 18-08-1999 1 Asli
51 Cek CA.323005 125,000,000 18-08-1999 1 Asli
52 Cek CB.725777 250,000,000 27-09-1999 1 Asli
53 BG GW.500104 200,000,000 01-11-1999 1 Asli
54 BG GE.225788 1,500,000,000 02-02-2000 2 Asli
55 BG GE.225786 2,000,000,000 02-02-2000 2 Asli
56 BG GE.225780 600,000,000 03-02-2000 2 Asli
57 BG GE.225781 400,000,000 03-02-2000 2 Asli
58 BG GE.225785 2,000,000,000 03-02-2000 2 Asli
59 BG GE.225777 500,000,000 04-02-2000 2 Asli
60 BG GE.225766 500,000,000 04-02-2000 2 Asli
61 BG GE.225774 1,000,000,000 04-02-2000 2 Asli
62 BG GE.225773 500,000,000 07-02-2000 2 Asli
63 BG GE.225775 1,000,000,000 07-02-2000 2 Asli
64 BG GE.225767 750,000,000 08-02-2000 2 Asli
65 BG GE.225768 500,000,000 08-02-2000 2 Asli
66 Cek CA.193550 13,000,000 13-03-2000 1 Asli
67 Cek CA.801632 15,000,000 02-06-2000 2 Asli
68 Cek CA.802180 50,000,000 23-06-2000 1 Asli
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69 Cek CA.803208 265,000,000 24-07-2000 1 Asli
70 BG CB.109356 325,000,000 05-09-2000 2 Asli
71 Cek CF.090467 75,000,000 11-10-2000 1 Asli
72 BG GF.342135 35,000,000 18-12-2000 2 Asli
73 Cek CH.878560 300,000,000 30-01-2001 2 Asli
74 BG GF.342120 250,000,000 04-01-2001 2 Asli
75 BG GF.342114 2,000,000,000 04-01-2001 2 Asli
76 BG GF.342115 2,000,000,000 04-01-2001 2 Asli
77 BG GF.342118 500,000,000 05-01-2001 2 Asli
78 BG GF.342116 1,000,000,000 05-01-2001 2 Asli
79 BG GF.342111 2,000,000,000 05-01-2001 2 Asli
80 BG GF.342117 1,000,000,000 05-02-2001 2 Asli
81 BG GF.342119 250,000,000, 08-02-2001 2 Asli
82 BG GF.342112 2,000,000,000 08-02-2001 2 Asli
73 BG GF.342113 2,000,000,000 08-02-2001 2 Asli
84 Cek EJ.824755 1,300,000,000 06-09-2001 2 Asli
85 BG GW.498443 2,500,000,000 11-10-2001 2 Asli
86 BG C1.501769 500,000,000 28-03-2001 1 Asli
87 Cek CN.306992 12,\,682,000 31-01-2002 1 Asli
88 Cek CN.308151 300,000,000 01-02-2002 1 Asli
89 Cek CN.307000 1,700,000,000 01-02-2002 1 Asli
90 Cek CN.308163 675,000,000 14-02-2002 1 Asli
91 Cek CN.308179 800,000,000 20-02-2002 2 Asli
92 Cek CN.308180 1,300,000,000 25-02-2002 2 Asli
93 Cek CR.348312 105,000,000 23-02-2002 2 Asli
94 Cek CR.348311 50,000,000 22-05-2002 2 Asli
95 Cek Cl.505210 300,000,000 03-04-2001 1 Asli
96 Cek Cl.505211 300,000,000 18-04-2001 1 Asli
97 Cek CH.878535 1,000,000,000 16-01-2001 1 Asli
98 Cek CS.193510 1.500,000,000 04-05-2000 1 Asli
99 Cek Cl.505225 200,000,000 11-04-2001 1 Asli
100 | ATVA 1,004,998,995 11-10-1999 1 Asli
101 | ATVA 4.152.000.000 28-09-2000 1 Asli
102 | NPB 2,500,000,000 28-12-2000 1 Asli
103 | DEP 1,900,000 06-05-2002 2 Asli
Cair (USD)
104 | BG GE.225787 2,000,000,000 02-02-2000 2 Asli
105 | NPB 500,000 27-09-2001 1 Asli
(USD)
106 | NPB 1,000,000 07-06-2001 1 Asli
(USD)
107 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
108 | NPB 200,000,000 02-01-2002 1 Asli
109 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
110 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
111 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
112 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
113 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
114 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
115 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
116 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
117 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
118 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
119 | NPB 500,000,000 02-01-2002 1 Asli
120 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
121 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
122 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
123 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
124 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
125 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
126 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
127 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
128 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
129 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
130 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
131 | NPB 500,000,000 03-01-2002 1 Asli
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132 | NPB 600,000,000 04-01-2002 1 Asli
133 | NPB 1.050.000.000 04-01-2002 1 Asli
134 | NPB 200.000.000 04-01-2002 1 Asli
135 | NPB 500,000,000 04-01-2002 1 Asli
136 | NPB 500,000,000 04-01-2002 1 Asli
137 | NPB 500,000,000 04-01-2002 1 Asli
138 | Deposito | 0200066691 2,500,006,000 06-11-2000 1 Asli
139 | NPB 1,000,000,000 27-11-2000 1 Asli
140 | Cek 0971233 1,000,000,000 07-12-2000 1 Asli
141 | Cek 0971246 200,000,000 11-12-2000 1 Asli
142 | NPB 2,000,000,000 21-12-2000 1 Asli
143 | NPB 1,500,000,000 21-12-2000 1 Asli
144 | NPB 1,750,000,000 21-12-2000 1 Asli
145 | NPB 5,250,000,000 21-12-2000 1 Asli
146 | NPB 1,500,000,000 21-12-2000 1 Asli
147 | Deposito | 0200079470 5,000,006,000 21-12-2000 1 Asli
148 | Tolakan TOL Kiliring 1,500,000,000 21-12-2000 1 Asli
149 | NPB 5,250,000,000 22-12-2000 1 Asli
150 | NPB 1,000,000,000 22-12-2000 1 Asli
151 | NPB 1,500,000,000 22-12-2000 1 Asli
152 | NPB 2,000,000,000 22-12-2000 1 Asli
153 | NPB 1,500,000,000 22-12-2000 1 Asli
154 | NPB 1,750,000,000 22-12-2000 1 Asli
155 | Cek 0501740 100,000,000 01-03-2001 1 Asli
156 | Cek 0501759 150,000,000 20-03-2001 1 Asli
157 | Cek 0505201 300,000,000 03-04-2001 1 Asli
158 | Cek 0505202 200,000,000 09-04-2001 1 Asli
159 | Cek 0186307 140,000,000 29-05-2001 1 Asli
160 | Cek 0186303 350,000,000 31-05-2001 1 Copy
transfer
161 | Cek 0186322 500,000,000 31-05-2001 1 Asli
162 | Cek 0186323 500,000,000 06-06-2001 1 Asli
163 | BG GH.607989 5,000,050,000 21-06-2001 2 Asli
164 | Cek 0189892 140,000,000 28-06-2001 1 Asli
165 | Cek CJ.824726 2,500,000,000 24-08-2001 1 Asli
166 | Cek 0824743 140,000,000 03-09-2001 1 Asli
167 | Cek 0542357 200,000,000 23-11-2001 1 Asli
168 | Cek 0542372 145,000,000 28-11-2001 1 Asli
169 | NPB 2,000,000,000 21-12-2001 1 Asli
170 | NPB 200,000,000 24-12-2001 1 Asli
171 | NPB 1,050,000,000 24-12-2001 1 Asli
172 | NPB 2,000,000,000 24-12-2001 1 Asli
173 | NPB 2,000,000,000 26-12-2001 1 Asli
174 | NPB 500,000,000 26-12-2001 1 Copy
175 | NPB 2,000,000,000 27-12-2001 1 Asli
176 | NPB 600,000,000 27-12-2001 1 Asli
177 | NPB 1,000,000,000 28-12-2001 1 Asli
178 | Cek 0305113 150,000,000 03-01-2002 2 Asli
179 | Cek CN.00308174 | 525,000,000 18-02-2002 2 Asli
180 | Cek CP.00292878 | 500,000,000 18-04-2002 2 Asli
181 | Cek CP.00292898 | 400,000,000 29-04-2002 2 Asli
182 | Cek CP.00292899 | 365,000,000 06-05-2002 2 Asli
183 | RTGS Bank Agro 5,000,035,000 24-07-2002 2 Asli
184 | Cek CK.178639 120,000,000 24-07-2002 1 Asli
185 | Cek CK.170343 125,000,000 19-08-2003 1 Asli
186 | Cek CK.170543 170,000,000 05-09-2003 2 Asli
187 | Cek CJ.170550 300,000,000 09-09-2003 2 Asli
188 | BG BG.986065 180,000,000 11-09-2003 2 Asli
189 | BG BG.986069 580,000,000 10-11-2003 2 Asli
190 | BG BG.999851 1,000,000,000 17-11-2003 2 Asli
191 | Cek CK.632949 278,000,000 17-11-2003 1 Asli
192 | Cek CK.526085 175,000,000 20-11-2003 1 Asli
193 | BG BG.999852 125,000,000 10-12-2003 2 Asli
194 | Cek CK.841244 256,000,000 29-12-2003 1 Asli
195 | Deposito | EC.412331 1,000,003,000 13-03-1998 2 Asli
196 | Deposito | EC.425765 2,210,003,000 24-03-1998 1 Asli
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197 | Deposito | 173287 5,000,004,000 02-10-1998 1 Asli
198 | BG GW.490158 100,000,000 08-12-1998 1 Asli
199 | BG GW.492011 100,000,000 17-12-1999 2 Asli
200 | Cek CB.716952 135,000,000 19-12-1999 1 Asli
201 | Deposito | ED.491336 3,400,000,000 24-02-1999 1 Asli
202 | Cek CB.716966 100,000,000 05-03-1999 1 Asli
203 | Deposito | ED.581981 1,200,000,000 24-03-1999 1 Asli
204 | Deposito | ED.582430 500,000,000 23-04-1999 1 Asli
205 | Cek CB.716999 400,000,000 04-05-1999 1 Asli
206 | Cek CH.720193 100,000,000 09-07-1999 1 Asli
207 | Deposito 2,500,000,000 05-10-1999 1 Asli
208 | Cek CH.725785 100,000,000 06-10-1999 1 Asli
209 | Cek CH.725786 150,000,000 06-10-1999 1 Asli
210 | Cek CH.725798 100,000,000 14-10-1999 1 Copy
211 | Cek CB.725800 125,000,000 19-10-1999 1 Asli
212 | CN CN.50247898 | 368,500,000 27-10-1999 1 Asli
213 | Cek CB.728178 100,000,000 11-11-1999 1 Asli
214 | BG GE.225801 2,000,000,000 08-12-1999 2 Asli
215 | BG GE.225802 2,000,000,000 08-12-1999 2 Asli
216 | BG GE.225806 1,000,000,000 09-12-1999 2 Asli
217 | BG GE.225805 2,500,000,000 10-12-1999 2 Asli
218 | BG GE.225804 2,500,000,000 13-12-1999 2 Asli
219 | BG GE.225803 1,000,000,000 13-12-1999 2 Asli
220 | BG GE.225758 7,500,000,000 13-12-1999 1 Asli
221 | BG GE.225810 1,000,000,000 14-12-1999 2 Asli
222 | BG GE.225807 2,000,000,000 14-12-1999 2 Asli
223 | BG GE.225809 3,000,000,000 15-12-1999 2 Asli
224 | BG GW.500130 6,500,000,000 15-12-1999 1 Asli
225 | Cek CB.731005 100,000,000 15-12-1999 1 Asli
226 | BG GW.500133 200,000,000 16-12-1999 2 Asli
227 | BG GW.500132 3,000,000,000 17-12-1999 1 Asli
228 | BG GW.500135 100,000,000 22-12-1999 1 Asli

18.2). Penyitaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gedung
Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti :

1. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.
700.081.00204.2.01.8 yang kemudian dirubah menjadi No0.102-
0060006159 untuk rekening Rupiah tahun 1998 s/d 2004;

2. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 0818000303
yang kemudian dirubah menjadi N0.102-0099534.817 untuk rekening
Valuta Asing (US$) tahun 1998 s/d 2004;

3. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.
700.081.07372.2.01.1 yang dirubah menjadi N0.102-0097524570 untuk
rekening Rupiah tahun 1998 s/d 2003;

4. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 0818002647
untuk rekening pinjaman Rupiah Desember 1999 s/d September 2000;

5. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No0.102-
0100003745 untuk rekening pinjaman Rupiah;

6. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No0.102-
0101004007 untuk rekening Pinjaman Rupiah.
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7. Kartu Contoh Tanda tangan (Specimen of Signature Card) atas nama
Ir. Adiwarsita Adinegoro, Ir. H. Fattah DS, Yusran Sharif dan H. Zain
Masyhur.

Untuk dilampirkan dalam berkas perkara lain ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- ( Dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2006 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
Muhammad Taufik, SH. dan | Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta H. Muhammad Taufik, SH., | Made Tara, SH. Hakim-
Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Albertina Ho, SH., MH. Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan

Jaksa/PenuntutUmum.
Hakim-Hakim Anggota : Ketua:
ttd./H. Muhammad Taufik, SH. ttd./ Atja Sondjaja, SH.

ttd./ Made Tara, SH.

Panitera Pengganti:
ttd./ AlbertinaHo, SH.,MH.

Untuk salinan
a.n. Panitera Mahkamah Agung —RI
Plt. Kepala Direktorat Pidana
Ub

KasubditUmum Pidana

NY. SITI KHOLISOH, SH.
NIP: 220000341
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